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Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat
Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan
hidayah-Nya, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah
dapat menyelesaikan dengan baik penyusunan Laporan
Tahunan 2017 sesuai waktu yang diharapkan.

Laporan Tahunan 2017 menggambarkan tentang
pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang dan
Pengadilan Agama se Sumatera Barat selama tahun 2017
yang meliputi bidang teknis yustisial, pengawasan
internal, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan
sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan serta
pengelolaan administrasi.

Laporan  Tahunan disamping memberikan
informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban tentang
pelaksanaan tugas, diharapkan dapat pula sebagai bahan
evaluasi dan perencanaan dimasa mendatang agar
kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan
Agama se Sumatera Barat menjadi lebih baik untuk
mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kami telah berusaha menyajikan laporan secara
sempurna, baik dan obyektif, namun kami sadari masih
terdapat  kekurangan. Oleh karena itu kami
mengharapkan koreksi dan saran semua pihak demi
peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang
akan datang.

Demikian, semoga laporan ini berguna dan

bermanfaat.

Padang, 11 Januari 2016
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

~H. Hasan Basri Harahap, S.H, M.H.
NIP. 19510731 198101 1 001
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BABI
PENDAHULUAN

Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai salah satu kawal depan
Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai wilayah yurisdiksi 17
(tujuh belas) Pengadilan Agama yang tersebar di Kabupaten dan Kota se
Sumatera Barat. Pengadilan Tinggi Agama Padang mempunyai tugas yang
strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi
antara lain berkaitan dengan pembinaan/pengawasan, peningkatan sumber
daya manusia (SDM), penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja
aparatur Pengadilan Agama dalam mewujudkan pelayanan yang prima bagi
semua masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama se Sumatera Barat
sebagai bagian etalase Peradilan se-Indonesia.

Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menetapkan arah kebijakan
dalam mendukung peningkatan kinerja dan Pengadilan Agama se Sumatera
Barat dengan memprioritaskan ketersediaannya sarana dan prasarana sesuai
dengan capaian yang tersdia dalam DIPA satker masing-masing, namun
masih ada gedung kantor Pengadilan Agama se Sumatera Barat yang belum
sesuai dengan prototype .Disamping itu gedung kantor Pengadilan Tinggi
Agama Padang telah sesuai dengan prototype dengan fasilitas yang baik dan
bagus. Sedangkan dalam mendukung transparansi peradilan Pengadilan
Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat telah
mempunyai jaringan internet dan teknologi yang baik sehingga semua
informasi yang dapat di akses melalui website sehingga memberikan

kemudahan dalam layanan informasi.
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Pengadilan Tinggi Agama Padang menpunyai andil yang cukup bagi
Mahkamah Agung Republik Indomesia dalam perolehan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut dalam penyajian
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dimana Pengadilan Tinggi Agama
Padang ditunjuk sebagai koordinator wilayah (Korwil) untuk 36 (tiga puluh
enam) Pengadilan se Sumatera Barat baik Pengadilan Tinggi, Pengadilan
Negeri, Pengadilan Agama, PTUN dan Pengadilan Militer.

Laporan Tahunan merupakan wujud keterbukaan dan akuntabilitas
publik. Hal ini menjadi salah satu upaya mewujudkan tata kepemerintahan
yang baik (Good Governance). Laporan Tahunan selain sebagai bahan
evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun
anggaran, juga sebagai pedoman dalam menyusun langkah-langkah pada
tahun berikutnya. Selain itu Laporan Tahunan yang disusun secara hirarki
merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan agar dapat menarik

sebuah langkah yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

1.1 Kebijakan Umum dan Peradilan

Pengadilan Tinggi Agama Padang selama tahun 2016 telah menyusun
berbagai rencana Kkerja dan berupaya untuk merealisasikan agenda
pembaharuan untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung dengan
penetapan kebijakan umum Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Padang untuk memaksimalkan realisasi reformasi birokrasi.

Beberapa kebijakan umum yang perlu mendapatkan penanganan dalam
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rangka menyentuh aspek-aspek pelayanan publik, transparansi peradilan

dan peningkatan kualitas SDM aparatur peradilan sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi kehakiman secara independen, efektif, dan
berkeadilan;
Kebijakan umum mengembangkan keahlian Hakim dalam mengadili
perkara, mempercepat proses penyelesaian perkara, meningkatkan
kualitas putusan sehingga meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat
pencari keadilan.

2. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang
cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional,

Kebijakan umum berupa menyelesaikan perkara tepat waktu,
melaksanakan 3 (tiga) program “Justice for all’ yakni pelayanan perkara
prodeo, sidang keliling dan posbakum. Melaksanakan manajemen perkara
melalui implentasi aplikasi SIPP dan mempublikasi putusan pada website
satuan Kkerja, menyelenggarakan pelayanan meja informasi, meja
pengaduan dan mengefektifkan proses upload laporan keperkaraan pada
website.

3. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang berkompeten
dengan kriteria objektif sehingga tercapai aparatur peradilan yang
berintegritas dan profesional;

Kebijakan umum dengan mengadakan/mengikuti berbagai pendidikan,
pelatihan dan seminar di berbagai bidang baik Kepaniteraan dan
Kesekretariatan seperti seminar dan diskusi tentang Ekonomi Syariah bagi
Hakim, Pelatihan SAPM ( Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu ), DDTK,

dan pedidikan kepemimpinan (Diklat PIM) bagi pejabat struktural.
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4. Melaksanakan pelayanan publik yang prima;
Kebijakan umum dalam meningkatkan pelayanan publik seperti pelayanan
meja informasi dan meja pengaduan dan melaksanakan Akreditasi
Penjaminan Mutu se- wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang.

5. Melaksanakan manajemen informasi berbasis teknologi yang
menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan;

Kebijakan umum berupa penerapan sistem yang terintegrasi baik di
bidang keperkaraan seperti SIPP Versi 3.2, dan kesekretariatan seperti
absensi E-TERASI, E-Persediaan dan SISUTAN (tata naskah).

6. Pengelolaan anggaran secara profesional dan proporsional,
Kebijakan umum dalam pengelolaan anggaran dengan melaksanakan
perencanaan secara prioritas dan realitas, transparansi dalam
pelaksanaan anggaran serta pelaporan secara intensif dan terkoordinasi.

7. Pengelolaan  sarana dan  prasarana dalam  mendukung
penyelenggaraan peradilan.

Kebijakan umum yakni dengan melakukan perencanaan pengadaan asset
berbasis kebutuhan, mengoptimalisasi administrasi aset (BMN) berbasis
aplikasi SIMAK-BMN, melakukan inventarisasi asset sesuai dengan
realitas, melakukan penghapusan asset secara tertib dan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

1.2 Visi dan Misi



P74 Padany-Laporan Tatiunan = 2016

Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai salah satu pilar peradilan
dilingkungan Mahkamah Agung yang merupakan badan pelaksanaan
kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada
masyarakat pencari keadilan secara prima yang sejalan dengan visi dan misi
dari Mahkamah Agung RI. Visi menunjukkan arah tentang apa yang harus
dipertahankan dan apa yang harus didorong demi kemajuan dimasa depan.
Oleh Karena itu Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan visi yakni:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG YANG AGUNG”
Adapun penjelasan dari visi Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah:
1. Pengadilan Tinggi Agama, menunjukan salah satu Badan Peradilan di
bawah Mahkamah Agung;
2. Padang, menunjukan lokasi keberadaan;
3. Agung, menunjukan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran,
kemuliaan, dan keluhuran.

Dari visi Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat dilihat diatas, dapat
kita ketahui bahwasanya idiologi dasar dari Pengadilan Tinggi Agama Padang
sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, disebutkan

“Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama dilaksanakan

oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama”.

Sedangkan dimasa depan Pengadilan Tinggi Agama Padang ingin

menjadi sebuah peradilan yang terhormat, besar, mulia dan luhur. Melalui
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visi ini, Pengadilan Tinggi Agama Padang ingin menjadi sebuah instansi
yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai
yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa
dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Sedangkan misi merefleksikan cara agar visi dapat diinformasikan ke dalam
hal-hal yang dapat dilakukan secara nyata oleh organisasi. Misi menunjukan arahan
untuk pengembangan strategi, menentukan faktor kesuksesan. Untuk menwujudkan
visi Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut, ditetapkan 3 (tiga) pilar misi
Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai berikut:

1. Menjaga kemadirian badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama maka
dirumuskan kedalam bentuk yang terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Pengadilan Tinggi
Agama berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh
organisasi dalam memenuhi visi dan misi dengan memformulasi tujuan
strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki. Lebih dari itu, tujuan perumusan strategis juga akan memungkinkan

Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi
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telah tercapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama

Padang adalah sebagai berikut:

1.

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui

proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui

pemanfaatan teknologi informasi;

. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan;
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan
pelayanan dan jaminan proses peradilan yang adil.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan tercapai untuk dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

kedepan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Sasaran ini akan dievaluasi

setiap tahunnya untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Padang

adalah sebagai berikut:

1.

2.

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui

penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
Terwujudya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara

optimal baik internal maupun eksternal;

. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan

menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel;
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6. Terwujudnya transparan pengelolaan SDM lembaga peradilan
berdasarkan peraturan berlaku;
7. Peningkatan pengelolaan, aset, keuangan dan kinerja.
Tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai
diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hubungan tujuan, sasaran dan

indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:
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NO KINERJA UTAMA INI?I{\]KE[;I]‘XR PENJELASAN GUNG S[]J)IXEER
JAWAB
1. | Terwujudnya Proses | a. Persentase sisa Panitera Laporan
Peradilan yang Pasti, perkara yang Jumlah Siza Perkara yang diselesatkan 1009 Bulanan
Transparan dan diselesaikan Jumlah Siza Perkara yang Harue dizelezaikan dan
Akuntabel Laporan
Catatan: Tahunan
Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
b. Persentase Panitera Laporan
perkara yang Jumlah Perkara yang digelesaikan tahun herjal)gn Bulanan
diselesaikan Jumlah Perkara yang ada dan
tepat waktu Laporan
Catatan : Tahunan
e Perbandingan jumlah perkara yang
diselesaikan dengan perkara yang harus
diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara
yang masuk)
e Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara
yang diterima tahun berjalan ditambah
sisa perkara tahun sebelumnya
e Penyelesaian perkara tepat waktu =
perkara yang diselesaikan tahun berjalan
c. Persentase Panitera Laporan
Trn.l—Tn
penurunan sisa X7 Bulanan
perkara dan
Laporan
Tahunan

Tn = Sisa perkara tahun berjalan
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Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus
pada tahun berjalan

sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16
Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

. Persentase Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Panitera Laporan
perkara yang Jumlah Puruzan Perkara )_(_ _ Bulanan
Tidak dan
Mengajukan Laporan
Upaya Hukum: [ Catatan: Tahunan
e Kasasi e Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
e PK e Secara hukum semakin sedikit yang

mengajukan upaya hukum, maka semakin
puas atas putusan pengadilan

. Index responden Panitera Laporan
Pengadialan Index Kepuasan Pencari Keadilan Semesteran
Tingkat Pertama dan Laporan
yang puas Catatan : Tahunan
terhadap PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004
layanan tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman
Pengadilan Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat
Tinggi Agama Unit Pelayanan Instansi Pemerintah




2. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
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a. Persentase Panitera Laporan
Salinan Putusan Jumlah salinan putusan yang dikirim ke A 100Bulanan
Yang Dikirim ke Pengadilan pengaju dan
Pengadilan Laporan

) Jumlah putusan Tahunan
Pengaju Tepat
Waktu

b. Persentase Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah | Panitera Laporan

putusan yang yang di upload dalam website Bulanan
. x 100%

menarik dan

perhatian Jumlah putusan perkara Laporan

masyarakat ( Tahunan

ekonomi syariah
) yang dapat
diakses secara
online dalam
waktu 1 hari
sejak diputus

Sumber: Laporan Revieu Indikator Kinerja Utama (IKU) PTA Padang
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Sehingga dengan adanya tujuan sasaran strategis tersebut menjadi arahan
bagi Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang dilaksanakan
sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam
pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah
penyelesaian perkara prodeo yang masuk dari pengadilan tingkat pertama.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
a. Produktifitas memutus perkara.
b. Clereance rate.
c. Penyelesaian perkara tepat waktu.
d. Sisa perkara.
e. Perkarayang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
f. Penyelesaian perkara ekonomi syariah.
g. Percepatan penyelesaian perkara melalui pemakaian Sistim Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat banding.

h. Integrasi informasi perkara secara elektronik dengan menggunakan
aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat banding.
i. Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efesien

(penguatan regulasi).

j.  Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
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q.

I.

Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

Pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan
maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan.

Peningkatan hakim yang mengikuti DDTK spesialisasi keahlian.
Peningkatan pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi
SDM.

Promosi dan mutasi SDM atas usulan PTA Padang berdasarkan peraturan
yang berlaku.

Peningkatan produktifitas kinerja SDM.

Hasil monev dan hasil reviu yang dijadikan untuk feedback dan analisa.

. Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Mahkamah Agung

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a.

b.

Sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima.

Tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima.
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BAB Il
STRUKTUR ORGANISASI DAN PEIAYANAN PUBLIK

2.1 Struktur Organisasi (Tupoksi)

Pengadilan Tinggi Agama Padang, tugas pokok diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 51 ayat (1) dan
(2) yaitu:

1. Pengadilan Tinggi Agama Padang bertugas dan berwenang mengadili
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat
banding.

2. Pengadilan Tinggi Agama Padang juga bertugas dan berwenang mengadili
di tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-
Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Sehinga untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Pengadilan
Tinggi Agama Padang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (judicial power).

Pengadilan Tinggi Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara di tingkat banding terhadap perkara-perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun
2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Dengan
kewenangan mengadili perkara antara orang-orang yang beragama Islam
dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah
dan Ekonomi Syariah.

2. Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili.

14
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Apabila antara dua Pengadilan Agama atau lebih terjadi sengketa
kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka
Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan
perselisihan tersebut (Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009).

3. Fungsi Pembinaan.
Pengadilan Tinggi Agama berwenang memberikan bimbingan dan
petunjuk kepada Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya,
baik yang berhubungan dengan teknis yustisial, administrasi peradilan,
administrasi umum, perlengkapan, Kkeuangan, kepegawaian, dan
pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
jo. KMA Nomor 3030 tahun 1990 jo. KMA No.080/SK/VIII/2006).

4. Fungsi Pengawasan.
Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung
(provoost) bertugas untuk mengawasi jalannya peradilan dalam daerah
hukumnya dan juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku para hakim
dan aparat peradilan lainnya. (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. KMA No. KMA:080/SK/VIII/2006).

5. Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum.
Yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum
Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

(Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

6. Fungsi Administratif.
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Yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian

serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis

peradilan dan administrasi peradilan. (Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 303 Tahun 1990).

7. Fungsi Lainnya.

a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya, (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/004/SK/11/1991).

b) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal
bulan hijriah.(Pasal 52 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2019)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama Pasal 9 ayat (2) disebutkan

“Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota,

Panitera, Sekretaris dan Jurusita”

Sedangkan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) disebutkan

"Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan

Wakil Ketua, Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah

Hakim Tinggi”

Untuk kepaniteraan Peradilan Agama diatur dalam Bab II Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah melakukan

pemisahan antara kepaniteraan dan kesekretariatan. Sehingga yang



P74 Padang-Laporan Tatiunan = 2016

menangani administrasi perkara dipimpin oleh seorang Panitera dan
administrasi umum dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pada dasarnya kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan
Pengadilan Agama se Sumatera Barat mempunyai tugas memberikan
pelayanan teknis di bidang perkara dan administrasi peradilan lainnya
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Padang dipimpin oleh seorang Panitera dibantu
oleh Panitera Muda Banding, Panitera Pengganti.

Untuk masing-masing bagian pada struktur organisasi Pengadilan
Tinggi Agama Padang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
Ketua Pengadilan tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin
pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam mengawasi,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan
tugas menurut Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Wakil Ketua Pengadilan tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili ketua
Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam hal merencanakan tugas pokok dan
fungsi serta mengkoordinirkan dan melaporkan tugas pengawasan kepada
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Hakim tugas dan funsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara
serta bertanggungjawab atas perkara yang diterima yang menjadi
wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan
minutasi. Menyusun program Kkerja jangka panjang dan jangka pendek,
melaksanakan pengawasan pada Pengadilan Agama dan pengawasan bidang

pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.
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Panitera tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam merencankan dan melaksanakan
pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administrasi umum dan
administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan
kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas
kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan
pendek.

Panitera Muda Banding tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan
pemeriksaan, penelahaan kelengkapan dan meregister berkas perkara
banding serta mendistribusi perkara banding kepada Ketua Majelis Hakim
yang telah ditetapkan. Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara
banding, mengirimkan salaina putusan kepada Pengadilan pengaju.
Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan dan fungsi lain yang diberikan
oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum tugas pokok dan fungsinya melaksanaka
pengumpulan, pengolahan penyajian data dan statistic perkara. Melakukan
penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara. Melaksanakan
penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat dan melaksanakan
fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Pengganti tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan
membantu Majelis Hakim mengikuti siding perkara, melaksanakan

pengetikan putusan dan melaksanakan tugas asistensi Hakim Tinggi.
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Untuk Pengadilan Agama Tingkat Pertama unsur kepaniteraan di
pimpin oleh seorang Panitera dibantu oleh Wakil Panitera dan dibantu oleh 3
(tiga) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda
Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti dan Jurusita.

Panitera Muda Permohonan tugas dan fungsinya melaksanakan penelahaan
kelengkapan berkas perkara permohonan, registrasi perkara permohonan,
mendistribusikan permohonan yang telah deregister ke Majelis Hakim yang
telah ditunjuk, penerimaan kembali perkara yang telah diputus dan
diminutasikan, dan melaksanakan tatausaha kepaniteraan.

Panitera Muda Gugatan tugas dan fungsinya melaksanakan penelahaan
kelengkapan berkas perkara gugatan, registrasi perkara gugatan,
mendistribusikan permohonan yang telah deregister ke Majelis Hakim yang
telah ditunjuk, penerimaan kembali perkara yang telah diputus dan
diminutasikan, dan melaksanakan tatausaha kepanitera, penerimaan
konsiyasi, permohonan eksekusi, dan melaksanakan tatausaha kepaniteraan.
Panitera Muda Hukum tugas dan fungsinya pengumpulan, pengolahan,
penyajian data perkara, penyajian statistic perkara, penyusunan dan
pengiriman laporan perkara, penyajian pengelolaan transparansi perkara,
menghimpun pengaduan dari masyarakat, dan melaksanakan fungsi lain
kepaniteraan.

Sedangkan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Padang
merupakan supporting unit yang berfungsi sebagai tata usaha Pengadilan
Agama dalam mengelola manajemen perkantoran (administrasi umum dan

perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan). Kesekretariatan Pengadilan
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Tinggi Agama Padang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 2 (dua)
orang terdiri dari Kepala Bagian Umum dan Keuangan serta Kepala Bagian
Perencanaan dan Kepegawaian.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan membawahi Subbagian
Keuangan dan Pelaporan serta Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
Untuk Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian membawahi Subbagian
Rencana Program dan Anggaran serta Subbagian Kepegawaian dan Teknologi
Informasi. Pengadilan Agama Tingkat Pertama unsur kesektariatan di pimpin
oleh seorang sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) yaitu Subbagian Perencanaan,
Teknolgi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana, Subbagian Umum dan Keuangan.

Sekretaris tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam merencanakan dan melaksanakan
pelayanan teknis di bidang administrasi organisasi, keuangan, sumber daya
manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Padang.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian tugas pokok dan fungsinya adalah
melaksanakan urusan perencanan, program, anggaran kepegawaian,
organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.
Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dang anggaran,
pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi,

serta penyusunan laporan.
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Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata
laksana, pengelolaan teknolgi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi,
dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat
menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan,
perpustakaan, pengelolaan keuangan, perbendaharaan akuntansi dan
verifikasi, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyaai tugas
melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan
penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana,
perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan
masyarakat.

Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi
dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan,
serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Berikut adalah bagan organisasi struktur organisasi Pengadilan Tinggi
Agama Padang tahun 2016 dan 17 (tujuh belas) Pengadilan Agama Tingkat
Pertama (Lampiran.1) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



P Py deien Tehen 2006 |

Hakim

Drs. H. Zulkilii Arief, S.H., M.Ag
Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag
Drs. H. Marwan AM. MH.L

Drs. H. Khairuddin, S.H.. M.H
Drs. Hamdani S, SH., MH.L

Drs. H. Thamrin Habid, SH., MH.L
Drs. H. Jasrizal M.S., M HI

Drs. H. Syamsir Suleman

Drs. H. Risman S.D.S., MHL
Drs. H. Paskinar Said

Dra. Hj. Husai Syam

Drs. H. Burdan Bumniat, S.H., M.H
Drs. H. Firdaus HM., S.H., M H.
Drs. H. Damsyi, MH.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Pengadilan Tinggi Agama Padang

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Drs. H. R. M. Zaini, SH., M

Yaidl |




P74 Padang-Laporan Tatiunan = 2016

Untuk struktur organisasi pada Peradilan Agama se Sumatera Barat

semua nya telah terisi namun masih ada Pengadilan Agama yang masih

mengalami kekosongan jabatan karena disebabkan mutasi atau pensiun.

Berikut adalah Pengadilan Agama tersebut sebagai berikut:

Pimpinan Pengadilan

- Pengadilan Agama Sawahlunto mengalami kosong pada posisi Ketua;

- Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB kosong pada posisi Wakil
Ketua;

- Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB mengalami kosong pada
posisi Wakil Ketua.

- Pengadilan Agama Lubuk Basung mengalami kosong pada posisi
Wakil Ketua

Jabatan Kepaniteraan

- Pengadilan Agama Muara Labuh mengalami kekosongan pada posisi
Panitera Muda Permohonan.

- Pengadilan Agama Koto Baru mengalami kekosongan pada posisi
Panitera Muda Permohonan.

- Pengadilan Agama Sijunjung mengalami kekosongan pada posisi
Panitera Muda Permohonan.

Jabatan Kesekretariatan

- Pengadilan Agama Padang Panjang mengalami kekosongan pada
posisi Sekretaris;

- Pengadilan Agama Pariaman mengalami kekosongan pada posisi

Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan.
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Dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan, dan dihapusnya jabatan Wakil panitera dan diberi batas waktu 5
(lima) tahun, maka Pengadilan yang masih memiliki jabatan Wakil
Paniterasebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB;
2. Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB;
3. Pengadilan Agama Sawahlunto;

4. Pengadilan Agama Padang Panjang;

5. Pengadilan Agama Muara Labuh;

6. Pengadilan Agama Sijunjung;

7. Pengadilan Agama Koto Baru;

8. Pengadilan Agama Painan;

9. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

10. Pengadilan Agama Talu;

11. Pengadilan Agama Lubuk Basung.

2.1.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sesuai ketentuan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada
Di bawahnya, merupakan acuan dan pedoman  dalam menyusun Standar
Prosedur Operasional yang menjabarkan tugas pekerjaan sesuai dengan

formasi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator
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teknis, administrasi dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja
dan sistem kerja pada unit kerja di Pengadilan Agama.

Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur bertujuan untuk
memnciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh Pengadilan
Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk mewujudkan good
governance. Tujuan Standar Operasional Prosedur antara lain (1)
meningkatkan efektifitas dan efesiensi pekerjaan yang dilakukan (2)
kepastian pekerjaan selesai dilaksanakan dan (3) akuntabilitas pekerjaan
yang dilaksanakan.

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 096-
1/SEK/KU.01/4/2014 tanggal 2 April 2014 perihal Permintaan Standar
Operasional Prosedur, Pengadillan Tinggi Agama Padang kembali melakukan
Revisi SOP untuk menyesuaikan dengan perkembangan. Standar Operasional
Prosedur tersebut selesai direvisi pada tanggal 20 April 2014. Pada tahun
2016 dilakukan perubahan/revisi maupun penambahan atau pengurangan
Standar Operasional Prosedur, hal ini dikarenakan adanya perubahan
nomenklatur sesuai dengan Peratuaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun
2015 sehingga Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi Agama
Padang direvisi tanggal 20 April 2016.

Pengadilan Tinggi Agama Padang kembali menyusun dan menetapkan
reviu SOP dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor
W3-A963/0T.01.2/VII/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang
Perkara dan Bidang Kesekretariatan Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan, peningkatan efesiensi,
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efektifitas, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan tinggi,
juga sistim menagemen mutu yang dikenal dengan istilah SAPM maka
dilakukan perubahan terhadap SOP tersebut dan menetapkan kembali
dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-
A/66/0T.01.3/1/2016.
Standar Operasional Prosedur yang disusun Pengadilan Tinggi Agama
sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) kegiatan terdiri dari:
a. Manual mutu sebanyak 9 ( sembilan ) kegiatan
b. Kesekretariatan sebanyak 66 ( enam puluh enam ) kegiatan
c. Kepaniteraan 18 ( delapan belas ) kegiatan
Semua SOP yang telah disusun ini meliputi tugas-tugas yang
dilaksanakan oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang mulai
dari Pimpinan, Hakim, Pejabat Fungsional Panitera, Panitera Muda, Panitera
Pengganti, Pejabat Struktural Eselon II, I, dan IV sampai pada pelaksana.
Adapun Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan
dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan rincian sebagai
berikut:

7

¢ Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Manajemen

No. Uraian Kode Dokumen
1  SOP Manajemen Risiko SOP/AM/01
2 | SOP Pengendalian Dokumen SOP/AM /02
3 | SOP Pengendalian Arsip SOP/AM/03
4 | SOP Komunikasi SOP/AM/04
5 | SOP Asessment Internal SOP/AM/05
6 | SOP Tinjauan Manajemen SOP/AM/06
7 | SOP Pengendalian Produk Tidak Sesuai SOP/AM/07
8 | SOP Survey Kepuasan Masyarakat SOP/AM/08
9 | SOP Tindakan Perbaikan SOP/AM/09

26
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% Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kepaniteraan

No.

N| =

15

16
17

18

Uraian

SOP Penyelesaian Berkas Perkara Banding

SOP Rekapitulasi Pelaporan Bulanan Perkara PTA

Padang
SOP Pengisian Buku Jurnal

SOP Pelayanan Informasi

SOP Statistik Perkara

SOP Publikasi Putusan

SOP Penanganan Pengaduan

SOP Pengarsipan Perkara Yang BHT
SOP Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTA
Padang

SOP Minutasi

SOP Pencatatan Biaya Perkara Banding
SOP Sidang Putusan Sela

SOP Sidang Putusan Akhir

SOP Pengiriman Surat Pemberitahuan Banding
Telah Diterima dan Diregister

SOP Pengiriman Surat Pemberitahuan Kekurangan

Berkas Banding
SOP Pengelolaan Surat

SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan
Akhir Kepada PA Pengaju

SOP Pengiriman Putusan Sela Kepada PA Pengaju

Kode
Dokumen

SOP/AP/01
SOP/AP/02

SOP/AP/03
SOP/AP/04
SOP/AP/05
SOP/AP/06
SOP/AP/07
SOP/AP/08
SOP/AP/09

SOP/AP/10
SOP/AP/11
SOP/AP/12
SOP/AP/13
SOP/AP/14

SOP/AP/15

SOP/AP/16
SOP/AP/17

SOP/AP/18

¢ Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kesekretariatan

e Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepegawaian dan TI

No. Uraian

SOP Penerbitan Keputusan Ketua
SOP Pelaksanaan Rapat Baperjakat
SOP Pemberian Izin Belajar Yang Merupakan

Kewenangan PTA Padang (Jenjang Pendidikan

S1)
SOP Pemberian Izin Belajar Yang Merupakan

Kewenangan PTA Padang (Jenjang Pendidikan

S2 dan S3)

27

Kode
Dokumen

SOP/AS/01
SOP/AS/02
SOP/AS/03

SOP/AS/04
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5 SOP Penerbitan KARPEG, KARIS/KARSU, SOP/AS/05
TASPEN DAN BP]JS
6  SOP Penerbitan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) SOP/AS/06
dan Daftar Bezeting Serta Daftar Urut Senioritas
Hakim dan Panitera
7 SOP Kenaikan Gaji Berkala SOP/AS/07
8 SOP Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Yang SOP/AS/08
Bukan Kewenangan PTA Padang (Hakim,
Kepaniteraan, Kesekretariatan Il11/d Ke Atas
9 SOP Pemberian Izin Cuti SOP/AS/09
10 SOP Pelaksanaan Penatausahaan Daftar Hadir SOP/AS/10
(Rekapitulasi Daftar Hadir Harian)
11 SOP Pelaksanaan Penatausahaan Daftar Hadir SOP/AS/11
(Rekapitulasi Daftar Hadir Bulanan)
12 SOP Pelaksanaan Usul Pensiun SOP/AS/12
13 SOP Pengangkatan Coalon PNS Menjadi PNS SOP/AS/13
Yang Bukan Kewenangan PTA Padang (Pegawai
Teknis dan Pegawai Non Teknis Golongan III)
14 SOP Pengangkatan Calon PNS Menjadi PNS Yang SOP/AS/14
Merupakan Kewenangan PTA Padang (Pegawai
Non Teknis Golongan I dan II)
15 SOP Pelaksanaan Pelantikan Jabatan SOP/AS/15
16 SOP Pemutakhiran Data Aplikasi Sikep SOP/AS/16
Mahkamah Agung RI
17 SOP Pemutakhiran Data Aplikasi SIMPEG Badilag SOP/AS/17
(ABS)
18 SOP Pengelolaan Absensi Pegawai SOP/AS/18
19 SOP Penanganan Administrasi Penghargaan SOP/AS/19
Satya Lencana
20 SOP Pengadministrasian Target SKP SOP/AS/20
21 SOP Pengadministrasian Realisasi SKP SOP/AS/21
22 SOP Prosedur Pengajuan Cuti SOP/AS/22
23 SOP Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Yang SOP/AS/23
Merupakan Kewenangan PTA PADANG (Tenaga
Non Teknis Golongan I1I/d Ke Bawah)
24 SOP Monitoring Implentasi SIPP dan Aplikasi SOP/AS/24
Pendukung Lainnya
25 SOP Mengontrol Data dan Konten Website PTA SOP/AS/25
26 SOP Mengontrol dan Backup Data Aplikasi PTA SOP/AS/26
Padang
27 SOP Memperbaiki Kerusakan Ringan Hardware = SOP/AS/27

dan Software Perangkat IT

28
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e Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan dan Pelaporan

No. Uraian Kode
Dokumen
1 SOP Penyusunan Laporan E-Monev PP 39 SOP/AS/28
Bappenas
2 SOP Penyusunan Laporan Keuangan SOP/AS/29

Semesteran dan Tahunan
3  SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan SOP/AS/30

Ke KPPN

4  SOP Penyusunan Laporan Monitoring Dan SOP/AS/31
Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian
Keuangan

5 SOP Pengajuan Belanja Modal Ke KPPN SOP/AS/32

6  SOP Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak SOP/AS/33

7 SOP Penyusunan Laporan Keuangan SOP/AS/34
Semesteran dan Tahunan UAPPAW

8 SOP Surat Keterangan Penghentian SOP/AS/35
Pembayaran (SKPP)

9 SOP Pembayaran dan Validasi Pajak SOP/AS/36

10 SOP Pengajuan SP2D UP (Uang Persedian) SOP/AS/37

11 SOP Pengajuan SP2D GUP (Ganti Uang SOP/AS/38
Persediaan)

12 SOP Pengajuan SP2D TUP (Tambahan Uang SOP/AS/39
Persediaan)

13 SOP Pengajuan SP2D LS (Belanja Pegawai) SOP/AS/40

14 SOP Penyampaian LP] (Laporan SOP/AS/41
Pertanggungjawaban)

15 SOP Pembukuan Bendahara SOP/AS/42

16 SOP Pengajuan Usul Pembayaran Tunjangan SOP/AS/43
Kinerja

17 SOP Pembayaran dan Pertanggungjawaban SOP/AS/44
Uang Muka Kerja

¢ Standar Operasional Prosedur (SOP) Rencana Program dan Anggaran

No. Uraian Kode
Dokumen

1 SOP Administrasi Surat Masuk/Surat Keluar SOP/AS/45
Bagian Perencanaan

2 SOP Reviu Dan Penilaian Laporan Kinerja SOP/AS/46
Instansi Pemerintah Pengadilan Agama
3 SOP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SOP/AS/47

29
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4  SOP Perjanjian Kinerja Bagian Perencanaan SOP/AS/48
5 SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan SOP/AS/49
6 SOP Penyusunan Rencana Strategi/Reviu SOP/AS/50
Rentra
7 SOP Pembuatan Term Of Reference (TOR) dan  SOP/AS/51
Rincian Anggaran Biaya (RAB)
8 SOP Penyusunan Pagu Anggaran Indikatif SOP/AS/52
9 SOP Pembahasan Pagu Anggaran Indikatif SOP/AS/53
Wilayah
10 SOP Pembahasan Pagu Anggaran Sementara SOP/AS/54
11 SOP Revisi Anggaran Pada Kantor Wilayah SOP/AS/55
DJPB
12 SOP Revisi Anggaran Melalui Revisi POK SOP/AS/56
13 SOP Revisi Anggaran Persetujuan Mahkamah SOP/AS/57

Agung

e Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Usaha dan Rumah Tangga

No.

N

Uraian

SOP Penanganan Surat Masuk
SOP Penanganan Surat Keluar

SOP Penyusunan Kebutuhan Barang
Persediaan

SOP Pemeliharaan Sarana Prasarana

SOP Perbaikan Sarana Prasarana

SOP Pemanfaatan BMN - Penghapusan Korwil
/ Tingkat Banding

SOP Penyusunan Kebutuhan Barang Milik
Negara

SOP Penerimaan Tamu

30

Kode
Dokumen

SOP/AS/58
SOP/AS/59
SOP/AS/60

SOP/AS/61
SOP/AS/62
SOP/AS/63

SOP/AS/64

SOP/AS/65
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Standar Operasionar Prosedur tersebut merinci masing-masing
jabatan sesuai dengan kewenangan.

1. Eselon II. Tugas pejabat eselon Il juga mengkompilasi tugas yang
dilaksanakan oleh pejabat fungsional. SOP eselon II Pengadilan Tinggi
Agama Padang meeliputi SOP untuk Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan
Sekretaris.

2. Eselon III. Pejabat eselon III adalah Kabag perencanaan dan
kepegawaian, Kabag Umum dan Keuangan. Dalam SOP pejabat eselon III
merupakan pejabat ditingkat middle. Tugas utama adalah menganalisa
usulan pejabar eselon IV atas resiko, keuntungan dan faktor legal dari
setiap keputusan yang dibuat.

3. Eselon IV. Pejabat eselon IV adalah Panitera Muda dan Kepala Sub
Bagian. Bertugas menyusun data-data yang diberikan oleh staf untuk
kemudian dikompilasi menjadi satu bentuk berkas.

4. Staf. Pejabat staf merupakan pangkal dan ujung dari rangkaian dalam
SOP. Staf bertugas dalam memproviding dan distribusi hasil keputusan
dari pejabat eselon sebelumnya.

5. Fungsional. Pejabat fungsional melakukan tugas sesuai fungsi yang telah
dibebankan secara khusus. Yaitu Panitera Pengganti, Hakim dan Pejabat
fungsional lainnya.

Rincian standar operasional prosedur Pengadilan Tinggi Agama

Padang dan untuk masing-masing jabatan mulai dari pimpinan, pejabat

fungsional, pejabat eselon dan pelaksana atau pungsional umum.
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Berikut rincian standar operasional prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi
Agama Padang yaitu:
Tabel 2.1

Matrik Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengadilan Tinggi Agama Padang

No Unit Kerja Jumlah Terdiri Dari Keterangan

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I | TEKNIS

1. | Ketua 27 SOP Penyelesaian Berkas
Perkara Banding (SOP/AP/01)
SOP Rekapitulasi Pelaporan
2 | Bulanan Perkara PTA Padang
(SOP/AP/02)

SOP Sistem Informasi

3 | Penelusuran Perkara PTA
Padang (SOP/AP/09)

SOP Sistem Informasi

4 | Penelusuran Perkara PTA
Padang (SOP/AP/09)

SOP Penerbitan Keputusan
Ketua (SOP/AS/01)

SOP Pelaksanaan Rapat
Baperjakat (SOP/AS/02)
SOP Pemberian Izin Belajar
Yang Merupakan Kewenangan
PTA Padang (Jenjang
Pendidikan S1) (SOP/AS/03)
SOP Pemberian Izin Belajar
Yang Merupakan Kewenangan
8 | PTA Padang (Jenjang
Pendidikan S2 dan S3)
(SOP/AS/04)

SOP Penerbitan KARPEG,

9 | KARIS/KARSU, TASPEN DAN
BPJS (SOP/AS/05)

SOP Kenaikan Gaji Berkala
(SOP/AS/07)

SOP Kenaikan Pangkat
(SOP/AS/08)

SOP Pemberian Izin Cuti
(SOP/AS/09)

SOP Pelaksanaan
Penatausahaan Daftar Hadir
(Rekapitulasi Daftar Hadir
Bulanan) (SOP/AS/11)

Belum di
evaluasi

10

11

12

13
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14

SOP Pelaksanaan Usul Pensiun
(SOP/AS/12)

15

SOP Pengangkatan Calon PNS
Menjadi PNS Yang Bukan
Kewenangan PTA Padang
(Pegawai Teknis dan Pegawai
Non Teknis Golongan III)
(SOP/AS/13)

16

SOP Pengangkatan Calon PNS
Menjadi PNS Yang Merupakan
Kewenangan PTA Padang
(Pegawai Non Teknis
Golongan I dan II)
(SOP/AS/14)

17

SOP Pelaksanaan Pelantikan
Jabatan (SOP/AS/15)

18

SOP Penerbitan SK Kenaikan
Pangkat Yang Merupakan
Kewenangan PTA PADANG
(Tenaga Non Teknis Golongan
I11/d Ke Bawah) (SOP/AS/23)

19

SOP Pengajuan Usul
Pembayaran Tunjangan
Kinerja (SOP/AS/43)

20

SOP Administrasi Surat
Masuk/Surat Keluar Bagian
Perencanaan (SOP/AS/45)

21

SOP Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (SOP/AS/47)

22

SOP Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan (SOP/AS/48)

23

SOP Penyusunan Rencana
Strategi/Reviu Rentra
(SOP/AS/50)

24

SOP Pembahasan Pagu
Anggaran Sementara
(SOP/AS/54)

25

SOP Penanganan Surat Masuk
(SOP/AS/58)

26

SOP Penanganan Surat Keluar
(SOP/AS/59)

27

SOP Pemanfaatan BMN -
Penghapusan Korwil / Tingkat
Banding (SOP/AS/63)
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Wakil
Ketua

SOP Pelaksanaan
Penatausahaan Daftar Hadir
(Rekapitulasi Daftar Hadir
Harian) (SOP/AS/10)

SOP Pengelolaan Absensi
Pegawai (SOP/AS/18)

SOP Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (SOP/AS/47)

SOP Penanganan Surat Masuk
(SOP/AS/58)

Belum di
evaluasi

Hakim

SOP Penyelesaian Berkas
Perkara Banding (SOP/AP/01)

SOP Publikasi Putusan
(SOP/AP/06)

SOP Sistem Informasi
Penelusuran Perkara PTA
Padang (SOP/AP/09)

SOP Minutasi (SOP/AP/10)

SOP Sidang Putusan Sela
(SOP/AP/12)

SOP Sidang Putusan Akhir
(SOP/AP/13)

SOP Penyusunan Rencana
Strategi/Reviu Rentra
(SOP/AS/50)

Belum di
evaluasi

Panitera

10

SOP Penyelesaian Berkas
Perkara Banding (SOP/AP/01)

SOP Rekapitulasi Pelaporan
Bulanan Perkara PTA Padang
(SOP/AP/02)

SOP Statistik Perkara
(SOP/AP/05)

SOP Sistem Informasi
Penelusuran Perkara PTA
Padang (SOP/AP/09)

SOP Pencatatan Biaya Perkara
Banding (SOP/AP/11)

SOP Pengiriman Surat
Pemberitahuan Banding Telah
Diterima dan Diregister
(SOP/AP/14)

SOP Pengiriman Surat
Pemberitahuan Kekurangan
Berkas Banding (SOP/AP/15)

SOP Pengiriman Bundel A dan
Salinan Putusan Akhir Kepada
PA Pengaju (SOP/AP/17)

Belum di
evaluasi
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SOP Pengiriman Putusan Sela
Kepada PA Pengaju
(SOP/AP/17)

10

SOP Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (SOP/AS/47)

Panitera
Muda
Hukum

SOP Rekapitulasi Pelaporan
Bulanan Perkara PTA Padang
(SOP/AP/02)

SOP Statistik Perkara
(SOP/AP/05)

SOP Penanganan Pengaduan
(SOP/AP/07)

SOP Pengarsipan Perkara Yang
BHT(SOP/AP/08)

SOP Sistem Informasi
Penelusuran Perkara PTA
Padang (SOP/AP/09)

Belum di
evaluasi

SOP Minutasi (SOP/AP/10)

SOP Pengelolaan Surat
(SOP/AP/16)

SOP Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (SOP/AS/47)

SOP Penyusunan Rencana
Strategi/Reviu Rentra
(SOP/AS/50)

Panitera
Muda
Banding

SOP Penyelesaian Berkas
Perkara Banding (SOP/AP/01)

SOP Sidang Putusan Sela
(SOP/AP/12)

SOP Sidang Putusan Akhir
(SOP/AP/13)

SOP Pengiriman Surat
Pemberitahuan Banding Telah
Diterima dan Diregister
(SOP/AP/14)

SOP Pengiriman Surat
Pemberitahuan Kekurangan
Berkas Banding (SOP/AP/15)

Belum di
evaluasi

SOP Pengiriman Bundel A dan
Salinan Putusan Akhir Kepada
PA Pengaju (SOP/AP/17)

SOP Pengiriman Putusan Sela
Kepada PA Pengaju
(SOP/AP/17)

SOP Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (SOP/AS/47)

SOP Penyusunan Rencana
Strategi/Reviu Rentra
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(SOP/AS/50)

Panitera
Pengganti

SOP Sistem Informasi
Penelusuran Perkara PTA
Padang (SOP/AP/09)

SOP Minutasi (SOP/AP/10)

SOP Sidang Putusan Sela
(SOP/AP/12)

SOP Sidang Putusan Akhir
(SOP/AP/13)

Belum di
evaluasi

Staf
Panitera
Muda
Hukum

SOP Penyelesaian Berkas
Perkara Banding (SOP/AP/01)

SOP Rekapitulasi Pelaporan
Bulanan Perkara PTA Padang
(SOP/AP/02)

SOP Statistik Perkara
(SOP/AP/05)

SOP Penanganan Pengaduan
(SOP/AP/07)

SOP Pengarsipan Perkara Yang
BHT(SOP/AP/08)

SOP Sistem Informasi
Penelusuran Perkara PTA
Padang (SOP/AP/09)

SOP Pengelolaan Surat
(SOP/AP/16)

SOP Mengontrol Data dan
Konten Website PTA
(SOP/AS/25)

Belum di
evaluasi

Staf
Panitera
Muda
Banding

SOP Penyelesaian Berkas
Perkara Banding (SOP/AP/01)

SOP Sistem Informasi
Penelusuran Perkara PTA
Padang (SOP/AP/09)

SOP Pencatatan Biaya Perkara
Banding (SOP/AP/11)

SOP Pengiriman Surat
Pemberitahuan Banding Telah
Diterima dan Diregister
(SOP/AP/14)

SOP Pengiriman Surat
Pemberitahuan Kekurangan
Berkas Banding (SOP/AP/15)

SOP Pengiriman Bundel A dan
Salinan Putusan Akhir Kepada
PA Pengaju (SOP/AP/17)

Belum di
evaluasi
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SOP Pengiriman Putusan Sela
Kepada PA Pengaju
(SOP/AP/17)

11

NON TEKNIS

Sekretaris

45

SOP Penerbitan Keputusan
Ketua (SOP/AS/01)

SOP Pemberian Izin Belajar
Yang Merupakan Kewenangan
PTA Padang (Jenjang
Pendidikan S1) (SOP/AS/03)

SOP Pemberian Izin Belajar
Yang Merupakan Kewenangan
PTA Padang (Jenjang
Pendidikan S2 dan S3)
(SOP/AS/04)

SOP Penerbitan KARPEG,
KARIS/KARSU, TASPEN DAN
BPJS (SOP/AS/05)

SOP Penerbitan Daftar Urut
Kepangkatan (DUK) dan
Daftar Bezeting Serta Daftar
Urut Senioritas Hakim dan
Panitera (SOP/AS/06)

SOP Kenaikan Gaji Berkala
(SOP/AS/07)

SOP Penerbitan SK Kenaikan
Pangkat Yang Bukan
Kewenangan PTA Padang
(Hakim, Kepaniteraan,
Kesekretariatan I1I/d Ke Atas
(SOP/AS/08)

Belum di
evaluasi

SOP Pemberian Izin Cuti
(SOP/AS/09)

SOP Pelaksanaan
Penatausahaan Daftar Hadir
(Rekapitulasi Daftar Hadir
Bulanan) (SOP/AS/11)

10

SOP Pelaksanaan Usul Pensiun
(SOP/AS/12)

11

SOP Pengangkatan Coalon PNS
Menjadi PNS Yang Bukan
Kewenangan PTA Padang
(Pegawai Teknis dan Pegawai
Non Teknis Golongan III)
(SOP/AS/13)

12

SOP Pengangkatan Calon PNS
Menjadi PNS Yang Merupakan
Kewenangan PTA Padang
(Pegawai Non Teknis
Golongan [ dan II)
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(SOP/AS/14)

13

SOP Pelaksanaan Pelantikan
Jabatan (SOP/AS/15)

14

SOP Pengelolaan Absensi
Pegawai (SOP/AS/18)

15

SOP Penanganan Administrasi
Penghargaan Satya Lencana
(SOP/AS/19)

16

SOP Pengadministrasian
Target SKP (SOP/AS/20)

17

SOP Pengadministrasian
Realisasi SKP (SOP/AS/21)

18

SOP Penerbitan SK Kenaikan
Pangkat Yang Merupakan
Kewenangan PTA PADANG
(Tenaga Non Teknis Golongan
111/d Ke Bawah) (SOP/AS/23)

19

SOP Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran dan
Tahunan (SOP/AS/29)

20

SOP Rekonsiliasi Laporan
Keuangan Bulanan Ke KPPN
(SOP/AS/30)

21

SOP Penyusunan Laporan
Monitoring Dan Evaluasi
Kinerja Terpadu Kementerian
Keuangan (SOP/AS/31)

22

SOP Pengajuan SP2D UP (Uang
Persedian) (SOP/AS/37)

23

SOP Pengajuan SP2D GUP
(Ganti Uang Persediaan)
(SOP/AS/38)

24

SOP Pengajuan SP2D TUP
(Tambahan Uang Persediaan)
(SOP/AS/39)

25

SOP Penyampaian LP]
(Laporan
Pertanggungjawaban)
(SOP/AS/41)

26

SOP Pembukuan Bendahara
(SOP/AS/42)

27

SOP Pengajuan Usul
Pembayaran Tunjangan
Kinerja (SOP/AS/43)

28

SOP Administrasi Surat
Masuk/Surat Keluar Bagian
Perencanaan (SOP/AS/45)
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29

SOP Reviu Dan Penilaian
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Pengadilan Agama
(SOP/AS/46)

30

SOP Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (SOP/AS/47)

31

SOP Perjanjian Kinerja Bagian
Perencanaan (SOP/AS/48)

32

SOP Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan (SOP/AS/48)

33

SOP Penyusunan Rencana
Strategi/Reviu Rentra
(SOP/AS/50)

34

SOP Pembuatan Term Of
Reference (TOR) dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB)
(SOP/AS/51)

35

SOP Penyusunan Pagu
Anggaran Indikatif
(SOP/AS/52)

36

SOP Pembahasan Pagu
Anggaran Sementara
(SOP/AS/54)

37

SOP Revisi Anggaran Pada
Kantor Wilayah DJPB
(SOP/AS/55)

38

SOP Revisi Anggaran Melalui
Revisi POK (SOP/AS/56)

39

SOP Revisi Anggaran
Persetujuan Mahkamah Agung
(SOP/AS/57)

40

SOP Penanganan Surat Masuk
(SOP/AS/58)

41

SOP Penanganan Surat Keluar
(SOP/AS/59)

42

SOP Pemeliharaan Sarana
Prasarana (SOP/AS/61)

43

SOP Perbaikan Sarana
Prasarana (SOP/AS/62)

44

SOP Pemanfaatan BMN -
Penghapusan Korwil / Tingkat
Banding (SOP/AS/63)

45

SOP Penyusunan Kebutuhan
Barang Milik Negara
(SOP/AS/64)

Kepala
Bagian
Umum dan

19

SOP Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran dan
Tahunan (SOP/AS/29)

Belum di
evaluasi
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Keuangan

SOP Rekonsiliasi Laporan
Keuangan Bulanan Ke KPPN
(SOP/AS/30)

SOP Penyusunan Laporan
Monitoring Dan Evaluasi
Kinerja Terpadu Kementerian
Keuangan (SOP/AS/31)

SOP Pengajuan Belanja Modal
Ke KPPN (SOP/AS/32)

SOP Pelaporan SPT Tahunan
Wajib Pajak (SOP/AS/33)

SOP Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran dan
Tahunan UAPPAW
(SOP/AS/34)

SOP Surat Keterangan
Penghentian Pembayaran
(SKPP) (SOP/AS/35)

SOP Pengajuan SP2D UP (Uang
Persedian) (SOP/AS/37)

SOP Pengajuan SP2D GUP
(Ganti Uang Persediaan)
(SOP/AS/38)

10

SOP Pengajuan SP2D TUP
(Tambahan Uang Persediaan)
(SOP/AS/39)

11

SOP Pengajuan SP2D LS
(Belanja Pegawai)
(SOP/AS/40)

12

SOP Pengajuan Usul
Pembayaran Tunjangan
Kinerja (SOP/AS/43)

13

SOP Pembayaran dan
Pertanggungjawaban Uang
Muka Kerja (SOP/AS/44)

14

SOP Administrasi Surat
Masuk/Surat Keluar Bagian
Perencanaan (SOP/AS/45)

15

SOP Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (SOP/AS/47)

16

SOP Penyusunan Rencana
Strategi/Reviu Rentra
(SOP/AS/50)

17

SOP Penanganan Surat Masuk
(SOP/AS/58)

18

SOP Penanganan Surat Keluar
(SOP/AS/59)

19

SOP Pemeliharaan Sarana
Prasarana (SOP/AS/61)
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Kepala
Bagian
Perencana
an dan
Kepegawai
an

25

SOP Penerbitan Keputusan
Ketua (SOP/AS/01)

SOP Pemberian Izin Belajar
Yang Merupakan Kewenangan
PTA Padang (Jenjang
Pendidikan S1) (SOP/AS/03)

SOP Pemberian Izin Belajar
Yang Merupakan Kewenangan
PTA Padang (Jenjang
Pendidikan S2 dan S3)
(SOP/AS/04)

SOP Penerbitan KARPEG,
KARIS/KARSU, TASPEN DAN
BPJS (SOP/AS/05)

SOP Penerbitan Daftar Urut
Kepangkatan (DUK) dan
Daftar Bezeting Serta Daftar
Urut Senioritas Hakim dan
Panitera (SOP/AS/06)

SOP Kenaikan Gaji Berkala
(SOP/AS/07)

SOP Penerbitan SK Kenaikan
Pangkat Yang Bukan
Kewenangan PTA Padang
(Hakim, Kepaniteraan,
Kesekretariatan Il1I/d Ke
Atas(SOP/AS/08)

Belum di
evaluasi

SOP Pemberian Izin Cuti
(SOP/AS/09)

SOP Pelaksanaan Usul Pensiun
(SOP/AS/12)

10

SOP Pengangkatan Coalon PNS
Menjadi PNS Yang Bukan
Kewenangan PTA Padang
(Pegawai Teknis dan Pegawai
Non Teknis Golongan III)
(SOP/AS/13)

11

SOP Pengangkatan Calon PNS
Menjadi PNS Yang Merupakan
Kewenangan PTA Padang
(Pegawai Non Teknis
Golongan I dan II)
(SOP/AS/14)

12

SOP Pelaksanaan Pelantikan
Jabatan (SOP/AS/15)

13

SOP Pengelolaan Absensi
Pegawai (SOP/AS/18)
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14

SOP Penanganan Administrasi

Penghargaan Satya Lencana
(SOP/AS/19)

15

SOP Mengontrol Data dan
Konten Website PTA
(SOP/AS/25)

16

SOP Reviu Dan Penilaian
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Pengadilan Agama
(SOP/AS/46)

17

SOP Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (SOP/AS/47)

18

SOP Perjanjian Kinerja Bagian
Perencanaan (SOP/AS/48)

19

SOP Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan (SOP/AS/48)

20

SOP Penyusunan Rencana
Strategi/Reviu Rentra
(SOP/AS/50)

21

SOP Pembuatan Term Of
Reference (TOR) dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB)
(SOP/AS/51)

22

SOP Penyusunan Pagu
Anggaran Indikatif
(SOP/AS/52)

23

SOP Pembahasan Pagu
Anggaran Sementara
(SOP/AS/54)

24

SOP Revisi Anggaran Pada
Kantor Wilayah DJPB
(SOP/AS/55)

25

SOP Revisi Anggaran
Persetujuan Mahkamah Agung
(SOP/AS/57)

Kepala
Subbagian
Keuangan
dan
Pelaporan

19

SOP Memperbaiki Kerusakan
Ringan Hardware dan
Software Perangkat IT
(SOP/AS/27)

SOP Penyusunan Laporan E-
Monev PP 39 Bappenas
(SOP/AS/28)

Belum di

SOP Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran dan
Tahunan (SOP/AS/29)

evaluasi

SOP Rekonsiliasi Laporan
Keuangan Bulanan Ke KPPN
(SOP/AS/30)
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SOP Penyusunan Laporan
Monitoring Dan Evaluasi
Kinerja Terpadu Kementerian
Keuangan (SOP/AS/31)

SOP Pengajuan Belanja Modal
Ke KPPN (SOP/AS/32)

SOP Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran dan
Tahunan UAPPAW
(SOP/AS/34)

SOP Surat Keterangan
Penghentian Pembayaran
(SKPP) (SOP/AS/35)

SOP Pengajuan SP2D UP (Uang
Persedian) (SOP/AS/37)

10

SOP Pengajuan SP2D GUP
(Ganti Uang Persediaan)
(SOP/AS/38)

11

SOP Pengajuan SP2D TUP
(Tambahan Uang Persediaan)
(SOP/AS/39)

12

SOP Pengajuan SP2D LS
(Belanja Pegawai)
(SOP/AS/40)

13

SOP Pembayaran dan
Pertanggungjawaban Uang
Muka Kerja (SOP/AS/44)

14

SOP Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (SOP/AS/47)

15

SOP Revisi Anggaran Pada
Kantor Wilayah DJPB
(SOP/AS/55)

16

SOP Revisi Anggaran Melalui
Revisi POK (SOP/AS/56)

17

SOP Revisi Anggaran
Persetujuan Mahkamah Agung
(SOP/AS/57)

18

SOP Penyusunan Kebutuhan
Barang Persediaan
(SOP/AS/60)

19

SOP Perbaikan Sarana
Prasarana (SOP/AS/62)

Staf Kepala
Subbagian
Keuangan

16

SOP Penyusunan Laporan E-
Monev PP 39 Bappenas
(SOP/AS/28)

Belum di
evaluasi
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dan
Pelaporan

SOP Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran dan
Tahunan (SOP/AS/29)

SOP Rekonsiliasi Laporan
Keuangan Bulanan Ke KPPN
(SOP/AS/30)

SOP Penyusunan Laporan
Monitoring Dan Evaluasi
Kinerja Terpadu Kementerian
Keuangan (SOP/AS/31)

SOP Pengajuan Belanja Modal
Ke KPPN (SOP/AS/32)

SOP Pelaporan SPT Tahunan
Wajib Pajak (SOP/AS/33)

SOP Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran dan
Tahunan UAPPAW
(SOP/AS/34)

SOP Surat Keterangan
Penghentian Pembayaran
(SKPP) (SOP/AS/35)

SOP Pembayaran dan Validasi
Pajak (SOP/AS/36)

10

SOP Pengajuan SP2D UP (Uang
Persedian) (SOP/AS/38)

11

SOP Pengajuan SP2D TUP
(Tambahan Uang Persediaan)
(SOP/AS/39)

12

SOP Pengajuan SP2D LS
(Belanja Pegawai)
(SOP/AS/40)

13

SOP Penyampaian LPJ
(Laporan
Pertanggungjawaban)
(SOP/AS/41)

14

SOP Pembukuan Bendahara
(SOP/AS/42)

15

SOP Pengajuan Usul
Pembayaran Tunjangan
Kinerja (SOP/AS/43)

16

SOP Pembayaran dan
Pertanggungjawaban Uang
Muka Kerja (SOP/AS/44)

Kepala
Subbagian
Tata Usaha
dan Rumah

SOP Memperbaiki Kerusakan
Ringan Hardware dan
Software Perangkat IT
(SOP/AS/27)

Belum di
evaluasi
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Tangga

SOP Pembayaran dan
Pertanggungjawaban Uang
Muka Kerja (SOP/AS/44)

SOP Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (SOP/AS/47)

SOP Penanganan Surat Masuk
(SOP/AS/58)

SOP Penanganan Surat Keluar
(SOP/AS/59)

SOP Penyusunan Kebutuhan
Barang Persediaan
(SOP/AS/60)

SOP Pemeliharaan Sarana
Prasarana (SOP/AS/61)

SOP Perbaikan Sarana
Prasarana (SOP/AS/62)

Staf Kepala
Subbagian
Tata Usaha
dan Rumah
Tangga

SOP Prosedur Pengajuan Cuti
(SOP/AS/22)

SOP Penanganan Surat Masuk
(SOP/AS/58)

SOP Penanganan Surat Keluar
(SOP/AS/59)

SOP Penyusunan Kebutuhan
Barang Persediaan
(SOP/AS/60)

Belum di

SOP Pemeliharaan Sarana
Prasarana (SOP/AS/61)

evaluasi

SOP Perbaikan Sarana
Prasarana (SOP/AS/62)

SOP Pemanfaatan BMN -
Penghapusan Korwil / Tingkat
Banding (SOP/AS/63)

SOP Penyusunan Kebutuhan
Barang Milik Negara
(SOP/AS/64)

Kepala
Subbagian
Kepegawai
an dan TI

28

SOP Penerbitan Keputusan
Ketua (SOP/AS/01)

SOP Pelaksanaan Rapat
Baperjakat (SOP/AS/02)

Belum di
evaluasi

SOP Pemberian Izin Belajar
Yang Merupakan Kewenangan
PTA Padang (Jenjang
Pendidikan S1) (SOP/AS/03)
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SOP Pemberian Izin Belajar
Yang Merupakan Kewenangan
PTA Padang (Jenjang
Pendidikan S2 dan S3)
(SOP/AS/04)

SOP Penerbitan KARPEG,
KARIS/KARSU, TASPEN DAN
BPJS (SOP/AS/05)

SOP Penerbitan Daftar Urut
Kepangkatan (DUK) dan
Daftar Bezeting Serta Daftar
Urut Senioritas Hakim dan
Panitera (SOP/AS/06)

SOP Kenaikan Gaji Berkala
(SOP/AS/07)

SOP Penerbitan SK Kenaikan
Pangkat Yang Bukan
Kewenangan PTA Padang
(Hakim, Kepaniteraan,
Kesekretariatan I11/d Ke
Atas(SOP/AS/08)

SOP Pemberian Izin Cuti
(SOP/AS/09)

10

SOP Pelaksanaan
Penatausahaan Daftar Hadir
(Rekapitulasi Daftar Hadir
Bulanan) (SOP/AS/11)

11

SOP Pelaksanaan Usul Pensiun
(SOP/AS/12)

12

SOP Pengangkatan Calon PNS
Menjadi PNS Yang Bukan
Kewenangan PTA Padang
(Pegawai Teknis dan Pegawai
Non Teknis Golongan III)
(SOP/AS/13)

13

SOP Pengangkatan Calon PNS
Menjadi PNS Yang Merupakan
Kewenangan PTA Padang
(Pegawai Non Teknis
Golongan I dan II)
(SOP/AS/14)

14

SOP Pelaksanaan Pelantikan
Jabatan (SOP/AS/15)

15

SOP Pemutakhiran Data
Aplikasi Sikep Mahkamah
Agung RI (SOP/AS/16)

16

SOP Pemutakhiran Data
Aplikasi SIMPEG Badilag (ABS)
(SOP/AS/17)

17

SOP Pengelolaan Absensi
Pegawai (SOP/AS/18)
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18

SOP Penanganan Administrasi
Penghargaan Satya Lencana
(SOP/AS/19)

19

SOP Pengadministrasian
Target SKP (SOP/AS/20)

20

SOP Pengadministrasian
Realisasi SKP (SOP/AS/21)

21

SOP Prosedur Pengajuan Cuti
(SOP/AS/22)

22

SOP Penerbitan SK Kenaikan
Pangkat Yang Merupakan
Kewenangan PTA PADANG
(Tenaga Non Teknis Golongan
111/d Ke Bawah) (SOP/AS/23)

23

SOP Monitoring Implentasi
SIPP dan Aplikasi Pendukung
Lainnya (SOP/AS/24)

24

SOP Mengontrol Data dan
Konten Website PTA
(SOP/AS/25)

25

SOP Mengontrol dan Backup
Data Aplikasi PTA Padang
(SOP/AS/26)

26

SOP Memperbaiki Kerusakan
Ringan Hardware dan
Software Perangkat IT
(SOP/AS/27)

27

SOP Pengajuan Usul
Pembayaran Tunjangan
Kinerja (SOP/AS/43)

28

SOP Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (SOP/AS/47)

Staf Kepala
Subbagian
Kepegawai
an dan TI

24

SOP Penerbitan Keputusan
Ketua (SOP/AS/01)

SOP Pemberian Izin Belajar
Yang Merupakan Kewenangan
PTA Padang (Jenjang
Pendidikan S1) (SOP/AS/03)

SOP Pemberian Izin Belajar
Yang Merupakan Kewenangan
PTA Padang (Jenjang
Pendidikan S2 dan S3)
(SOP/AS/04)

Belum di
evaluasi

SOP Penerbitan KARPEG,
KARIS/KARSU, TASPEN DAN
BPJS (SOP/AS/05)
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SOP Penerbitan Daftar Urut
Kepangkatan (DUK) dan
Daftar Bezeting Serta Daftar
Urut Senioritas Hakim dan
Panitera (SOP/AS/06)

SOP Kenaikan Gaji Berkala
(SOP/AS/07)

SOP Penerbitan SK Kenaikan
Pangkat Yang Bukan
Kewenangan PTA Padang
(Hakim, Kepaniteraan,
Kesekretariatan I11/d Ke Atas
(SOP/AS/08)

SOP Pemberian Izin Cuti
(SOP/AS/09)

SOP Pelaksanaan
Penatausahaan Daftar Hadir
(Rekapitulasi Daftar Hadir
Harian) (SOP/AS/10)

10

SOP Pelaksanaan
Penatausahaan Daftar Hadir
(Rekapitulasi Daftar Hadir
Bulanan) (SOP/AS/11)

11

SOP Pelaksanaan Usul Pensiun
(SOP/AS/12)

12

SOP Pengangkatan Coalon PNS
Menjadi PNS Yang Bukan
Kewenangan PTA Padang
(Pegawai Teknis dan Pegawai
Non Teknis Golongan III)
(SOP/AS/13)

13

SOP Pengangkatan Calon PNS
Menjadi PNS Yang Merupakan
Kewenangan PTA Padang
(Pegawai Non Teknis
Golongan [ dan II)
(SOP/AS/14)

14

SOP Pemutakhiran Data
Aplikasi Sikep Mahkamah
Agung RI (SOP/AS/16)

15

SOP Pemutakhiran Data
Aplikasi SIMPEG Badilag (ABS)
(SOP/AS/17)

16

SOP Pengelolaan Absensi
Pegawai (SOP/AS/18)

17

SOP Penanganan Administrasi
Penghargaan Satya Lencana
(SOP/AS/19)

18

SOP Pengadministrasian
Target SKP (SOP/AS/20)
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19

SOP Pengadministrasian
Realisasi SKP (SOP/AS/21)

20

SOP Penerbitan SK Kenaikan
Pangkat Yang Merupakan
Kewenangan PTA PADANG
(Tenaga Non Teknis Golongan
111/d Ke Bawah) (SOP/AS/23)

21

SOP Monitoring Implentasi
SIPP dan Aplikasi Pendukung
Lainnya (SOP/AS/24)

22

SOP Mengontrol Data dan
Konten Website PTA
(SOP/AS/25)

23

SOP Mengontrol dan Backup
Data Aplikasi PTA Padang
(SOP/AS/26)

24

SOP Memperbaiki Kerusakan
Ringan Hardware dan
Software Perangkat IT
(SOP/AS/27)

10

Kepala
Subbagian
Rencana
Program
dan
Anggaran

12

SOP Administrasi Surat
Masuk/Surat Keluar Bagian
Perencanaan (SOP/AS/45)

SOP Reviu Dan Penilaian
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Pengadilan Agama
(SOP/AS/46)

SOP Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (SOP/AS/47)

SOP Perjanjian Kinerja Bagian
Perencanaan (SOP/AS/48)

SOP Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan (SOP/AS/48)

SOP Penyusunan Rencana
Strategi/Reviu Rentra
(SOP/AS/50)

Belum di
evaluasi

SOP Pembuatan Term Of
Reference (TOR) dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB)
(SOP/AS/51)

SOP Penyusunan Pagu
Anggaran Indikatif
(SOP/AS/52)

SOP Pembahasan Pagu
Anggaran Sementara
(SOP/AS/54)

10

SOP Revisi Anggaran Pada
Kantor Wilayah DJPB
(SOP/AS/55)
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SOP Revisi Anggaran Melalui
Revisi POK (SOP/AS/56)

SOP Revisi Anggaran

12 | Persetujuan Mahkamah Agung
(SOP/AS/57)

11

11 | Staf Kepala 13 SOP Administrasi Surat
Subbagian 1 | Masuk/Surat Keluar Bagian
Rencana Perencanaan (SOP/AS/45)
Program SOP Reviu Dan Penilaian

dan ) Laporan Kinerja Instansi
Anggaran Pemerintah Pengadilan Agama
(SOP/AS/46)

SOP Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (SOP/AS/47)

SOP Perjanjian Kinerja Bagian
Perencanaan (SOP/AS/48)
SOP Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan (SOP/AS/48)
SOP Penyusunan Rencana

6 | Strategi/Reviu Rentra
(SOP/AS/50)

SOP Pembuatan Term Of
Reference (TOR) dan Rincian Belum di
Anggaran Biaya (RAB) evaluasi
(SOP/AS/51)

SOP Penyusunan Pagu

8 | Anggaran Indikatif
(SOP/AS/52)

SOP Pembahasan Pagu

9 | Anggaran Indikatif Wilayah
(SOP/AS/53)

SOP Pembahasan Pagu

10 | Anggaran Sementara
(SOP/AS/54)

SOP Revisi Anggaran Pada

11 | Kantor Wilayah DJPB
(SOP/AS/55)

SOP Revisi Anggaran Melalui
Revisi POK (SOP/AS/56)

SOP Revisi Anggaran

13 | Persetujuan Mahkamah Agung
(SOP/AS/57)

12

Standar Operasional Prosedur dalam bentuk flowchart untuk

Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera dapat
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dilihat (Lampiran.2). Standar Operasional Prosedur dibagi dua kelompok
pertama teknis merupakan Standar Operasional Prosedur bagian
administrasi keperkaraan. Kedua Standar Operasional Prosedur non teknis
merupakan SOP bagian administrasi umum. Berikut rekapitulasi Standar
Operasional Prosedur bagian teknis dan non teknis Pengadilan Tinggi Agama

Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat.
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Tabel 2.2
Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknis Tahun 2016
Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

JABATAN TEKNIS
No Unit Kerja Ketua Wakil Hakim | Panitera Panm‘ud Panmud Panmud Panmud Panitera. Jurusita/ Paitrifu d Paitrifu d | staf
Ketua Banding | Hukum | Permohonan | Gugatan | Pengganti JSP Temihon | Bilane
1 | PTA Padang 27 4 7 10 9 9 - = 4 7 8 -
2 | PA PadangKelas IA 21 21 23 30 = 18 10 20 13 16 - - -
3 | PA Pariaman Kelas IB 31 31 18 49 - 22 21 21 18 27 - - -
PA Batusangkar Kelas
4 | IB 8 9 5 10 = 10 8 9 7 7 = = =
5 | PA Bukittinggi Kelas IB 27 - 27 34 = 4 7 6 24 31 - - -
PA Payakumbuh Kelas

6 |IB 17 17 13 25 - 13 15 16 4 5 - - =
7 | PA Sawahlunto - 24 19 14 - 14 4 3 3 - - 7
8 | PA Solok 4 4 13 15 - 17 22 22 2 16 - - 3
9 | PA Padang Panjang 43 12 20 41 = 5 1 1 21 19 = = =
10 | PA Muara Labuh 17 2 16 24 - 15 1 6 1 4 - - -
11 | PA Sijunjung 61 13 16 28 - 16 1 3 16 16 - - 55
12 | PA Koto Baru 35 5 8 42 - 3 1 1 20 21 - - -
13 | PA Painan 3 3 7 6 - 37 5 5 6 14 - - -
14 | PA Lubuk Sikaping 8 3 1 3 - 15 5 4 3 6 - - -
15 | PATalu 28 - 13 24 - 11 9 17 12 13 - - -
16 | PA Maninjau 38 29 20 58 - 11 14 20 3 4 - - -
17 | PA Tanjung Pati 35 5 21 42 - 3 1 1 20 21 - - -
18 | PA Lubuk Basung 21 21 23 30 - 18 10 20 13 16 - - 29
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Tabel 2.3
Standar Operasional Prosedur (SOP) Non Teknis Tahun 2016
Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

JABATAN NON TEKNIS

Staf Staf
No Unit Kerja Kabag Kabag Kasubbag Kasubbag Kasubbag Kasubbag | Kasubbag | Kasubbag | Kasubbag Staf Subbag Staf Subbag
. Umum Peren. Tata Renprog Umum Kepeg Perenc, TI Subbag Subbag
Sekretaris Keu dan Kepeg Tata Renprog | Staf
dan dan Usaha dan dan dan dan Keu dan Kepeg
Keuangan | Kepe Rt dan RT Rl Anggaran | Keuangan Ortala Pelaporan | Pelaporan UEELE dan TI Len
8 peg 88 8 P P dan RT Anggaran
1 PTA Padang 45 19 25 19 8 28 12 - - - 16 8 24 13 0
2 PA Padang Kelas IA 14 = = = = = = 5 16 5 = = = = 1
PA Pariaman Kelas
3 |IB 58 - - - - - - 39 15 7 - - - - -
PA Batusangkar
4 Kelas IB 6 - - - - - - 12 9 10 - - - - 11
PA Bukittinggi Kelas
5 1B 32 - - - - - - 15 12 15 7 15 7 4
PA Payakumbuh
6 Kelas IB 16 = = = = = = 13 12 4 - - - - 5
7 PA Sawahlunto 2 = = = = = = 11 12 4 - - - - 2
8 PA Solok 3 - - - - - - 13 16 16 - - - - -
9 PA Padang Panjang 30 = = = = = = 12 16 10 = = = = 8
10 | PA Muara Labuh 5 = = = = = = 6 10 7 = = = = 3
11 | PA Sijunjung 44 - - - - - - 20 26 21 - - - - 27
12 | PA Koto Baru 22 - - - - - - 11 16 5 - - - - -
13 | PA Painan 9 - - - - - - 10 16 4 - - - - -
14 | PA Lubuk Sikaping 3 - - - - - - 15 16 6 - - - - -
15 | PA Talu 22 - - - - - - 11 14 4 - - - - -
16 | PA Maninjau 41 - - - - - - 13 15 4 - - - - -
17 | PA Tanjung Pati 22 = = = = = = 11 16 5 = = = = =
18 | PA Lubuk Basung 14 - - - - - - 5 16 5 - - - - -
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2.1.1 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi
kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka penilaian
prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan prestasi kerja
dan pengembangan potensi PNS.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai Negeri Sipil, bahwa yang berwenang membuat penilaian prestasi kerja
PNS adalah pejabat penilai, yaitu atasan langsung dari PNS yang bersangkutan dengan
ketentuan paling rendah pejabat eselon V atau pejabat lain yang ditentukan. Tujuan
penilaian prestasi kerja adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang
dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan
pada sistem prestasi kerja.

Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen kinerja
yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa Sasaran Kerja
Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu,
dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan
dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang telah
ditetapkan. Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis terhadap hambatan
pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta menyusun rekomendasi
perbaikan dan menetapkan hasil penilaian.

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan

Agama se Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.4
Rekapitulasi Kegiatan Pada SKP Tahun 2016

Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

JUMLAH KEGIATAN PADA SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) TAHUN 2016
No Unit Kerja Ketua Wakil Hakim Hakim Panitera Wakil Panmud Panmud Panmud Panmud Panitera | JS/
Ketua Non Palu Panitera | Banding Hukum Permohonan Gugatan Penggant | JSP
i
1 | PTAPadang 30 19 17 2 17 - 17 20 - - 12 -
2 | PAPadangKelas IA 42 38 14 - 15 - - 13 10 18 10 8
3 | PAPariaman Kelas IB 42 21 18 - 28 - - 14 14 13 10 18
4 | PA Batusangkar Kelas IB 23 23 19 - 27 12 - 11 13 12 7
5 | PA Bukittinggi Kelas IB 35 Tdk ada 14 - 25 - - 11 90 12 8
6 | PAPayakumbuh Kelas IB 26 Tdk ada 21 - 19 - - 10 9 12 8
7 | PA Sawahlunto Tdk ada 43 14 - 25 - - 12 9 9 13 5
8 | PA Solok 35 19 15 - 21 - - 12 9 10 8
9 | PAPadang Panjang 34 18 14 - 28 - 9 9 13 7
10 | PA Muara Labuh 36 22 13 - 25 12 - 11 pensiun 9 13 7
11 | PA Sijunjung 39 18 14 - 24 - 10 9 9 13 7
12 | PA Koto Baru 40 15 14 - 18 11 - 11 9 9 11 8
13 | PA Painan 40 16 15 - 22 12 - 11 9 12 13 -
14 | PA Lubuk Sikaping 40 18 16 - 24 - 11 8 9 13 8
15 | PATalu 43 20 14 - 31 - 11 8 9 12 7
16 | PA Maninjau 52 41 15 - 31 - 11 10 12 8 11
17 | PA Tanjung Pati 40 20 17 - 28 - 13 9 9 9 9
18 | PA Lubuk Basung 37 Tdk ada 15 - 29 23 - 30 28 18 12 14
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JUMLAH KEGIATAN PADA SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) TAHUN 2016

No Unit Ke I‘j a Sekretaris Kabag | Kabag Kasubbag Kasubag Kasubag Kasubag Kasubag Kasubag Kasubbag | Fungsional | Benda Staf
Umum | Perenc Keu dan TU dan Kepegdan | Renprog Keu dan Perenc TI Kepeg dan Analis hara
dan .Dan Perlaporan RT TI dan Agg Umum dan Ortala Kepeg
Keua Kepeg Pelaporan

1 PTA Padang 7 23 23 13 11 14 15 - - - 25 20 15
2 | PAPadangKelas IA 18 - - - - - - 15 15 15 - 15 13
3 | PAPariaman Kelas IB 41 - - - - - - 35 37 42 - - -
4 | PA Batusangkar Kelas IB 14 - - - - - - 11 10 14 - 7 8

5 PA Bukittinggi Kelas IB 14 - - - - - - 11 10 14 - 7 8
6 PA Payakumbuh Kelas IB 15 = = = = = = 16 11 20 = = 8
7 | PA Sawahlunto 15 - - - - - - 19 15 21 - 6 -
8 PA Solok 9 = = = = = = 13 14 18 = = 10
9 | PAPadang Panjang Pensiun - - - - - - 18 11 18 - - -
10 | PA Muara Labuh 14 - - - - - - 15 11 16 - - -
11 | PA Sijunjung 12 - - - - - - 12 10 17 - - -
12 | PA Koto Baru 9 - - - - - - 12 15 21 - - 5
13 | PAPainan 8 - - - - - - 24 10 14 - - 9
14 | PA Lubuk Sikaping 18 - - - - - - 9 8 14 - - -
15 | PATalu 14 - - - - - - 14 8 13 - - -
16 | PA Maninjau 15 - - - - - - 29 20 15 - - -
17 | PA Tanjung Pati 9 - - - - - - 15 9 17 - - -
18 | PA Lubuk Basung 16 - - - - - - 15 6 12 - 9
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2.2 Pelayanan Publik Yang Prima

Penetapan Mahkamah Agung sebagai contoh reformasi birokrasi
secara otomatis harus dilaksanakan oleh Badan Peradilan di bawahnya
termasuk Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se
Sumatera Barat. Dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi
birokrasi salah satunya berkaitan dengan mewujudkan pelayanan prima bagi
semua masyarakat pencari keadilan. Pelayanan pengadilan adalah kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi
masyarakat khususnya pencari keadilan.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA No. 1-
144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
dan SK KMA No. 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Pelayanan prima ini harus ditingkatkan di seluruh pengadilan terutama pada
pelayanan yang masih mendapatkan keluhan publik seperti jadwal sidang,
layanan informasi di pengadilan dan pungutan liar. Area pelayanan publik
sudah menjadi fokus dari perubahan yang ingin dilakukan oleh Mahkamah
Agung, hal ini tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2035
Mahkamah Agung, yang dimana pelayanan publik masuk area perubahan
nomor 8. Untuk pelayanan publik ini, Mahkamah Agung membuat 5 (lima)
program reformasi birokrasi yaitu:

1. Standar pelayanan;
2. Budaya pelayanan prima;

3. Pengelolaan pengaduan;
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4. Penilaian terhadap kepusaaan terhadap layanan dan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi
Akreditasi Penjaminan Mutu, adalah sebuah bentuk dari pengakuan
atas telah seusainya proses bisnis di sebuah dengan kriteria yang telah
ditetapkan atau dengan kata lain pelayanan yang diberikan kepada para
pihak pencari keadilan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Sedangkan Posbakum, sidang keliling dan perkara prodeo adalah sebuah

bentuk layanan dari pengadilan kepada masyarakat yang kurang mampu.

2.2.1 AKreditasi Penjaminan Mutu

Adapun tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk
mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima
(Indonesia Court Performance Exellent) disingkat ICPE. ICPE dapat dicapai
melalui kegiatan evaluasi diri, akreditasi dan sertifikat. Terdapat 7 (tujuh)
kriteria penilaian ICPE dalam akreditasi penjaminan mutu ini yaitu
Leadership, Strategic, Planning, Customer Focus, Document System, Resource
Management, Process Management dan Performance Result. Dan dalam
rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan yang berorientasi
kepada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan Pelayanan Prima bagi
pengguna jasa Pengadilan. Akreditasi ini meliputi empat aspek yaitu
manajemen  pengadilan, administrasi  kepaniteraan, = administrasi
kesekretariatan dan sarana prasarana pengadilan.

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan tindak lanjut
dari surat edaran direktur jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Nomor:

2971/DJA/OT.01.3/07/2016 tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi
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Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dilingkungan
Peradilan Agama. Kemudian lahir Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Peningkatan Menagemen Peradilan
Agama “ Pada point angka 2 (dua) dinyakan ; “Bahwa berdasarkan surat kami
nomor 2971/DJA/OT.01.3/07/2016 tanggal 27 Juli 2016 pada angka 3
dinyakan agar seluruh kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan
oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah ( HATIWASDA ) harus mengacu kepada
Standar Pedoman Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu, maka Hatiwasda
harus dilibatkan dalam pelaksanaan asessment dan surveilence terhadap
implementasi terhadap implementasi akreditasi penjaminan mutu sebagai
assesor. Dengan ketentuan harus mengikuti Diklat Ditempat Kerja (DDTK)
yang dilakukan assesor Akreditasi Penjaminan Mutu yang telah bersetifikat”.
dan  Surat Edaran Direktur Jenderal Badilag  Nomor:

3107/DJA/0T.01.3/08/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
Tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dalam SAPM yaitu:

» Membentuk tim akreditasi penjaminan mutu;

»  Self-assessment oleh Assesor Internal;

* Pengkajian self-assessment oleh tim PTA. Padang;

* Pengusulan untuk mendapatkan sertifikat akreditasi oleh PTA.

Padang;
=  Asessment oleh tim verifikator;

* Penetapan nilai akreditasi dan penyerahan sertifikat akreditasi;
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Untuk tahun 2016 sudah ada 3 (tiga) Pengadilan Agama di Sumatera
Barat yang mendapatkan Sertififikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan
Peradilan Agama yaitu
+ Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan perolehan predikat A
+ Pengadilan Agama Maninjau dengan Perolehan prediket B

+ Pengadilan Agama Sijunjung dengan Prediket B

Gambar 2.2
Persiapan Akreditasi di Pengadilan Agama Tanjung Pati




Gambar 2.3
Persiapan Akreditasi di Pengadilan Agama Maninjau
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Gambar 2.4:
Penyerahan Sertifikat APM oleh Ketua MARI
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Sehingga masih ada 14 (empat belas) Pengadilan Agama Tingkat
Pertama di Sumatera Barat dan 1 (satu) Pengadilan Tinggi Agama Padang
yang belum terakreditasi Penjaminan Mutu. Namun di akhir tahun 2016
sudah mulai dilaksanakan persiapan untuk mendapatkan AKkreditasi
Penjaminan Mutu. Tahapan-tahapan persiapan dan penilaian telah mulai
dilaksanakan dengan dibentuknya Tim Penilaian Akreditasi Pengadilan
Tinggi Agama Padang terhadap dokumen, sarana dan prasarana sesuai
dengan SAPM. Kegiatan Pembinaan dan pelatihan tentang SAPM yang

dilakukan oleh Pengadilan Tinggia Agama Padang sebagai berikut

Gambar 2.5:
Tim dari PTA Padang memantau persiapan akreditasi dan
Rapat pembahasan dokumen oleh Tim SAPM Untuk Tahun 2018
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2.2.2 Pos Bantuan Hukum
(Satker yang mendapat alokasi dan realisasasi anggaran)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum
yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada
Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau
kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak
dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Hukum Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak
mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu
membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta
penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi,
mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

&l Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk
mendapatkan akses keadilan.
& Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan

prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

&l Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan

secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.

& Mewujudkan peradilan  yang  efektif, efisisen, dan dapat

dipertanggungjawabkan.
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Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 25
bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum
berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat
pendamping secara cuma-cuma untuk membela  kepentingan
Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri
penasihat hukumnya. Untuk tahun anggaran 2016, ada 5 (lima) Pengadilan

Agama di Sumatera Barat yang mendapatkan dana Posbakum yaitu sebagai

berikut:
Tabel 2.5
Rekapitulasi Realisasi Posbakum Tahun 2016
Pengadilan Agama di Sumatera Barat
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) 2016
No Unit Kerja
Anggaran Realisasi Jam Jam Layanan
Layanan Rill
Dalam
DIPA

1 | PAPadangKelasIA Rp. 52.000.000 | Rp.49.478.000 52 Jam 52 Jam
layanan layanan
2 | PA Batusangkar Kelas | Rp.52.000.000 | Rp.52.000.000 52 Jam 52 Jam
IB layanan layanan
3 | PA Bukittinggi Kelas Rp.52.000.000 | Rp.52.000.000 52 Jam 52 Jam
IB layanan layanan
4 | PA Payakumbuh Rp.52.000.000 | Rp.52.000.000 52 Jam 52 Jam
Kelas IB layanan layanan
5 | PASolok Rp.52.000.000 | Rp.52.000.000 52 Jam 52 Jam
layanan layanan

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2016

Lembaga yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama di Sumatera

Barat dalam melaksanakan pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Padang bekerjasa sama dengan Pusat konsultasi

dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang.

65
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2. Penadilan Agama Batusangkar bekerjasama dengan

3. Pengadilan Asgama Bukittinggi bekerjasama dengan Lembaga Kajian
Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) IAIN Bukittinggi

4. Pengadilan Agama Payakumbuh bekerjasama Lembaga Kajian
Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) IAIN Bukittinggi

5. Pengadilan Agama Solok bekerjasama dengan Lembaga Kajian

Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) IAIN Bukittinggi
2.2.3 Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sidang keliling atau dalam nomenklatur Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang keliling Pengadilan
Negeri dan Penngadilan Agama/mahkamah syariyah dalam rangka
penerbitan akta perkaqwinan buku nikah dan akta kelahiran.

Sidang keliling adalah sidang Pengadilan negeri atau pengadilan
Agama /mahkamah syariyah yang dilakukan diluar gedung pengadilan baik
yang dilaksanakan secara berkala maupun.

Kebijakan pembangunan negara semakin mengarah dan menegaskan
pentingnya akses pengadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Kegiatan penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan di Pengadilan
Agama merupakan kegiatan teknis yang menjadi prioritas bagi pelayanan.
Masyarakat miskin yang menghadapi hambatan utama dalam masalah
keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama, baik berkaitan dengan biaya

perkara maupun terkait dengan jarak lokasi.
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Pelayanan terpadu sidang Kkeliling /pelayanan terpadu (pasal 1)
adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama sama dan
terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara pengadilan
negeri dan pengadilan agama/ mahkamah syariyah, finas kependuidukan dan
pencatatan sipil/kab kota kantor KUA kecamatan , dalam layanan keliling
untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan perkara lainnya ssuai
dengan kewenangan pengadilan negeri dan isbat nikah sesuai kewenangan
Pengadilan Agama/mahkamah syariyah dan untuki memenuhi pencatatan
perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Dengan diselenggarakannya sidang di luar gedung pengadilan
diharapkan akan dapat menjangkau segenap lapisan masyarakat termasuk
yang berdomisili di pelosok-pelosok (pinggiran) sehingga memudahkan dan
membuka akses masyarakat untuk berurusan di Pengadilan Agama.

Khusus untuk Pengadilan Agama/mahkamah syariyah sebelumnya telah
pula diatur pedoman sidang keliling dengan Surat Keputusan Tuada Badilag
No. 01/SK/TUADA-AG/1/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di
Lingkungan Peradilan Agama. Untuk tahun anggaran 2016, Pengadilan
Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat mendapat dana

Sidang keliling yaitu sebagai berikut:
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10

11

12

13

14

15

16

17

Tabel 2.6

Rekapitulasi Realisasi Sidang Keliling Tahun 2016
Pengadilan Agama di Sumatera Barat

Unit Kerja

PA Padang Kelas IA

PA Pariaman Kelas
IB

PA Batusangkar
Kelas IB

PA Bukittinggi Kelas
IB

PA Payakumbuh
Kelas IB

PA Sawahlunto
PA Solok

PA Padang Panjang

PA Muara Labuh
PA Sijunjung

PA Koto Baru

PA Painan

PA Lubuk Sikaping
PA Talu

PA Maninjau

PA Tanjung Pati

PA Lubuk Basung

SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU 2016

Anggaran Volume Realisasi Anggaran
Sidang Di
DIPA
Rp. 13.600.000,- 1 Rp. 13.596.000,-
Kegiatan
Rp. 25.500.000,- 9 Rp. 25.500.000,-
kegiatan
Rp. 36.000.000,- 20 Rp. 36.000.000,-
kegiatan
Rp. 41.920.000,- 21 Rp. 41.920.000,-
Kegiatan
Rp. 18.000.000,- 4 Rp. 17.970.000 ,-
Kegiatan
Rp. 35.790.000,- 1 Rp. 35.790.000,-
Kegiatan
Rp.39.400.000,- 24 Rp. 38.400.000,-
Kegiatan
Rp.18.200.000 ,- 10 Rp. 16.650.000 ,-
kegiatan
Rp. 25.500.000,- 17 Rp. 25.500.000,-
Kegiatan
Rp. 41.690.000,- 14 Rp. 40.870.000 ,-
Kegiatan
Rp.36.390.000,- 20 Rp. 36.350.000 ,-
kegiatan
Rp.22.000.000,- 10 Rp.22.000.000,-
kegiatan
Rp. 18.200.000,- 10 Rp. 17.850.000 ,-
kegiatan
Rp. 41.690.000,- 27 Rp. 41.500.000
Kegiatan
Rp. 35.790.000,- 4 Rp. 35.215.000 ,-
Kegiatan
Rp. 39.190.000 ,- 22 Rp. 39.190.000 ,-
Kegiatan
Rp16.000.000,- 8 Rp16.000.000,-
Kegiatan
Gambar 2.6:

638

Jumlah
Sidang
Yang

Terlaksana

kn
1
Kegiatan
9
kegiatan
20
kegiatan

21
Kegiatan

4
Kegiatan
19
Kegiatan
25
Kegiatan
10
kegiatan

20
kegiatan
14
Kegiatan
20
kegiatan
10
kegiatan
15
Kegiatan
27
Kegiatan
4
Kegiatan
22
Kegiatan
9
Kegiatan

Keterangan

Sidang
Terpadu

Sidang
Keliling

Sidang
Terpadu

Sidang
Terpadu

Istbat Nikah
Terpadu

Sidang
Keliling
Sidang
Keliling
Sidang
keliling dan
sidang isbat
terpadu
Sidang
Keliling
Sidang
Keliling
Sidang
keliling
Sidang
keliling
Sidang
keliling
Sidang
keliling
Sidang
keliling
Sidang
keliling
Sidang
keliling
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Sidang Keliling/ Terpadu Pengadilan Agama Maninjau

Gambar 2.7:
Sidang Keliling/ Terpadu Pengadilan Agama Lubuk Basung

2.2.4 PerkaraProdeo ( Pembebasan biaya perkara)

Kegiatan penyediaan dana penyelesaian perkara pembebasan biaya
perkara di Pengadilan Agama merupakan kegiatan teknis yang menjadi
prioritas sebagai amanah Pasal 56 Undang-undang No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 Undang Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun
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1989 menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak

memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi

pencari keadilan yang tidak mampu. Prodeo adalah proses berperkara di

pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah

Agung. Adapun petunjuk teknis dari perkara prodeo ini, terdapat dalam Peraturan

Mahakamh Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Untuk tahun anggaran 2016,

ada 17 (tujuh belas) Pengadilan Agama di Sumatera Barat mendapat dana Sidang

keliling yaitu sebagai berikut:

No

10

11

12

Unit Kerja

PA Padang
Kelas IA

PA Pariaman
Kelas IB

PA Batusangkar
Kelas IB

PA Bukittinggi
Kelas IB

PA
Payakumbuh
Kelas IB

PA Sawahlunto

PA Solok

PA Padang
Panjang

PA Muara
Labuh

PA Sijunjung

PA Koto Baru

PA Painan

Tabel 2.7
Rekapitulasi Realisasi Prodeo Tahun 2016
Pengadilan Agama di Sumatera Barat

Anggaran

Rp. 7.500.000,-

Rp. 6.000.000,-
Rp. 13.410.000,-
Rp. 12.000.000 -

Rp. 4.500.000.-

Rp. 3.000.000,-
Rp. 12.000.000,-
Rp. 3.000.000,-
Rp. 1.500.000,-

Rp. 12.000.000 -
Rp.1.500.000,-

Rp.7.500.000,-

PERKARA PRODEO 2016
Volume Perkara Realisasi
Prodeo Di DIPA Anggaran
25 perkara Rp. 7.500.000,-
prodeo
25 perkara Rp. 6.000.000,-
prodeo
25 perkara Rp. 9.852.400,-
prodeo
40 perkara Rp.
prodeo 12.000.000.,-
15 perkara Rp. 4.500.000.-
prodeo
10 perkara Rp. 3.000.000,-
prodeo
30 perkara Rp.
prodeo 11.700.000,-
10 perkara Rp. 3.000.000,-
prodeo
5 perkara Rp. 1.500.000,-
prodeo
40 perkara Rp. 8.642.000,-
prodeo
5 perkara Rp.1.500.000,-
prodeo
25 perkara Rp.7.500.000,-
prodeo

70

Jumlah Perkara
Prodeo yang
telah
diputuskan

25 perkara
prodeo

25 perkara
prodeo
25 perkara
prodeo
40 perkara
prodeo
18 perkara
prodeo

10 perkara
prodeo
29 perkara
prodeo
10 perkara
prodeo
5 perkara
prodeo
31 perkara
prodeo
5 perkara
prodeo
25 perkara
prodeo
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13 | PA Lubuk Rp. 3.000.000,- 10 perkara Rp. 3.000.000,- 10 perkara
Sikaping prodeo prodeo

14 | PATalu Rp. 4.500.000 ,- 15 perkara Rp. 3.979.000,- 15 perkara
prodeo prodeo

15 | PA Maninjau Rp. 4.500.000 ,- 15 perkara Rp. 4.500.000 ,- 12 perkara
prodeo prodeo

16 | PA TanjungPati | Rp.3.600.000 ,- 13 perkara Rp. 3.600.000 ,- 13 perkara
prodeo prodeo

17 | PA Lubuk Rp 3.000.000,- 10 perkara Rp 3.000.000,- 10 perkara
Basung prodeo prodeo
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BAB Il
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Dalam rangka peningkatan efektifitas kinerja Pengadilan Agama tidak
akan terlepas dari unsur pembinaan dan pengelolaan. Pembinaan dan
pengelolaan dilaksanakan terhadap sumber daya manusia. Sumber daya
manusia yang merupakan penggerak dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi
peradilan baik dibidang kepaniteraan seperti dalam penyelesaian perkara
dan kesekretariatan. Selain itu pembinaan dan pengelolaan dilakukan

terhadap sarana dan prasarana serta pengelolaan anggaran.

3.1 Sumber Daya Manusia

+ Profil Sumber Daya Manusia

Aparatur peradilan merupakan sumber daya manusia memegang
peranan penting dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dan roda
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Good Governave. Pengelolaan
sumber daya manusia diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok,
fungsi dan wewenang peradilan. Sumber daya manusia (aparatur peradilan
agama) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang terbagi 2 (dua)
kelompok yaitu:

1. Sumber Daya Manusia Teknis yakni terdiri dari ketua, wakil ketua,
hakim, panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti,
jurusita dan jurusita pengganti.Sumber Daya Manusia Non Teknis
yakni terdiri dari sekretaris, kepala bagian, kepala subbagian,

fungsional, dan pelaksana.
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Selama tahun 2016, sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat mengalami
perubahan data yang berkaitan dengan adanya mutasi dan promosi keluar
dan masuk wilayah Sumatera Barat. Berikut profil sumber daya manusia
Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama yaitu:

Tabel 3.1

Rekapitulasi SDM Teknis dan Non Teknis Tahun 2016
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS DAN NON TEKNIS

. . b=
No Unit Kerja = gl g e g g
= = p @ | = W | T «
<5l | 2|22 2ls|B|B|2| 2|22
512 f £ §F 5 2ig &5 § & 5 2 3 3
R < g | & g g | = « 5| = 3 @l g
i~ o= < = = <S¢ =5 S =< < < s &
g A S E | ~c¢ T | @ 3 2 X 2|«
3 S 3] = L Q = I+
= A £ X &
1 PTA Padang 1 1 15 1 0 2 8 0 1 4 1 |13 | 49
2 PA Padang Kelas IA 1 1 16 1 0 3 19| 2 4 1 3 0 3 54
3 PA Pariaman Kelas IB 1 1 15 1 0 3 7 0 6 1 0 2 0 1 38
4 PA Batusangkar KelasIB | 1 1 14 1 1 3 5 0 5 1 0 3 0 2 37

5 PA Bukittinggi Kelas IB 1 0 11 1 0 3 9 2 4 1 0 3 0 2 37

6 PA Payakumbuh Kelas 1 0 6 1 0 3 7 1 0 1 0 3 0 1 24
7 i’i Sawahlunto 0 1 2 1 1 3 2 0 1 1 0 3 0 0 15
8 PA Solok 1 1 5 1 3 3 1 1 0 3 0 1 21
9 PA Padang Panjang 1 1 5 1 1 3 3 0 1 0 0 3 0 1 20
10 | PA Muara Labuh 1 1 2 1 1 2 2 0 1 1 0 3 0 0 15
11 PA Sijunjung 1 1 1 1 1 2 3 1 0 1 0 3 0 0 15
12 PA Koto Baru 1 1 2 1 1 2 3 0 2 1 0 3 0 1 18
13 PA Painan 1 1 4 1 1 3 2 0 0 1 0 3 0 1 18
14 PA Lubuk Sikaping 1 1 2 1 1 3 0 1 1 1 0 3 0 0 15
15 PA Talu 1 1 4 1 1 3 2 1 1 1 0 3 0 0 19
16 | PA Maninjau 1 1 2 1 0 3 1 1 1 1 0 3 0 0 15
17 PA Tanjung Pati 1 1 3 1 0 3 4 1 2 1 0 3 0 0 20
18 PA Lubuk Basung 1 0 4 1 1 8 3 1 1 1 0 3 0 4 23
JUMLAH 17 15 113 18 10 50 83 12 31 17 2 54 1 30 453
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Sebaran sumber daya manusia baik yang teknis dan non teknis pada

Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat
dapat juga dilhat dengan grafik sebagai berikut:
Gambar 3.1

SDM Teknis dan Non Teknis Tahun 2016
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

Fungsional, 1 Ketua, 17 Wakil Ketua, 15

Kepala
Bagian, 2
Sekretaris,

Staf, 30
Kasubag, 54

Jurusita _
Pengganti, 31 Panitera, 17
Jurusita, 12 Wakil

Panitera, 9

Sumber: Data Induk Kepegawaian PTA Padang

Untuk uraian jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada
Pengadilan Agama se Sumatera Barat dapat dilihat pada Lampiran.3.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai, kebutuhan pegawai teknis
dan non teknis sejumlah 453 orang dapat dilihat sebagai berikut:
¢ Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut sebaran sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Agama
Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat untuk tahun 2016

berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

o
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Tabel 3.2
Sebaran SDM Berdasarkan Jenis Kelamin
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
(orang) (%)
1 Laki-Laki 252 56%
2 Perempuan 201 44%
Jumlah 453 100%

Sumber: Data Induk Kepegawaian PTA Padang

Dari tabel 3.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar sumber daya manusia
di Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera
Barat adalah laki-laki yakni sebanyak 252 atau 56% dan perempuan
sebanyak 201 atau 44%. Sebaran SDM berdasarkan jenis kelamin juga

dapat dilihat dari diagram dibawabh ini:

Gambar/Grafik 3.2
Sebaran SDM Berdasarkan Jenis Kelamin
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

Sebaran SDM Wilayah Hukum PTA Padang

B Laki-Laki M Perempuan
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e Sumber Daya Manusia Berdasarkan Usia
Berikut sebaran sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Agama
Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat untuk tahun 2016
berdasarkan Usia sebagai berikut:
Tabel 3.3

Sebaran SDM Berdasarkan Usia
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

No Usia Jumlah Persentase
(orang) (%)
1 20-30 30 7%
2 31-40 111 25%
3 41-50 103 23%
4 51-60 162 36%
5 61-70 47 10%

Jumlah 453 100%

Sumber: Data Induk Kepegawaian PTA Padang

Dari tabel 3.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar sumber daya manusia
di Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera
Barat dari segi usia berada pada 51 sampai 60 dimana usia tersebut
adalah usia menjelang pensiun sehingga Pengadilan Tinggi Agama Padang
harus memperhatihan kebutuhan aparatur peradilan. Sebaran SDM
berdasarkan usia juga dapat dilihat dari diagram dibawah adalah sebagai

berikut:
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Gambar/Grafik 3.3
Sebaran SDM Berdasarkan Usia
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat
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e Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan Ruang
Berikut sebaran sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Agama
Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat untuk tahun 2016
berdasarkan golongan ruang sebagai berikut:
Tabel 3.4

Sebaran SDM Berdasarkan Golongan Ruang
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

No Golongan Ruang Jumlah Persentase
(orang) (%)
1 Golongan IV 130 29%
2 Golongan II1 295 65%
3 Golongan II 24 5%
4 Golongan | 4 1%
Jumlah 453 100%

Sumber: Data Induk Kepegawaian PTA Padang

n

M
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Dari tabel 3.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar sumber daya manusia

di Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera
Barat dari segi golongan ruang berada golongan IIl sebanyak 295 atau
65%. Sebaran SDM berdasarkan golongan ruang juga dapat dilihat dari
diagram dibawabh ini:

Gambar/Grafik 3.4

Sebaran SDM Berdasarkan Golongan Ruang
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

H Golongan IV
H Golongan |
i Golongan !

M Golongan |

e Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Berikut sebaran sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Agama
Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat untuk tahun 2016

berdasarkan Jenjang pendidikan sebagai berikut:
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Tabel 3.5

Sebaran SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

No Golongan Ruang Jumlah Persentase
(orang) (%)

1 S3 1 0,22%

2 S2 95 20,97%

3 S1 291 64,24%

4 DIII 17 3,75%

5 SLTA 42 9,27%

6 SLTP 7 1,55%
Jumlah 453 100%

Sumber: Data Induk Kepegawaian PTA Padang

Dari tabel 3.5 dapat diketahui bahwa sebagian besar sumber daya manusia
dari segi jenjang pendidikan besar adalah strata I yakni sebanyak 291 atau
64,24%, Sebaran SDM berdasarkan golongan ruang juga dapat dilihat dari

diagram dibawabh ini:

Gambar/Grafik 3.5
Sebaran SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat
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3.1.1 Mutasi

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, BUA telah
melaksanakan Promosi dan Mutasi. Berikut data mutasi masuk dan keluar
Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat
selama tahun 2016 yaitu:

1. Pengadilan Tinggi Agama Padang
Selama tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama ada mutasi masuk

sebanyak 11 (sebelas) orang. Data mutasi masuk dapat diuraikan sebagai

berikut:
Tabel 3.6
Data Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2016
Pengadilan Tinggi Agama Padang
No Jabatan Mutasi Masuk PTA Mutasi Keluar PTA
Padang Padang
1 | Ketua Drs. H. Hasan Basri
Harahap, S.H., M.H.
2 | Wakil Ketua Drs. H. Busra, S.H., M.H. Drs. H. Maslihan
Drs. H. R. M. Zaini, S.H., Saifurrozi, S.H, M.H
M.H.L Drs. H. Busra, S.H, M.H
3 | Hakim Drs. H. Syamsir Suleman

4 | Panitera Pengganti | Drs. Daryamurni
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5 | Kepala Bagian Ismail, S.H.I, M.A
6 | Kasubag Nur Ikhlas, S.E, Ak
7 | Staf Kepaniteraan - Wenny Oktavia, S.Hi

8 | Staf Kesekretariatan | Zulfa Ulin Nuha, S.Kom. | Andria Miko, S.H
Fadhliamin, S.SI. Ratna Sari Dewi, S.E
Drajat Prakosa, A.Md.
Haryuni Azmi, A.Md.

Sumber: Data Induk Kepegawaian PTA Padang

2. Pengadilan Agama Padang

Tabel 3.7
Data Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2016
Pengadilan Agama Padang

No Jabatan Mutasi Masuk PA Mutasi Keluar PA
Padang Padang
Hakim Drs. Mawarlis, M.H
Panmud Gugatan Azri Hermansyah, S.H. Drs. Daryamurni
3 Panitera Pengganti  Aiyub Sami, SH Aiyub Sami, SH
4 Kasubag Ratna Sari Dewi, S.E

5  Staf Kepaniteraan Yessi Laswita, S.E. -

Sumber: Data Induk Kepegawaian PA Padang

3. Pengadilan Agama Pariaman

Tabel 3.8
Data Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2016
Pengadilan Agama Pariaman

No Jabatan Mutasi Masuk PA Mutasi Keluar PA
Pariaman Pariaman
1  Wakil Ketua Drs. Syarkasyi, MH Dra. Hj. Burnalis Burhan,
MA
2 Hakim Drs. Indrawisol, MH Dra. Hj. Ertati
Dra. Ma'ripah Dra. Hj. Eliza, MA

Dra. Niswati
Dra. Mazliatun

3 Panitera Pengganti Andria Miko, SH Syamsuridwan, SH
4  Staf Kesekretariatan  H. Yusra Riezky, S.HI Rina Andayani, SH. MSi

Sumber: Data Induk Kepegawaian PA Pariaman

81



P74 Padang-Laporan Tatiunan | 2016

4. Pengadilan Agama Batusangkar

Tabel 3.9
Data Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2016
Pengadilan Agama Batusangkar

No Jabatan Mutasi Masuk PA Mutasi Keluar PA

Batusangkar Batusangkar

1 Hakim Drs. Media Rimaldi, MA  Nurmaisal, SAg
Dra. Hj. Eliza Dra. Hj. Atmiyarti
Drs. H. Afrizal

2 Panitera Pengganti Dra. Emilia -

3  Sekretaris - Ismail, SHI., MA

4 Kasubag Rina Andayani, SH., M.Si -

Sumber: Data Induk Kepegawaian PA Batusangkar

5. Pengadilan Agama Bukittinggi

Tabel 3.10
Data Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2016
Pengadilan Agama Bukittinggi

No Jabatan Mutasi Masuk PA Mutasi Keluar PA
Bukittinggi Bukittinggi
1 Hakim - Drs. Azwar, SH. M.E.1
2 Wakil Panitera - Minda Hayati, SH

Sumber: Data Induk Kepegawaian PA Bukittinggi

6. Pengadilan Agama Payakumbuh

Tabel 3.11
Data Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2016
Pengadilan Agama Payakumbuh

No Jabatan Mutasi Masuk PA Mutasi Keluar PA
Payakumbuh Payakumbuh
1  Staf Kesekretariatan Yessi Laswita, S.E

Sumber: Data Induk Kepegawaian PA Payakumbuh
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7. Pengadilan Agama Sawahlunto

Tabel 3.12

Data Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2016
Pengadilan Agama Sawahlunto

No Jabatan Mutasi Masuk PA Mutasi Keluar PA
Sawahlunto Sawahlunto
1 Hakim Armen Ghani, S.Ag., M.A.
2  Panmud Syamsu Ridwan, S.H. Dra. Emilia

Sumber: Data Induk Kepegawaian PA Sawahlunto

8. Pengadilan Agama Solok

Tabel 3.13
Data Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2016
Pengadilan Agama Solok
No Jabatan Mutasi Masuk PA Mutasi Keluar PA
Solok Solok
1 Hakim Nursal, S.Ag. Asri Handayani, S.HI

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Sumber: Data Induk Kepegawaian PA Solok
9. Pengadilan Agama Padang Panjang

Tabel 3.14
Data Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2016
Pegadilan Agama Padang Panjang

No Jabatan Mutasi Masuk PA Mutasi Keluar PA
Padang Panjang Padang Panjang
1 Panmud Suherman, SH Yuskal Efendi, SH

2 Panitera Pengganti Wenny Oktavia, SHI Harizul Watani

3  Staf Kesekretariatan Len Yurni, SE

Sumber: Data Induk Kepegawaian PA Padang Panjang
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10. Pengadilan Agama Muara Labuh

Tabel 3.15
Data Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2016
Pengadilan Agama Muara Labuh

No Jabatan Mutasi Masuk PA Mutasi Keluar PA
Muara Labuh Muara Labuh
1 Hakim - Drs. H. GusmenYefri

Sumber: Data Induk Kepegawaian PA Muara Labuh

11. Pengadilan Agama Sijunjung

Tabel 3.16
Data Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2016
Pengadilan Agama Sijunjung

No Jabatan Mutasi Masuk PA Mutasi Keluar PA
Sijunjung Sijunjung
1 NIHIL NIHIL NIHIL

Sumber: Data Induk Kepegawaian PA Sijunjung

12. Pengadilan Agama Koto Baru

Tabel 3.17
Data Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2016
Pengadilan Agama Koto Baru

No Jabatan Mutasi Masuk PA Mutasi Keluar PA
Koto Baru Koto Baru
1 Panmud Harizul Watani Suherman, S.H.
Misharni, S.H

Sumber: Data Induk Kepegawaian PA KotoBaru

13. Pengadilan Agama Painan

Tabel 3.18
Data Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2016
Pengadilan Agama Painan

No Jabatan Mutasi Masuk PA Mutasi Keluar PA
Painan Painan
1 Hakim Dra. Hj. Firdawati Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Zakiyah Ulya, S.H.I.
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14. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Tabel 3.19
Data Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2016
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

No Jabatan Mutasi Masuk PA Mutasi Keluar PA
Lubuk Sikaping Lubuk Sikaping
1  Wakil Ketua Nongliasma, S.Ag., M.H. -

2 Hakim Azizah Ali, S.HI,MH
Ayeb Soleh, S.HI
Muliyas, S.Ag.,MH
Drs. H. Amar Syofyan, MH

3  Panmud Nazifah Drs. H. Efizon
4  Jurusita Syafriyaldi, S.Ag.

Sumber: Data Induk Kepegawaian PA Lubuk Sikaping

15. Pengadilan Agama Talu

Tabel 3.20

Data Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2016
Pengadilan Agama Talu

No Jabatan Mutasi Masuk PA Mutasi Keluar PA
Talu Talu
1 Panmud Drs. H. Efizon Drs. Hamdi. MH

Sumber: Data Induk Kepegawaian PA Lubuk Sikaping

16. Pengadilan Agama Maninjau

Tabel 3.21
Data Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2016
Pengadilan Agama Maninjau

No Jabatan Mutasi Masuk PA Mutasi Keluar PA
Maninjau Maninjau
1 Hakim Azizah Ali, S.H.l.,M.H -

Sumber: Data Induk Kepegawaian PA Maninjau
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17. Pengadilan Agama Tanjung Pati

Tabel 3.22
Data Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2016
Pengadilan Agama Tanjung Pati

No Jabatan Mutasi Masuk PA Mutasi Keluar PA
Tanjung Pati Tanjung Pati
1 Ketua Firdaus, S.Ag Drs. Mohd Ridhwan Ismail,
S.H, M.H
2  Wakil Ketua Akhmad Kholil Irfan, -
S.Ag., S.H.,, M.H.
3 Panitera Minda Hayati, S.H. -
4  Panitera Pengganti - Nazifah

Sumber: Data Induk Kepegawaian PA Tanjung Pati

18. Pengadilan Agama Lubuk Basung

Tabel 3.23
Data Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2016
Pengadilan Agama Lubuk Basung

No Jabatan Mutasi Masuk PA Mutasi Keluar PA
Lubuk Basung Lubuk Basung

1  Wakil Ketua Firdaus, S.Ag

2 Jurusita Syafriyaldi, S.Ag. -

3 Panitera Pengganti Elham Sairosi -

Sumber: Data Induk Kepegawaian PA Lubuk Basung

3.1.2 Promosi

Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melakukan promosi di
lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan selama tahun 2016, untuk

menduduki jabatan dan telah dilantik dalam jabatan tersebut dengan rincian

sebagai berikut:

86



P74 Padang-Laporan Tatiunan | 2016

% Jabatan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan
Agama se Sumatera Barat.

Pada tahun 2016 terjadi promosi untuk pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat, berikut
rinciannya:

Tabel 3.24

Data Promosi Pimpinan Tahun 2016
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru
1 | Drs. H. Maslihan Saifurrozi, | Wakil Ketua PTA Ketua PTA Pontianak
S.H, M.H Padang
2 | Drs. H. Busra, S.H, M.H Wakil Ketua PTA Wakil Ketua PTA
Padang Pekan Baru
3 | Drs. H.R. M. Zainj, S.H,, Hakim Tinggi PTA Wakil Ketua PTA
M.H.IL. Jakarta Padang
4 | Drs. Syarkasyi, MH Ketua PA Balige Kelas | Wakil Ketua PA
I1 Pariaman
5 | Dra. Niswati Hakim PA Lubuk Hakim PA Pariaman
Basung
Dra. Mazliatun Hakim PA Talu Hakim PA Pariaman
Nurmaisal, SH Hakim PA Wakil Ketua PA
Batusangkar Muara Labuh
8 | Firdaus, S.Ag Wakil Ketua PA Ketua PA Tanjung
Lubuk Basung Pati

Sumber: Data Induk Kepegawaian PTA Padang

+ Jabatan Hakim Tingkat Banding
Pada tahun 2016 tidak ada Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang di
promosikan menjadi Hakim Tingkat Banding.

¢ Jabatan Hakim Tingkat Pertama
Pada tahun 2016 tidak ada pengangkatan dalam jabatan Hakim Tingkat

Pertama
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+ Jabatan Kepaniteraan

Tabel 3.25

Data Promosi Kepaniteraan Tahun 2016
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang

No Nama Jabatan Lama

1 | Wenny Oktavia, S.H.L. Fungsional Umum

PTA Padang
2 | Andria Miko, S.H Fungsional Umum
PTA Padang
3 | Ihsan Saputra Zainal, Fungsional Umum
S.E PA Padang
4 | Minda Hayati, SH Wapan PA
Bukittinggi
5 | Rika Adriani, S.H.,, Panitera Pengganti
S.Ag., M.A. PA Padang Panjang
+ Jabatan Kejurusitaan
Tabel 3.26

Jabatan Baru
Panitera Pengganti PA
Padang Panjang

Panitera Pengganti PA
Pariaman

Jurusita Pengganti PA
Padang

Panitera PA Tanjung Pati

Panmud Permohonan PA
Padang Panjang

Data Promosi Kejurusitaan Tahun 2016
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang

No Nama Jabatan Lama
1 | Ihsan Saputra Fungsional Umum PA
Zainal, S.E Padang

2 | Idawati]S. Jurusita Pengganti PA
Sijunjung

3 | Zulyarni, S.H. Teknis/Administrasi
Lainnya PA Koto baru

4 | Adriyeni Teknis/Administrasi
Lainnya PA Lubuk
Sikaping

Sumber: Data Induk Kepegawaian PTA Padang

Jabatan Baru

Jurusita Pengganti PA
Padang

Jurusita PA Sijunjung
Jurusita Pengganti PA
Koto Baru

Jurusita Pengganti PA
Lubuk Sikaping
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+ Jabatan Kesekretariatan

Tabel 3.27
Data Promosi Kesekretariatan Tahun 2016
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru
1 | Mukhlis, S.H. Kasubbag Keuangan dan Kabag Umum dan
Pelaporan PTA Padang Keuangan PTA Padang
2 | Ismail, S.H.I.,, M.A. Sekretaris PA Kabag Perencanaan
Batusangkar dan Kepegawaian PTA
Padang
3 | Ratna Sari Dewi, S.E. | Fungsional Umum PTA Kasubag Kepegawaian,
Padang Ortala PA Padang
4 | Millia Sufia, Fungsional Umum PTA Kasubbag Keuangan
S.E.,S.H.,M.M. Padang dan Pelaporan PTA
Padang
5 | Rina Andayani, SH. Fungsional Umum PA Kasubag Umum dan
Msi Pariaman Keuangan PA

Batusangkar Kelas IB

6 | Suhenri, SHI Kasubag Umum dan Sekretaris PA
Keuangan PA Batusangkar | Batusangkar

Sumber: Data Induk Kepegawaian PTA Padang

3.1.3 Pensiun

Pegawai dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan
Pengadilan Agama se Sumatera Barat yang pensiun karena telah memasuki
batas usia pensiun (BUP) dan meninggal dunia selama tahun 2016 adalah

sebagai berikut:
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Tabel 3.28

Data Pensiun Tahun 2016

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang

No Nama Jabatan Unit Kerja BUP/
Meninggal
1 | Drs. Ashfar Munir, S.H,, Hakim Tinggi PTA Padang BUP
M.H.L
2 | Drs. H. Muallimin Ahmad, Hakim Tinggi | PTA Padang BUP
SH, MH
3 | Drs. H. Zuarlis Saleh, S.H. Hakim PA Padang BUP
4 | Drs. H. Syafruddin Ahmad Hakim PA Padang BUP
5 | Azmi Kasim, B.A. Panitera PA Padang BUP
Pengganti
6 | Dra. Hj. Zahara Panitera PA Padang BUP
Pengganti
7 | Dra. Safni Raflis Panitera PA Padang BUP
Pengganti
8 | Drs. H. Zulkadri Ridwan, SH, Hakim PA Padang Meninggal
M.H.
9 | Drs. H. Mudaris, M.M. Hakim PA Padang Meninggal
10 | Drs. Amiruddin Darsa Hakim PA Pariaman | BUP
11 | Darmaini Satar, SH Panitera PA. BUP
Pengganti Batusangkar
12 | Drs. H. Sudirman, MH Ketua PA BUP
Bukittinggi
13 | Ertati, S.Ag Hakim PA BUP
Bukittinggi
14 | Dra. Hj. Nurkhamisah Panitera PA BUP
Pengganti Bukittinggi
15 | Drs. Hamdi, MH Panitera PA Meninggal
Pengganti Bukittinggi
16 | Syahrizal Panitera Kepaniteraan | BUP
Pengganti
17 | Elfitneliswati, BA Panitera Kepaniteraan | BUP
Pengganti
n
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18 | Mahadi Panitera PA Padang BUP
Pengganti Panjang

19 | Elis F Jon Sekretaris PA Padang BUP

Panjang

20 | Sumrati, BA. Panmud. PA BUP
Permohonan MuaraLabuh

21 | Roslini, Ba Panitera Muda | PA. Sijunjung | BUP
Permohonan

22 | Masri Jafri Panitera PA Tanjung BUP
Pengganti Pati

Sumber: Data Induk Kepegawaian PTA Padang dan PA se Sumatera Barat

3.1.4 Diklat

Pegawai

dilingkungan Pengadilan Tinggi

Agama Padang dan

Pengadilan Agama se Sumatera Barat yang telah mengikuti diklat teknis dan

non teknis pada tahun 2016 sebagai berikut :

No Nama

1 | Drs. Hamdani S,
SH., M.H.L.

2 | Dra. Hj. Husni

Syam

3 | Ismail, S.H.I,

M.A.

Tabel 3.29
Data Diklat Tahun 2016
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang

Jabatan

Hakim Tinggi

Hakim Tinggi

Kabag
Perencanaan
dan
Kepegawaian

Unit Kerja

Pengadilan
Tinggi Agama
Padang

Pengadilan
Tinggi Agama
Padang

Pengadilan
Tinggi Agama
Padang

Diklat Teknis

Diklat Sertifikasi
Hakim Ekonomi
Syari’ah Bagi Hakim
Tingkat Pertama
dan Banding

Diklat Sertifikasi
Hakim Ekonomi
Syari’ah

Diklat PIM IV
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4 | Drs.H.Thamrin | Hakim Tinggi Pengadilan Diklat SAPM
Habib, S.H,, Tinggi Agama
M.H.L Padang
5 | Irsyadi, S.Ag., Sekretaris Pengadilan Diklat SAPM
M.Ag. Tinggi Agama
Padang
6 | Drs. Wildon Panmud Pengadilan Diklat SAPM
Djoni Banding Tinggi Agama
Padang
7 | Nora Oktavia, Panitera Pengadilan Diklat SAPM
S.H. Pengganti Tinggi Agama
Padang
8 | Andria Miko Fungsional Pengadilan Diklat SAP
Umum Tinggi Agama
Padang
9 | Nurasiyah Fungsional Pengadilan Diklat Bendahara di
Handayani Umum Tinggi Agama wilayah Sumatera
Rangkuti, S.H Padang Barat dan
Pekanbaru TA.
2016
10 | Muhammad Panitera Pengadilan Bimbingan Tekhnis
Rafki, S.H Pengganti Tinggi Agama untuk Training of
Padang Trainer Sistem
Informasi
Penelusuran
Perkara ( SIPP)
11 | Ababil Gufron, Honorer Pengadilan Bimbingan Tekhnis
SHI Agama Padang | untuk Training of
Trainer Sistem
Informasi
Penelusuran
Perkara ( SIPP)
12 | Yusra Asril, Jurusita Pengadilan Diklat Bendahara di
S.Kom Pengganti Agama Padang | wilayah Sumatera
Barat dan
Pekanbaru TA.
2016.
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13 | Muhammad Hakim Pengadilan Diklat Sertifikasi
Fadhli Ase, S.H.], Agama Hakim Ekonomi
M.Sy Pariaman Syari’ah Bagi Hakim
Tingkat Pertama
dan Banding
14 | Yunaldi Jurusita Pengadilan Diklat Bendahara di
Pengganti Agama wilayah Sumatera
Pariaman Barat dan
Pekanbaru TA.
2016
15 | Drs. Media Hakim Pengadilan Sertifikasi Ekonomi
Rinaldi, MA Agama. Syari’ah
Batusangkar
16 | Shifa Nur Bendahara Pengadilan Diklat Bendahara
Annida, ST Pengeluaran Agama.
Batusangkar
17 | Ahmad Rasyid Kasubag. Pengadilan Diklat Sistem
Sadiki, S.Kom.,SH | Perencanaan, Agama .
Tekhnologi Bukittinggi Akuntabilitas
Informasi dan Kinerja Instansi
el Pemerintah
(SAKIP)
18 | Rizki Kurniadi, Jurusita Pengadilan Diklat Bendahara
SE Pengganti Agama
Bukittinggi
19 | Fitri Bendahara Pengadilan Diklat Bendahara
Darmavanti Pengeluaran Agama
yantl Payakumbuh
S.Kom
20 | Windi Safitra, Kasubag Pengadilan Diklat Sistem
S Kom Perencanaan, Agama Akuntabilitas
' Teknologi Payakumbuh Kinerja Instansi
Informasi dan Pemerintah
Pelaporan (SAKIP)

21 | Khairul Yamsil, Kasubag Kepeg. | Pengadilan Diklat Bendahara
S.H.I Organisasi dan | Agama Pengeluaran
Tatalaksana/Be | Sawahlunto

ndahara
Pengeluaran
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22 | Befi Ramadani, Kasubag Pengadilan Diklat Sistem
S.Kom Perencanaan, Agama Akuntabilitas
IT dan Sawahlunto Kinerja Instansi
Pelaporan Pemerintah
(SAKIP)
23 | Dodi Siswanto, Bendahara Pengadilan Diklat Bendahara
SHI Agama Solok
24 | Ibnal Fauzi, SHI | Kasubag Pengadilan Diklat Sistem
Perencanaan, Agama Solok Akuntabilitas
Teknologi Kinerja Instansi
Informasi dan Pemerintah
Pelaporan (SAKIP)
25 | Drs. H. Rudi Ketua Pengadilan Ekonomi Syari’ah
Hartono, SH Agama
MuaraLabuh
26 | Drs. H. Gusmen WakilKetua Pengadilan Ekonomi Syari'ah
Yefri Agama
MuaraLabuh
27 | Willia Hesti Sari, | Bendahara Pengadilan Bendahara
SE. Pengeluaran Agama
MuaraLabuh
28. | H.A.Havizh Wakil Ketua Pengadilan Ekonomi Syari’ah
Martius, S.Ag, SH, Agama
MH Sijunjung
29 | Izzuddin, S.HI Jurusita Pengadilan Pelatihan
Pengganti Agama Koto Bendahara
Baru Pengeluaran
30 | Isrizal Anwar, Wakil Ketua Pengadilan Ekonomi Syariah
S.Ag., M.Hum Agama Painan
31 | FeraOktavia PaniteraPengga | Pengadilan DiklatBendahara
Yolanda, S.H.I nti Agama Painan
/BendaharaPen
geluaran
32 | Hendra Perdana, | Kasubbag Pngadilan Diklat Sistem
SH Perencanaan, Agama Painan Akuntabilitas
TI Kinerja Instansi
danPelaporan Pemerintah
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33 | Elfa Yuni Rahmi, | Kasubbag Pengadilan Diklat SAKIP
SH Perencanaan, Agama Lubuk
IT dan Sikaping
Pelaporan
34 | Adriyeni Jurusita Pengadilan Diklat Bendahara
Pengganti Agama Lubuk Pengeluaran
Sikaping
35 | Elva Yulia, SHI Panitera PA Talu Bendahara
Pengganti
36 | Hj.Isterliza, S. Ag | Kasubbag PTIP | PA Talu Diklat Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
37 | Robi Gema Kasubbag Pengadilan Diklat Sistem
Putra, S.Kom Perencanaa, TI | Agama Akuntabilitas
dan Pelaporan | Maninjau Kinerja Instansi
Pemerintah
( SAKIP)
38 | Yeni Marliza, Panitera Pengadilan Pendidikan dan
S.Sy Pengganti / Agama Pelatihan
Bendahara Maninjau Bendahara di
Pengeluaran Wilayah Sumatera
Barat dan
Pekanbaru
39 | Siska Amelia, | Jurusita Pengadilan Pendidikan dan
AMd Pengganti Agama Tanjung | Pelatihan
Pati Bendahara
Pengeluaran APBN
Tahun Anggaran
2016
40 | Muzakir Kasubbag Pengadilan Diklat SAKIP di
Perencanaan, Agama Lubuk Medan
Tl dan Basung
Pelaporan
41 | Fitrya Rafani, Bendahara Pengadilan Diklat Bendahara
AMd Pengeluaran Agama Lubuk
Basung
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3.2 Penyelesaian Perkara

3.2.1 Jumlah Perkara Masuk

Sejak bulan Januari 2016 sampai Desember 2016, Pengadilan Tinggi
Agama Padang dan Pengadilan Agama yang berada diwilayahnya telah
menerima 11.066 (sebelas ribu enam puluh enam) perkara, ditambah dengan
sisa perkara tahun 2016 sebanyak 648 perkara, sehingga seluruhnya

berjumlah 11.714 Perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.30
Data Perkara Tahun 2016
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang
N~
§ <§( r~ E % <
NO SATUAN KERJA < Tz o 3' I5 2}
@ w ) a @
7] = D
1|PTA. Padang 0 49 49 49 0
2|PA. Padang 124 1.823 1.947 1.805 142
3|PA. Pariaman 66 935 1.001 936 65
4|PA. Batusangkar 66 722 788 735 53
5|PA. Bukittinggi 119 791 910 809 101
6|PA. Payakumbuh 52 740 792 753 39
7|PA. Sawahlunto 18 294 312 306 6
8|PA. Solok 18 395 413 406 7
9|PA. Padang Panjang 3 340 343 335 8
10|PA. Muara Labuh 2 325 327 323 4
11[PA. Sijunjung 26 401 427 383 44
12|PA. Koto Baru 6 657 663 644 19
13|PA. Painan 28 424 452 423 29
14|PA. Lubuk Sikaping 33 413 446 414 32
15|PA. Talu 45 1.034 1.079 1.005 74
16{PA. Maninjau 12 276 288 265 23
17|{PA. Lima Puluh Kota 14 929 943 927 16
18|PA. Lubuk Basung 16 518 534 518 16
Jumlah 648] 11.066| 11.714] 11.036 678

Sumber: Data Perkara Bulanan Tahun 2016 PTA Padang dan PA se Sumatera Barat
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PERKARA MASUK TAHUN 2017

= = = o g -g g = g,

ol o |5 |E|8|3 |2 21222 |8 = |23 -

NO JENIS PERKARA AR AHEEEE s|g)3 |2 12|z |3 |52 5 S

<|z|S|E|8|&8|8|c|8|2|2|2 (|28 |2|8|3| 3 g

Ele |l lg]<|g|T S 2| &[] £ ez <

a a | & < | a < a | <

1{lIzin Poligami 1 1 1 1 1 1 1 7
2|Pencegahan Perkawinan 1 1 2
3|Penolakan Perkara oleh PPN 0
4|Pembatalan Perkawinan 1 1 1 8
5|Kelalaian Atas Kewajiban Suami/lstri 1 1
6|Cerai Talak 19| 375| 163| 166| 178| 135/ 68| 82 72| 80| 103| 164( 79| 80 172 44| 149 75 2.204
7|Cerai Gugat 16| 939| 558 400| 465| 351| 197| 200( 196| 177| 240| 327( 187| 189 295( 145| 370 200 5.452
8|Harta Bersama 9 12 1 5 1 3 1 2 1 3 1 5 1 45
9|Penguasaan Anak 6 2 2 1 3 3 17
10|Nafkah Anak Oleh Ibu 0
11(Hak Bekas Isteri 0
12|Pengesahan Anak 1 1 2 1 1 6 12
13[Pencabutan Kek. Orang Tua 1 1
14|Perwalian 3] 2 1] 5[ 15 4 4 5 8 4 46
15|Pencabutan Kekuasaan Wali 0
16{Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali 1 2 2 5
17(Ganti Rugi Terhadap Wali 0
18| Asal Usul Anak 1 1
19|Pen. Kawin Campuran 0
20|Isbat Nikah 416| 170| 134| 94( 202| 17( 86| 64| 59| 46| 117| 151| 128 522| 84| 368| 214 2.872
21{lIzin Kawin 1
22[Dispensasi Kawin 12( 5[ 6 19( 3| 11 3| 4] 34| 4 2 24 1| 12| 2 149
23|Wali Adhol 4 31 3 i 1] 2 3 2 1 6] 3 41




PTA Padang-Laporan Tatunan =~ 2016

Ti

3.2.2 Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Dalam hal laporan perkara putus pada tahun 2016 pada Pengadilan

nggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat, rinciannya

adalah sebagai berikut :

*

Pengadilan Tinggi Agama Padang perkara yang diputus meliputi
sisa perkara pada tahun 2016 kemudian ditambah penerimaan
perkara pada tahun 2016. Untuk tahun 2016 tidak ada sisa perkara
yang belum diputus, sehingga untuk perkara tahun 2016 telah
diterima sebanyak 49 (empat puluh sembilan) perkara, dan telah
diputus sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) perkara, dengan

keadaan sebagai berikut :

- Dikabulkan : 40 Perkara
- Dibatalkan : 6 Perkara
- Tidak Dapat Diterima : 2 Perkara
- Ditolak : 1 Perkara

Jumlah : 49 Perkara

Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak memiliki
sisa perkara pada akhir tahun 2016. Berikut diagram penyelesaian

perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2016.
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Gambar 3.6
Data Sisa Perkara Yang Diputus
Pengadilan Tinggi Agama Padang

Perkara PTA Padang Tahun 2017

B Dikabulkan  m Dibatalkan Tidak Dapat Diterima  ® Ditolak

4% 2%

+ Pengadilan Agama se Sumatera Barat perkara yang diputus meliputi
sisa perkara pada tahun 2016 dan ditambah penerimaan pada tahun
2016. Untuk perkara sisa tahun 2016 sebanyak 648 perkara, dan untuk
perkara tahun 2016 telah diterima 11.017 perkara, telah diputus

sebanyak 10.987 perkara, dengan keadaan sebagai berikut :

- Dikabulkan : 9.832 perkara
- Dicabut : 663 perkara
- Ditolak : 127 perkara
- Tidak diterima : 117 Perkara
- Gugur : 154 Perkara
- Dicoret dari register : 94 Perkara

Jumlah : 10.987 Perkara

n
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Dengan demikian sisa akhir perkara tahun 2016untuk Pengadilan Agama
pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebanyak
678 (enam ratus tujuh puluh delapan) perkara.

Gambar/Grafik 3.7

Penyelesaian Perkara Tahun 2016
Pengadilan Agama Se Sumatera Barat

Penyelesain Perkara PA se Sumatera Barat

Tahun 2017
9.832
b6 127 117 154 94
a v o o

Dikabulkan| Dicabut Ditolak Tidak diterima GuguDicaret dari reg|ster

Pada gambar/grafik 3.7 menjelaskan bahwa dari perkara yang masuk
pada Pengadilan Agama se Sumatera Barat setelah diproses maka 89,48
% telah dikabulkan perkara tersebut sebagian besar perkara perkara
cerai gugat dan cerai talak. Dan Perkara yang paling banyak diproses di
Pengadilan Agama se Sumatera Barat merupakan istbat nikah sebanyak
2.538 perkara selama tahun 2016.. Namun terdapat perkara dicabut
sebesar 6 %. Banyak penyebab dikabulkan perkara. Untuk lebih jelas

dapat dilihat pada tabel berikut.
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A |Dikabulkan
1|1zin Poligami - 1 - 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - - 1
2|Pencegahan Perkawinan - - - - = = = = = - - - - - 1 - - -
3|Penolakan Perkara oleh PPN - - - - - - - - - - - - - - - - - - i
4|Pembatalan Perkawinan = = o o - 1 - - - - - - - - - R R _ 1
5|Kelalaian Atas Kewajiban Snvlstri - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6[Cerai Talak 21( 286] 140 149| 142| 113| 60| 70f 62| 72| 91| 2147 67| 77| 157 42| 156 67 1.919
7|Cerai Gugat 15| 842| 532| 381 434 347| 190| 186 182| 161| 215| 307 175 179| 260( 107 340| 183 5.036
8[Harta Bersama 5 - 2 1 - 1 - - - - 1 - 2 25
9|Penguasaan Anak - - 1 - - - - 1 - - - - - 11
10| Nafkah Anak Oleh Ibu - - - - = = = - - - - - - - - - ; - _
11|Hak Bekas Isteri - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12|Pengesahan Anak - - - 2 - - 1 - - 3 - 2 - - - - 8 - 16
13[Pencabutan Kek. Orang Tua - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1
14|Perwalian o2 1 - 4] 14 -l 4 - -l 4 5 -3 - - 4 - 41
15|Pencabutan Kekuasaan Wali - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16|Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali - 1 - - 2 - - - - - - - - 2 - - - o 5
17|Ganti Rugi Terhadap Wali - - - - - - - - - - - - - - - - - - i
18| Asal Usul Anak - - - - 1 - - - = 5 = - - - - - 1 - 2
19|Pen. Kawin Campuran - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20|Isbat Nikah -| 301 130| 115 73| 177| 19| 74| 58| 55| 37| 115 135 120| 495 72| 358| 204 2.538
21|lzin Kawin - - 1 - - - - - 1 1 - - - - - 1 - - 4
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22|Dispensasi Kawin 0 3 4 6 18 3 1 1 21 3 3 4 2 18 u 1 131
23|Wali Adhol a4 1 21 4 1 11 3 2 5 2 25
24{Ekonomi Syariah 3 2 1 6
25|Kewarisan 1 4 6 1 3 2l 1 1 19
26| Wasiat
27|Hibah
28| Waqaf
29| Zakat/Infag/Shadagoh
30|P3HP/Penetapan Ahli Waris 8 5 2 2 5 3 4 1 i 4 1 40
31|Lain-Lain 13 8 2 4 1 7 1 15 54
B [DICABUT 158 68] 51| 84| 291 23| 41 21| 17| 15[ 24 12 15 25 28 23] 29 663
C |DITOLAK B3 16 5 10 19 21 6 2| 3 4 8 3 3 2 1 10 127
D |TIDAK DITERIMA 67] 7] 6 18 4 2 3 1 4 4 1 117
E [GUGUR 400 12 6 5 16 3 9o 1 3 6 5 11 4 5 3 4 1 154
F [DICORET DARI REGISTER 28 121 6 10 3 i 3 3 4 6f 1 77 4 5 1 94
Jumlah 49| 1805 936 735 809 753| 306 406| 335 323| 383 644 423 414[ 1.005( 265 927| 518 11.036




Gambar 3.8
Statistik Perkara Pengadilan Agama se Sumatera Barat
Tahun 2016

Statistik Perkara Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat

Tahun 2017
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Dari statisti diatas dapat dilihat bahwa Pengadilan Agama yang paling
banyak menerima perkara adalah Pengadilan Agama Padang.
Sedangkan Pengadilan Agama yang paling sedikit penerimaan perkara

adalah Pengadilan Agama Maninjau.
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3.2.3 Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Pengadilan Tinggi Agama Padang
Perkara banding yang diputus Pengadilan Tinggi Agama Padang pada

tahun 2016, sebanyak 47 (empat puluh tujuh) perkara diputus tepat
waktu. Sisanya sebanyak 2 (dua) perkara tidak bisa diselesaikan tepat

waktu disebabkan oleh adanya putusan sela sebelum putusan akhir.

No Perkara Putus Putus Tepat Putus Tidak Keterangan
Waktu Tepat Waktu
1 49 47 2

Berikut rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun

2016 pada pengadilan Tinggi Agama Padang

No Nomor Perkara Sebab Putus Tidak Tepat Waktu

1 02/Pdt.G/2016/PTA.Pdg Adanya putusan sela sebelum putusan
akhir

2 | 17/Pdt.G/2016/PTA.Pdg Adanya putusan sela sebelum putusan
akhir

+ Pengadilan Agama Padang

Dari 1.805 perkara yang diputus Pengadilan Agama Padang pada tahun
2016, sebanyak 1.767 perkara diputus tepat waktu. Sisanya sebanyak
38 (tiga puluh delapan) perkara tidak bisa diselesaikan tepat waktu
disebabkan karena dalam proses persidangan, di ghaibkan, belum
adanya izin atasan dan adanya teguran tambahan biaya perkara serta

perkara tabayun.
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No

Perkara Putus Putus Tepat Putus Tidak
Waktu Tepat Waktu
1.805 1.767 38

Keterangan

Berikut rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun

2016 pada pengadilanAgama Padang.

No Nomor Perkara Sebab Putus Tidak Tepat Waktu
1 | 0328/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Izin atasan

2 | 0665/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Di ghaibkan

3 | 0796/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Di ghaibkan

4 | 1134/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Bantuan dari PA lain
5 | 1138/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Teguran Penggugat
6 | 0829/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Bantun dari PA lain
7 | 1149/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Bantuan dari PA lain
8 | 0865/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Izn atasan

9 | 0967/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Teguran Penggugat
10 | 1192/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Di ghaibkan

11 | 1224/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Izin atasan

12 | 1248/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Di ghaibkan

13 | 1270/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Bantuan dari Pa lain
14 | 1023/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Bantuan dari PA lain
15 | 1104/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Izin atasan

16 | 1112/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Di ghaibkan

17 | 1095/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Teguran Penggugat
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18 | 0239/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Teguran Penggugat
19 | 0269/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Di ghaibkan

20 | 0138/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Bantuan dari PA lain
21 | 0021/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Teguran Penggugat
22 | 0616/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Izin atasan

23  0700/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Izin atasan

24 | 0878/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Di ghaibkan

25| 0160/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Bantuan dari PA lain
26 | 0329/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Bantuan dari Pa lain
27 | 0424/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Izin atasan

28 | 0499/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Di ghaibkan

29 | 0797/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Izin atasan

30 | 0853/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Bantuan dari PA lain
31| 0710/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Teguran Penggugat
32 | 0754/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Iziz atasan

33 | 0775/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Izin atasan

34 | 0832/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Bantuan dari PA lain
35 | 0843/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Izin atasan

36 | 0848/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Bantuan dari PA Lain
37 | 0850/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Teguran Penggugat
38 | 0855/Pdt.G/2016.PA.Pdg | Bantuyan dari PA lain
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Pengadilan Agama Pariaman

Dari 936 perkara yang diputus Pengadilan Agama Pariaman pada tahun
2016, ada sebanyak 916 perkara diputus tepat waktu. Sisanya sebanyak
20 (dua puluh) perkara tidak bisa diselesaikan tepat waktu disebabkan
karena Perkara tabayun, Pihak T diluar negeri dan di tegur karena

Kekurangan panjar.

No Perkara Putus Putus Putus Keterangan
Tepat Tidak
Waktu Tepat
Waktu
1 936 916 20

Berikut rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun

2016 pada Pengadilan Agama Pariaman

No Nomor Perkara Sebab Putus Tidak Tepat Waktu
1  0450/Pdt.G/2016/PA.Prm | Pkr. Ghaib
2 | 0506/Pdt.G/2016/PA.Prm | Tabayun
3 | 0019/Pdt.G/2016/PA.Prm | Pkr. Ghaib
4 | 0025/Pdt.G/2016/PA.Prm | Pkr. Ghaib
5 | 0037/Pdt.G/2016/PA.Prm | Pkr.Ghaib
6 | 0056/Pdt.G/2016/PA.Prm | Tabayun ke Brebes Jateng
7 | 0061/Pdt.G/2016/PA.Prm | Proses persidangan
8 | 0074/Pdt.G/2016/PA.Prm | Tabayun ke Pekanbaru

9 0089/Pdt.G/2016/PA.Prm | Pkr. Ghaib
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0105/Pdt.G/2016/PA.Prm
0108/Pdt.G/2016/PA.Prm
0191/Pdt.G/2016/PA.Prm
0204/Pdt.G/2016/PA.Prm
0218/Pdt.G/2016/PA.Prm
0238/Pdt.G/2016/PA.Prm
0300/Pdt.G/2016/PA.Prm
0307/Pdt.G/2016/PA.Prm
0321/Pdt.G/2016/PA.Prm

0368/Pdt.G/2016/PA.Prm

0405/Pdt.G/2016/PA.Prm

Pkr. Ghaib

Tabayun ke Tangerang
Proses persidangan
Banding

Tabayun ke Krawang
Tabayun ke Tangerang
Tabayun ke Kebumen
Proses Persidangan
Tabayun ke Aceh Besar

Belum putus sampai akhir Desember

2016

Belum putus sampai akhir Desember

2016

Pengadilan Agama Batusangkar

Dari 735 perkara yang diputus Pengadilan Agama Batusangkar pada
tahun 2016, ada sebanyak 720 perkara diputus tepat waktu. Sisanya
sebanyak 15 (lima belas) perkara tidak bisa diselesaikan tepat waktu
disebabkan karena perkara tersebut digaibkan sejak awal dan adanya
perkara digaibkan karena pada sidang pertama menurut relaas
Tergugat/Termohon tidak beralamat/tidak dikenal di alamat yang
tertera dalam surat gugatan/permohonan, serta karena adanya

gugatan Rekonpensi dalam sidang dan karena para pihak sering tidak

hadir sehingga sidang berulang-ulang.
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No Perkara Putus Putus Tepat Putus Tidak Keterangan
Waktu Tepat Waktu
1 735 720 15

Berikut rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun

2016 pada Pengadilan Agama Batusangkar

No Nomor Perkara Sebab Putus Tidak Tepat Waktu
1. 0223/Pdt.G/2016/PA.Bsk - Sidang berulang-ulang
karena ada gugatan
Rekonpensi (12 x Sidang).
2. | 0488/ Pdt.G/2016/PA.Bsk - Perkara Gaib.
3. 0507/Pdt.G/2016/PA.Bsk - Digaibkan dalam sidang
karena
Tergugat/Termohon tidak
berada dialamat tersebut.
4. 0524/Pdt.G/2016/PA.Bsk - Perkara Gaib.
5. 0527/Pdt.G/2016/PA.Bsk - Perkara Gaib.
6. | 0530/ Pdt.G/2016/PA.Bsk - Digaibkan dalam sidang
karena
Tergugat/Termohon tidak
berada dialamat tersebut.
7. 0596/ Pdt.G/2016/PA.Bsk - Dicoret dari register.
8. 0046/ Pdt.G/2016/PA.Bsk - Perkara Gaib.
9. 0051/Pdt.G/2016/PA.Bsk - Perkara Gaib 2 kali sidang
10. | 0054/ Pdt.G/2016/PA.Bsk - Perkara Gaib.
11. 0063/ Pdt.G/2016/PA.Bsk - Perkara Gaib.
12. | 0068/ Pdt.G/2016/PA.Bsk - Perkara Gaib
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13. | 0075/ Pdt.G/2016/PA.Bsk

14. | 0182/ Pdt.G/2016/PA.Bsk

15. 0215/ Pdt.G/2016/PA.Bsk

Pengadilan Agama Bukittinggi

Para pihak sering tidak
datang sehingga sidang
sebanyak 11 kali.
Sidang berulang-ulang
karena ada gugatan
Rekonpensi.

Para pihak sering tidak
datang sehingga sidang
sebanyak 6 kali.

Dari 808 perkara yang diputus Pengadilan Agama Bukittinggi pada

tahun 2016, ada sebanyak 786 perkara diputus tepat waktu. Sisanya

sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara tidak bisa diselesaikan tepat

waktu disebabkan oleh jawaban, Replik,

Duplik, secara tertulis dan

sering pada waktu persidangan salah satu pihak tidak hadir, sehingga

persidangan sering ditunda.

No Perkara Putus Putus Tepat
Waktu
1 808 perkara 786
perkara

Putus Tidak
Tepat Waktu

Keterangan

22 perkara

Berikut rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun

2016 pada Pengadilan Agama Bukittinggi:
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No

Nomor Perkara

Sebab Putus Tidak Tepat Waktu

429/Pdt.G/2016,/PA.Bkt

Salah satu pihak sering tidak hadir

sidang

416/Pdt.G/2016/PA.Bkt

Mengurus surat keterangan izin

bercerai

458/Pdt.G/2016,/PA.Bkt

Jawaban, Replik, Duplik, bukti
secara tertulis dan salah satu pihak
sering tidak hadir dalam

persidangan

476/Pdt.G/2016,/PA.Bkt

Pada sidang pertama ternyata
Tergugat tidak diketahi alamatnya
dan selanjutnya dipanggil melalui

RRI

527/Pdt.G/2016/PA.Bkt

Pada sidang pertama ternyata
Tergugat tidak diketahi alamatnya
dan selanjutnya dipanggil melalui

RRI

401/Pdt.G/2016,/PA.Bkt

Jawaban, Replik, Duplik, bukti
secara tertulis dan salah satu pihak
sering tidak hadir dalam

persidangan

594/Pdt.G/2016/PA.Bkt

Jawaban, Replik, Duplik, bukti
secara tertulis dan usaha damai

yang dilakukan pihak keluarga

606/Pdt.G/2016,/PA.Bkt

Pada sidang pertama ternyata
Tergugat tidak diketahi alamatnya
dan selanjutnya dipanggil melalui

RRI
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9

10

11

12

13

14

15

643/Pdt.G/2016/PA.Bkt

658,/Pdt.G/2016/PA.Bkt

590,/Pdt.G/2016/PA.Bkt

685,/Pdt.G/2016/PA.Bkt

619/Pdt.G/2016/PA.Bkt

049/Pdt.G/2016/PA.Bkt

081/Pdt.G/2016/PA.Bkt

Pada sidang pertama melakukan
mediasi dan pada sidang
pembuktian Pemohon tidak pernah
hadir lagi dan Pemohon ditegur
untuk menambah biaya perkara,
karena tidak ditambah maka
perkaranya dicoret dari register
Pada sidang pertama ternyata
Tergugat tidak diketahi alamatnya
dan selanjutnya dipanggil melalui
RRI

Jawaban, Replik, Duplik, bukti
secara tertulis dan para pihak
mohon sidang ditunda untuk
melakukan damai dan perkara
diputus dengan akta damai

Pada sidang pertama ternyata
Tergugat tidak diketahi alamatnya
dan selanjutnya dipanggil melalui
RRI

Pada sidang pertama ternyata
Termohon tidak diketahi alamatnya
dan selanjutnya dipanggil melalui
RRI

Pada sidang pertama ternyata
Tergugat tidak diketahi alamatnya
dan selanjutnya dipanggil melalui
RRI

Perkara ekonomi syariah, Jawaban,
Replik, Duplik dan pembuktian

secara tertulis
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16

17

18

19

20

21

22

120/Pdt.G/2016/PA.Bkt

113/Pdt.G/2016/PA.Bkt

064/Pdt.G/2016,/PA.Bkt

146/Pdt.G/2016/PA.Bkt

155/Pdt.G/2016/PA.Bkt

192/Pdt.G/2016/PA.Bkt

235/Pdt.G/2016,/PA.Bkt

Pada sidang pertama ternyata
Tergugat tidak diketahi alamatnya
dan selanjutnya dipanggil melalui
RRI

Pada sidang pertama ternyata
Termohon tidak diketahi alamatnya
dan selanjutnya dipanggil melalui
RRI

Jawaban, Replik, Duplik, bukti
secara tertulis dan usaha damai
yang dilakukan pihak keluarga
Jawaban, Replik, Duplik, bukti
secara tertulis dan usaha damai
yang dilakukan pihak keluarga
Jawaban, Replik, Duplik, bukti
secara tertulis dan salah satu pihak
sering tidak hadir dalam
persidangan

Pada sidang pertama ternyata
Tergugat tidak diketahi alamatnya
dan selanjutnya dipanggil melalui
RRI

Pada sidang pertama ternyata
Tergugat tidak diketahi alamatnya
dan selanjutnya dipanggil melalui

RRI
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Pengadilan Agama Payakumbuh
Dari 754 perkara yang diputus Pengadilan Agama Payakumbuh pada
tahun 2016, ada sebanyak 740 perkara diputus tepat waktu. Sisanya

sebanyak 14 (empat belas) perkara tidak bisa diselesaikan tepat

waktu .
No Perkara Putus Putus Tepat Putus Tidak Keterangan
Waktu Tepat Waktu
1 754 perkara 740 Perkara | 14 perkara

Berikut rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun

2016 pada Pengadilan Agama Payakumbubh.

No Nomor Perkara Sebab Putus Tidak Tepat
Waktu

1 | 0401/Pdt.G/2016/PA.Pyk CG, digaibkan kemudian

2 | 0441/Pdt.G/2016/PA.Pyk CG, MB Jakarta Barat

3 | 0501/Pdt.G/2016/PA.Pyk CG Gaib

4 | 0469/Pdt.G/2016/PA.Pyk CG, MB Padang

5 | 0483/Pdt.G/2016/PA.Pyk CG, MB Jakarta Selatan

6 | 0227/Pdt.G/2016/PA.Pyk Harta Bersama

7 | 0243/Pdt.G/2016/PA.Pyk Kewarisan

8 | 0034/Pdt.G/2016/PA.Pyk CT, Digaibkan Kemudian

9 | 0079/Pdt.G/2016/PA.Pyk CG, Gaib

10 | 0097/Pdt.G/2016/PA.Pyk CG, Gaib
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11 | 0179/Pdt.G/2016/PA.Pyk CG komulatif hak asuh anak

12 | 0180/Pdt.G/2016/PA.Pyk CG MB Palembang, Digaibkan
Kemudian

13 | 0184/Pdt.G/2016/PA.Pyk CT prodeo, Digaibkan Kemudian

14 | 0026/Pdt.G/2016/PA.Pyk Kewarisan

Pengadilan Agama Sawahlunto
Dari 306 (tiga ratus enam) perkara yang diputus Pengadilan Agama
Sawahlunto pada tahun 2016, sebanyak 306 (tiga ratus enam) perkara

diputus tepat waktu.

No Perkara Putus Putus Putus Keterangan
Tepat Tidak
Waktu Tepat
Waktu
1 306 perkara 306 perkara = 0 perkara
Pengadilan Agama Solok

Dari 406 perkara yang diputus Pengadilan Agama Solok pada tahun
2016, dan sebanyak 403 perkara diputus tepat waktu. Sisanya
sebanyak 3 (tiga) perkara tidak bisa diselesaikan tepat waktu
disebabkan oleh perkara tidak diketahui alamat Pihak

Tergugat/Termohon.
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No Perkara Putus Putus Putus Tidak  Keterangan
Tepat Tepat
Waktu Waktu
1 406 perkara 403 3 perkara
perkara

Berikut rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun

2016 pada Pengadilan Agama Solok

No Nomor Perkara Sebab Putus Tidak Tepat Waktu
1 | 176/Pdt.G/2016/PA.Slk | Perkara Ghaib
2 | 223//Pdt.G/2016/PA.SIk | Perkara Ghaib

3 94/Pdt.G/2016/PA.SIk | Perkara Ghaib

Pengadilan Agama Padang Panjang

Dari 335 perkara yang diputus Pengadilan Agama Padang Panjang
pada tahun 2016, ada sebanyak 27 (tiga ratus dua puluh tujuh)
perkara diputus tepat waktu. Sisanya sebanyak 8 (delapan) perkara
tidak bisa diselesaikan tepat waktu disebabkan oleh karena salah satu
pihak yang berperkara beralamat di luar wilayah hukum Pengadilan
Agama Padang Panjang dan disebabkan salah satu pihak ghaib serta
penggugat PNS dan di beri kesempatan untuk mengurus surat izin

melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang.
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No Perkara Putus Putus Tepat | Putus Tidak Tepat Keterangan
Waktu Waktu

1 335 327 8

Berikut rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun

2016 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

No Nomor Perkara Sebab Putus Tidak Tepat Waktu
1 | 173/Pdt.G/2016/PA.PP | Salah satu pihak alamatnya ghaib
(RRI)
20/Pdt.G/2016/PA.PP | Salah satu pihak beralamat di

N

wilayah hukum PA. lain

3 | 36/Pdt.G/2016/PA.PP | Salah satu pihak beralamat di
wilayah hukum PA. lain

4 | 58/Pdt.G/2016/PA.PP | Pemohon minta waktu untuk
mengurus surat izin atasan

5 | 66/Pdt.G/2016/PA.PP | Salah satu pihak beralamat di
wilayah hukum PA. lain

6 | 71/Pdt.G/2016/PA.PP | Salah satu pihak beralamat di
wilayah hukum PA. lain

7 | 74/Pdt.G/2016/PA.PP | Salah satu pihak alamatnya ghaib
(RRI)
8 | 111/Pdt.G/2016/PA.PP | Salah satu pihak beralamat di

wilayah hukum PA. lain

Pengadilan Agama Muara Labuh
Dari 327 perkara yang diputus Pengadilan Agama Muara Labuh pada

tahun 2016, dan sebanyak 327 perkara diputus tepat waktu.
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No Perkara Putus Putus Tepat | Putus Tidak | Keterangan
Waktu Tepat
Waktu
1 323 323 -

+ Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
Dari 414 perkara yang diputus Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
pada tahun 2016, dan sebanyak 407 perkara diputus tepat waktu.
Sisanya sebanyak 7 (tujuh) perkara tidak bisa diselesaikan tepat

waktu disebabkan alamat Tergugat digaibkan setelah sidang pertama

No Perkara Putus Putus Tepat | Putus Tidak | Keterangan
Waktu Tepat
Waktu
1 414 407 7

Berikut rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun
2016 pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping :
No Nomor Perkara Sebab Putus Tidak Tepat Waktu

1 33/Pdt.G/2016/PA.Lbs alamat Tergugat digaibkan setelah
sidang pertama.

2 | 55/Pdt,G/2016/Pa.Lbs alamat Tergugat digaibkan setelah
sidang pertama.

3 63/Pdt.G/2016/PA.Lbs alamat Tergugat digaibkan setelah
sidang pertama.

4 | 77/Pdt.G/2016/PA.Lbs alamat Tergugat digaibkan setelah
sidang pertama.
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5 149/Pdt.G/2016/Pa.Lbs | alamat Tergugat digaibkan setelah
sidang pertama.

6 | 152/Pdt.G/2016/PA.Lbs | alamat Tergugat digaibkan setelah
sidang pertama.

7 | 157/Pdt,G/2016/PA.Lbs | alamat Tergugat digaibkan setelah
sidang pertama.

Pengadilan Agama Sijunjung
Dari 383 perkara yang diputus Pengadilan Agama Sijunjung pada

tahun 2016, ada sebanyak 383 perkara diputus tepat waktu.

No Perkara Putus Putus Tepat | Putus Tidak | Keterangan
Waktu Tepat
Waktu
1 383 perkara 383 0 perkara
perkara

Pengadilan Agama Koto Baru

Dari 644 perkara yang diputus Pengadilan Agama Koto Baru pada
tahun 2016, 638 perkara diputus tepat waktu. Sisanya sebanyak 6
(enam) perkara tidak bisa diselesaikan tepat waktu disebabkan oleh

Dighaibkan, dalam proses persidangan dan untuk mengurus izin

atasan.
No Perkara Putus Putus Tepat | Putus Tidak | Keterangan
Waktu Tepat
Waktu
1 644 perkara 638 perkara = 6 perkara
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Berikut rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun
2016 pada Pengadilan Agama Koto Baru

No Nomor Perkara Sebab Putus Tidak Tepat
Waktu

1 | 0235/Pdt.G/2016/PA.KBr Dighaibkan

2 | 0264/Pdt.G/2016/PA.KBr Dighaibkan

3 | 0300/Pdt.G/2016/PA.KBr Untuk mengurus izin atasan
4 | 0331/Pdt.G/2016/PA.KBr Dighaibkan

5 | 0384/Pdt.G/2016/PA.KBr Proses persidangan

6 | 0114/Pdt.G/2016/PA.KBr Proses persidangan

Pengadilan Agama Painan

Dari 452 perkara yang diputus Pengadilan Agama Painan pada tahun
2016, 423 perkara diputus tepat waktu. Sisanya sebanyak 29 (dua
puluh sembilan) perkara tidak bisa diselesaikan tepat waktu

disebabkan oleh perkara Tabayun dan Gaib.

No Perkara Putus Putus Tepat Putus Keterangan
Waktu Tidak
Tepat
Waktu
1 452 perkara 423 perkara | 29 perkara
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+ Pengadilan Agama Talu
Dari 1.005 perkara yang diputus Pengadilan Agama Talu pada tahun
2016, dan sebanyak 994 perkara diputus tepat waktu. Sisanya

sebanyak 11 (sebelas) perkara tidak bisa diselesaikan tepat waktu.

No Perkara Putus Putus Tepat | Putus Tidak | Keterangan
Waktu Tepat
Waktu
1 1.005 994 11

Pengadilan Agama Maninjau

Dari 265 perkara yang diputus Pengadilan Agama Maninjau pada
tahun 2016, dan sebnayak 264 perkara diputus tepat waktu. Sisanya
sebanyak 1 (satu) perkara tidak bisa diselesaikan tepat waktu
disebabkan oleh perubahan alamat tergugat dari panggilan ke PA lain,
di ubah menjadi ghaib setelah 2 x panggilan di tolak PA yang dituju

karena alamatnya tidak di temukan.

No Perkara Putus Putus Tepat | Putus Tidak | Keterangan
Waktu Tepat
Waktu
1 265 perkara 264 perkara = 1 perkara

Berikut rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun

2016 pada Pengadilan Agama Maninjau.
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No Nomor Perkara Sebab Putus Tidak Tepat
Waktu
1 | 0036/Pdt.4/2016/PA.Min 1. Ghoib, Rubah Alamat,

Ghoib

Pengadilan Agama Tanjung Pati

Dari 943 perkara yang diputus Pengadilan Agama Tanjung Pati pada

Tahun 2016, dan sebanyak 927 perkara diputus tepat waktu. Sisanya

sebanyak 16 (enam belas) perkara tidak bisa diselesaikan tepat waktu

disebabkan Pihak Tergugat dipanggil melalui Radio (Ghaib), ada

perkara yang diubah menjadi Ghaib setelah dipanggil 2 kali dan ada

yang ditegur karena kekurangan panjar.

No | Perkara Putus Putus Tepat Putus Tidak Keterangan
Waktu Tepat Waktu
1 | 943 perkara 927 perkara 16 perkara -

Berikut rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun

2016 pada Pengadilan Agama Maninjau.
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No | Nomor Perkara Sebab Putus Tidak Tepat Waktu
1 | 216/Pdt.G/2016/PA.LK Harta Waris (Untuk Baca Putusan)
2 | 278/Pdt.G/2016/PA.LK Harta Bersama
3 | 389/Pdt.G/2016/PA.LK Cerai Gugat(Proses Sidang)
4 | 404/Pdt.G/2016/PA.LK Cerai Talak (Ghaib)

n
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5 |407/Pdt.G/2016/PA.LK Cerai Gugat (Ghaib)

6 | 408/Pdt.G/2016/PA.LK Cerai Gugat (Ghaib)

7 | 425/Pdt.G/2016/PA.LK Cerai Gugat (Ghaib)

8 | 456/Pdt.G/2016/PA.LK Cerai Gugat (Ghaib)

9 | 468/Pdt.G/2016/PA.LK Cerai Gugat (Gahib)

10 | 481/Pdt.G/2016/PA.LK Cerai Gugat (Ghaib)

11 | 484/Pdt.G/2016/PA.LK Harta Bersama

12 | 488/Pdt.G/2016/PA.LK Cerai Gugat (Ghaib)

13 | 494/Pdt.G/2016/PA.LK Cerai Gugat (Proses Sidang)
14 | 495/Pdt.G/2016/PA.LK Cerai Gugat (Proses Sidang)
15 | 497/Pdt.G/2016/PA.LK Cerai Talak (Proses Sidang)
16 | 524/Pdt.G/2016/PA.LK Cerai Gugat (Ghaib)

Pengadilan Agama Lubuk Basung
Dari 518 perkara yang diputus Pengadilan Agama Lubuk Basung pada

tahun 2016, dan sebanyak 518 perkara diputus tepat waktu.

No Perkara Putus Putus Tepat | Putus Tidak | Keterangan
Waktu Tepat
Waktu
1 518 perkara 518 perkara 0 perkara
n
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3.2.4 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding, Kasasi dan PK
Perkara Tk. [ yang diputus pada tahun 2016 sejumlah 10.987 perkara
dan Perkara Tk. I yang diajukan pada Tk. Banding pada tahun 2016 sejumlah
49 (empat puluh sembilan) perkara. Perkara Kasasi sejumlah 21 (dua puluh
satu) perkara sedangkan untuk perkara peninjauan kembali hanya 1 (satu).
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

sejumlah 10.938.

3.2.5 Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Jumlah perkara perdata pada pengadilan agama se wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Padang yang berhasil dimediasi sebanyak 50 (lima puluh)
perkara. 1351 perkara tidak berhasil di mediasi. Berikut tabel Mediasi di
Pengadilan Agama se Sumatera Barat:
Tabel 3.31

Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi Tahun 2016
Pengadilan Agama Se Sumatera Barat

Mediasi
No Pengadilan Agama Tidak Berisil Keterangan
Berhasil
1 | PA Padang 381 3 -
2 | PA Pariaman 101 4 -
3  PA Solok 56 3 -
4 | PA Batusangkar 115 3 -
5 | PA Padang Panjang 56 2 -
6 PA Muara Labuh 54 - -
7 |« PA Sijunjung 41 1 -
8 PA Koto Baru 46 2 -
9 | PA Painan 29 3 -
10 PA Lubuk Sikaping 15 1 -
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11  PATalu 34 4 -
12 PA Maninjau 30 3 -
13 | PA Payakumbuh 95 4 -
14 PA Kab Limapuluh Kota 105 4 =
15 | PA Lubung Basung 47 - -
16 PA Sawahlunto 34 12 -
17 @ PA Bukittinggi 112 1 -

JUMLAH 1351 50 -

Perkara yang berhasil di mediasi pada tingkat pertama adalah perkara
gugatan yang diajukan pihak istri atau permohonan yang diajukan pihak
suami, mereka cabut kembali dalam artian mereka kembali rukun dan

harmonis dalam menjalankan rumah tangganya.

3.2.6 Rasio Perkara Terhadap Majelis

Jumlah Perkara masuk pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama
Padang selama tahun 2016 ditambah sisa tahun 2016 dapat dilihat rasio

perkara terhadap majelis hakim sebagai berikut:

Tabel 3.32
Rasio Perkara Terhadap Majelis Tahun 2016
PTA Padang dan PA Se Sumatera Barat

Perkara Rasi "
asio perkara .
Bulan Perdata Juml_ah Jumlah Majelis ma‘:uk ;ii':gi;ﬁg;?
Masuk | Putus Hakim Hakim terh_adfap majelis

majelis
Januari 8 0 18 7 1 0
Februari 5 4 18 7 1 1
Maret 9 7 18 7 1 1
April 2 7 18 8 0 1
Mei 2 0 18 8 0 0
Juni 1 4 18 8 0 1
Juli 8 3 18 8 1 0
Agustus 5 6 18 8 1 1
September 0 4 18 8 0 1
Oktober 2 4 16 7 0 1
November 5 2 16 7 1 0
Desember 2 8 16 7 0 1
Jumlah 49 49 18 8 0,6 0,5
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3.3 Pengelolaan Sarana dan Prasaran

+ Gambaran Umum

Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera
Barat sebanyak 18 (delapan belas) satuan kerja telah melakukan pengelolaan
sarana dan prasarana, baik prasarana gedung maupun sarana fasilitas
gedung dan kesemuanya itu telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Disamping itu Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku Koordinator Wilayah
4 (empat) lingkungan peradilan di Sumatera Barat sebagai perpanjangan
tangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, berfungsi mengkoordinir dan
mengawasi laporan.

Semua sarana dan prasarana gedung tersebut merupakan barang
inventaris kantor telah teraplikasi ke dalam aplikasi SIMAK-BMN (Sistem
Informasi Manajemen Akuntasi Barang Milik Negara). Sesuai peraturan
Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan,
penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN dan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 120/PMK.6/2007
tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara. Salah satunya untuk
pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui opname fisik
barang inventaris (OFBI) disampaikan secara periodik persemester dan
tahunan dari UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) ke UAPPBW
(Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan Mahkamah Agung

RI selaku UAPB (Unit Akuntansi Pengguna Barang).
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+ Inventarisasi Kekayaan Negara

Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi
Agama Padang dan Pengadilan yang berada di wilayah hukumnya terdiri atas
tanah, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset
tak berwujud. Aset dimaksud merupakan sarana dan prasarana Pengadilan
yang dipergunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan.

Adapun golongan dan nilai Barang Milik Negara yang dikelola oleh
Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan yang berada di wilayah

hukumnya pada tahun anggaran 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.33
Data Golongan dan Nilai Aset Tahun 2016
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

NILAI (Rp)
No GOLONGAN
BARANG 2015 2016 2016
1. | Tanah 19.111.479.433 | 18.596.264.695 | 59.883.587.183
2. | Peralatan dan 30.214.272.668 | 30.313.174.880 | 35.911.601.957
Mesin
3. | Gedung dan 83.335.392.552 | 94.676.845.247 | 105.113.953.509
Bangunan
4. | Jalan, Irigasi, 483.170.470 406.344.470 433.075.843
dan Jaringan
5. | Aset Tetap 713.959.987 720.904.777 761.166.635
Lainnya
6. | Aset Tak 72.540.000 72.540.000 81.386.440
Berwujud
Jumlah 133.930.815.110 | 144.786.074.06 | 202.184.771.56
9 7

Sumber: SIMAK-BMN 2016
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Barang Milik Negar Pengadilan

Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat dari 3 (tiga)
tahun terakhir mengalami kenaikan nilai asset. Rincian data asset Pengadilan
dapat juga dilihat pada grafik berikut.

Gambar 3.8

Data Golongan dan Nilai Aset Tahun 2016
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat
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Masing-masing Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Tinggi
Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat dapat dirinci setiap
golongan barang sebagai berikut:

% Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki

atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI untuk

digunakan dalam pelayanan publik.

Nilai tanah Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se

Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2016 sebagai

berikut:
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2016

SATKER

PTA. Padang

PA. Padang

PA. Batusangkar

PA. Bukittinggi

PA. Pariaman

PA. Koto Baru

PA. Lubuk Basung

PA. Lubuk Sikaping

PA. Maninjau

PA. Muara Labuh

PA. Padang Panjang

PA. Painan

PA. Payakumbuh

PA. Sawahlunto

PA. Sijunjung

PA. Solok

PA. Talu

PA. Tanjung Pati
Total

Tabel 3.34
Nilai Aset Tanah
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

2015
2.715.202.000
1.079.200.000
1.407.551.538
1.292.229.000

489.448.000
993.937.500
1.213.800.000
1.151.186.000
1.049.443.445

99.615.000
1.186.520.000

383.050.000
2.001.129.500
1.293.663.850

230.125.000

654.680.000

584.278.000
1.286.420.600

19.111.479.433

NILAI ASET TANAH
(Rp)

2016
2.715.202.000
1.077.200.000

1,407.551538
1.292.229.400

489.448.000

993.937.500
1.213.800.000
1.151.186.000
1.049.443.445

99.615.000
1.186.520.000

383.050.000
2.001.129.500
1.293.663.850

230.125.000

654.680.000

584.278.000
2.180.757.000

18.596.264.695

Sumber: Laporan SIMAK-BMN Korwil PTA Padang

2016
13.684.259.000
7.574.063.000
1.407.551.538
5.349.207.000
892.204.250
993.937.500
1.213.800.000
1.151.186.000
1.049.443.445
99.615.000
7.652.500.000
383.050.000
5.984.628.000
1.293.663.850
23.125.000
9.260.655.000
584.278.000
1.286.420.600
59.883.587.183

Dari tabel terlihat bahwa telah terjadi peningkatan nilai aset tanah
tersebut terjadi karena adanya penilaian kembali aset (Revaluasi
BMN) yang dilakukan oleh pengelola barang dalam hal ini Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang sehingga adanya
perubahan terhadap nilai asset berupa tanah terutama Pengadilan
Tinggi Agama Padang nilai asset tanahnya jauh meningkat
dibandingkan pada tahun 2015 dan 2016 begitu juga Pengadilan Agama

lainnya yang telah melakukan penilaian kembali asset (Revaluasi BMN).
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¢ Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dimaksud disini adalah peralatan dan mesin
yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI
yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan
publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan
mesin ini mencakup antara lain: alat angkutan, alat kantor dan alat
rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, alat pemancar, alat
pengolah data, alat keselamatan kerja, dan alat peraga. Nilai peralatan
dan Mesin TA. 2015, 2016 dan 2016 dapat dirinci sebagaimana berikut:

Tabel 3.35
Nilai Aset Peralatan dan Mesin

PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

SATKER

PTA. Padang

PA. Padang

PA. Batusangkar
PA. Bukittinggi

PA. Pariaman

PA. Koto Baru

PA. Lubuk Basung
PA. Lubuk Sikaping
PA. Maninjau

PA. Muara Labuh
PA. Padang Panjang
PA. Painan

PA. Payakumbuh
PA. Sawahlunto

PA. Sijunjung

PA. Solok

PA. Talu

PA. Tanjung Pati
Total

NILAI ASET PERALATAN DAN MESIN

2015
4.644.091.040

1.748.922.108
2.595.985.311
1.941.504.056
1.511.878.887
1.444.932.928
1.239.372.000

1.733.680.000
1.673.623.951

988.184.651

1.270.983.353
1.377.224.417
1.463.151.421
1.347.302.043
1.291.680.639
1.452.475.747
1.009.445.938
1.479.834.178

30.214.272.668

(Rp)

2016
4.127.938.316
2.294.561.408

956,196,168

1.843.137.923
1.634.118.887
1.687.932.928

1.395.286.900
1.816.012.842

1.913.041.351,00

1.080.791.651
1.420.019.753
1.463.200.417
1.723.792.793
1.476.270.636
1.657.777.639
1.852.528.747
1.040.485.134
1.886.277.555

30.313.174.880
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2016
4.231.921.656

2.803.031.070
1,005,308,060
1.945.624.923
1.834.915.507
1.995.669.200
1.716.384.900
1.952.827.902

2.337.517.328,00

1.405.575.609
1.545.570.563
1.778.402.117
2.047.631.041
2.080.354.305
2.028.286.639
2.248.921.747
1.379.211.930
2.579.755.538

35.911.601.957
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2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2016

nilai aset peralatan dan mesin mengalami kenaikan. Untuk kondisi

kendaraan dinas yang ada pada Pengadilan Agama se Sumatera Barat

dapat dilihat pada Lampiran.4 dan untuk Pengadilan Tinggi Agama

Padang untuk Tahun 2016 sebagai berikut:

No Uraian Tahun Kondisi Ket
Perolehan B RR | RB

1 2 3 4 5 6 7

I | Jenis Kendaraan Roda 4

1 | Sedan Soluna 2002 v | Dalam proses
penghapusan

2 | Sedan Toyota Altis 2008 V

3 | Sedan Toyota Vios 2012 V

4 | Sedan Toyota Altis 2004 V

5 | ToyotaKF80S 2001 v | Dalam proses
penghapusan

6 | Toyota Avanza 2004 vV

7 | Toyota Kijang 2009 V

Innova

8 | Toyota Avanza S 2011 V

9 | Toyota Rush 2011 V

I | Jenis Kendaraan Roda 2

1 | Yamaha Yupiter Z 2004 V

2 | Honda Supra X 2005 V

3 | Honda Supra X 2005 v | Dalam proses
penghapusan

4 | Honda Supra X 2005 V

5 | Honda NF 125 2007 v

6 | Vespa 1987 v | Dalam proses
penghapusan

Sumber: Laporan SIMAK-BMN Korwil PTA Padang

Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dimaksud disini adalah gedung dan

bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah

Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan

pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam gedung

dan bangunan ini mencakup antara lain gedung kantor dan bangunan

n
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rumah negara. Nilai gedung dan bangunan TA. 2015, 2016 dan 2016

dapat dirinci sebagaimana berikut:

Tabel 3.36

Nilai Aset Gedung dan Bangunan

PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

SATKER

PTA. Padang

PA. Padang

PA. Batusangkar

PA. Bukittinggi

PA. Pariaman

PA. Koto Baru

PA. Lubuk Basung

PA. Lubuk Sikaping

PA. Maninjau

PA. Muara Labuh

PA. Padang Panjang

PA. Painan

PA. Payakumbuh

PA. Sawahlunto

PA. Sijunjung

PA. Solok

PA. Talu

PA. Tanjung Pati
Total

Sumber: Laporan SIMAK-BMN Korwil PTA Padang

NILAI ASET GEDUNG DAN BANGUNAN

2015

11.340.486.370

2.334.802.375
7.792.897.299
8.093.743.027
1.791.903.600
1.037.400.138
5.682.155.545
1.733.680.000
8.439.137.000
1.220.646.270
3.251.352.200
1.975.572.000

35.677.743
9.671.602.347
2.030.106.260
6.734.009.633
1.776.727.000
8.393.493.745

83.335.392.552

(Rp)

2016

11.340.486.370

2.334.802.375
7,196,254,481
8.093.743.027
1.791.903.600

11.559.237.388

5.682.155.545
8.325.274.142

8.439.137.000,00

1.270.646.270
3.251.352.200
1.975.572.000
9.838.847.643
1.293.663.850
2.030.106.260
7.279.696.832
1.776.727.000
8.393.493.745

94.676.845.247

2016
10.152.419.000
10.734.560.309

7,118,325,508
12.708.703.000
1.791.903.600
11.559.237.388
5.682.155.545
8.325.274.142
8.439.137.000,00
1.270.646.270
2.909.630.000
1.975.572.000
10.059640.000
1.293.663.850
2.030.106.260
6.330.894.000
1.776.727.000
8.073.684.145
105.113.953.509

Dari tabel terlihat bahwa telah terjadi kenaikan nilai aset Gedung dan

Bangunan yang terjadi karena adanya penilaian kembali aset

(Revaluasi BMN) yang dilakukan oleh pengelola barang dalam hal ini

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang. Untuk kondisi

gedung kantor dan rumah dinas yang ada pada Pengadilan Agama se

Sumatera Barat dapat dilihat pada Lampiran.4 dan untuk Pengadilan

Tinggi Agama Padang untuk Tahun 2016 sebagai berikut
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Kondisi
No | Uraian Jumlah Ket
RR RB

1 Rumah Dinas Ketua

2 Rumah Dinas Wakil Ketua

3 Rumah Dinas Panitera

< & < =

¢ Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud disini adalah jalan, irigasi dan

jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah

Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan

pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam jalan,

irigasi dan jaringan ini mencakup antara lain: instalasi air dan jaringan

LAN. Nilai jalan, irigasi dan jaringan TA. 2015, 2016 dan 2016 dapat

dirinci sebagaimana berikut:

SATKER

PTA. Padang

PA. Padang

PA. Batusangkar
PA. Bukittinggi

PA. Pariaman

PA. Koto Baru

PA. Lubuk Basung
PA. Lubuk Sikaping
PA. Maninjau

PA. Muara Labuh
PA. Padang Panjang
PA. Painan

Tabel 3.37
Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

NILAI ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

2015
196.280.000
0
26.526.000

[=ehehieli]

32.320.000
99.550.000

0
27.834.470

(Rp)

2016

196.280.000
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0
21.883 950
0

[=Riehlel i)

32.320.000
99.550.000

0
27.834.470

2016
151.640.000
0
21.552.375
0

[=RieRlel )

32.320.000
99.550.000

0
27.834.470
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PA. Payakumbuh 0 0 0
PA. Sawahlunto 29.900.000 29.900.000 29.900.000
PA. Sijunjung 0 0 0
PA. Solok 70.760.000 20.460.000 20.460.000
PA. Talu 0 0 49.819.000
PA. Tanjung Pati 0 0 0

Total 483.170.470 406.344.470 433.075.843

Sumber: Laporan SIMAK-BMN Korwil PTA Padang

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2016
nilai aset peralatan dan mesin mengalami kenaikan dibandingkan tahun
anggaran 2015 dan 2016 disebabkan adanya pengadaan pada tahun
2016.
s Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan
kedalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi defenisi aset
tetap. Aset tetap lainnya ini terdiri atas: koreksi perpustakaan/buku
dan barang bercorak seni, budaya dan olah raga. Nilai aset tetap lainnya

TA. 2015, 2016 dan 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.37
Nilai Aset Aset Tetap Lainnya
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

NILAI ASET TETAP LAINNYA

SATKER (Rp)
2015 2016 2016
PTA. Padang 48.382.335 48.382.335 86.247.765
PA. Padang 70.345.726 70.915.626 70.915.626
PA. Batusangkar 3.106.828 3,676,728 3.676.728
PA. Bukittinggi 12.891.460 13.461.360 13.461.360
PA. Pariaman 8.264.740 8.264.740 8.834.640
PA. Koto Baru 35.758.140 36.328.040 36.328.040
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PA. Lubuk Basung 25.562.340 26.132.240 26.132.240
PA. Lubuk Sikaping 16.107.438 16.677.338 16.677.338
PA. Maninjau 84.500.828 85.070.728 85.070.728
PA. Muara Labuh 153.510.040 154.079.440 154.079.440
PA. Padang Panjang 46.076.740 46.076.740 46.646.640
PA. Painan 63.482.190 64.052.090 64.052.090
PA. Payakumbuh 15.246.068 15.815.986 15.815.986
PA. Sawahlunto 11.816.738 12.386.638 12.386.638
PA. Sijunjung 19.013.340 22.266.640 22.266.640
PA. Solok 23.983.390 24.553.290 24.553.290
PA. Talu 70.502.509 71.032.409 68.042.409
PA. Tanjung Pati 5.409.137 5.409.137 5.979.037

Total 713.959.987 720.904.777 761.166.635

Sumber: Laporan SIMAK-BMN Korwil PTA Padang

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2016
nilai aset peralatan dan mesin mengalami kenaikan dibandingkan tahun
anggaran 2015 dan 2016 disebabkan adanya pengadaan pada tahun
2016.

s Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang bisa di
identifikasi, tidak memiliki wujud fisik secara nyata. Aset tak berwujud
yang dimiliki oleh PTA. Padang dan Pengadilan yang berada di
bawahnya terdiri atas: software, aplikasi dan website.

Nilai aset tak berwujud TA 2015, 2016 dan 2016 dapat dirinci sebagai

berikut:
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2016

SATKER

PTA. Padang

PA.
PA.
PA.
PA.
PA.
PA.
PA.
PA.
PA.
PA.
PA.
PA.
PA.
PA.
PA.
PA.
PA.

Padang
Batusangkar
Bukittinggi
Pariaman

Koto Baru
Lubuk Basung
Lubuk Sikaping
Maninjau
Muara Labuh
Padang Panjang
Painan
Payakumbuh
Sawahlunto
Sijunjung
Solok

Talu

Tanjung Pati

Total

Sumber: Laporan SIMAK-BMN Korwil PTA Padang

Tabel 3.38

Nilai Aset Aset Tak Berwujud
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

NILAI ASET TAK BERWUJUD
(Rp)
2015 2016

10.890.000 10.890.000
0 0
0 0
0 0
28.800.000 28.800.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
26.800.000 26.800.000
6.050.000 6.050.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
72.540.000 72.540.000

2016
15.838.220
4.948.220
0
0
33.800.000

O OO oo

26.800.000

S OO0 00 o o

81.386.440

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2016

nilai aset peralatan dan mesin mengalami kenaikan dibandingkan tahun

anggaran 2015 dan 2016 disebabkan adanya pengadaan pada tahun

2016.

Pengadaan dan Penghapusan Di Tahun 2016

1. Pengadaan, Renovasi dan Penghapusan Gedung Kantor

Untuk tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama tidak memperoleh

alokasi belanja modal pembangunan dan renovasi gedung kantor

namun ada beberapa Pengadilan Agama se Sumatera Barat
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memperoleh alokasi untuk pengadaan renovasi gedung kantor. Hal
tersebut dilakukan untuk penyesuian model bentuk gedung kantor
(prototype) yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Berikut
rincian Pengadilan Agama yang memperoleh alokasi belanja adalah

sebagai berikut:

No Satuan Kerja Nilai Perolahan Keterangan

1 | PA Padang 2.090.760.000 Renovasi Gedung Kantor

Pengadaan, Renovasi dan Penghapusan Rumah dinas

Untuk tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan
Agama di Sumatera Barat tidak memperoleh alokasi belanja modal
pembangunan dan renovasi rumah dinas.

Sarana dan Prasarana

Dalam tahun anggaran 2016 Pengadilan Tinggi Agama Padang
memperoleh alokasi belanja modal untuk sarana dan prasarana sebesar
Rp. 435.020.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta dua puluh juta
rupiah) dan Pengadilan Agama di Sumatera Barat mendapatkan alokasi
belanja modal sarana dan prasarana lingkungan peradilan sebesar Rp.
1.766.748.780,-. Rincian belanja modal sarana dan prasarana lingkungan

peradilan tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

No Satuan Kerja Nilai Perolahan

1 PA Padang 52.000.000

2 PA. Batusangkar 245.000.000

3 PA Bukittinggi 107.500.000

4 PA Sijunjung 385.000.000

5 PA Lubuk Sikaping 977.248.780
TOTAL 1.766.748.780

n
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4, Peralatan dan Mesin

Dalam tahun anggaran 2016 Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak
memperoleh alokasi belanja modal peralatan dan mesin dan
Pengadilan Agama di Sumatera Barat mendapatkan alokasi belanja

modal sarana dan prasarana lingkungan peradilan sebesar Rp.

4.339.877.931,-.

Rincian belanja modal

peralatan dan mesin

peradilan tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

No Satuan Kerja Nilai Perolahan
1 PA Padang 513.417.882

2 PA. Batusangkar 245.000.000

3 PA Bukittinggi 107.500.000
4 PA Sawahlunto 356.561.512

5 PA Solok 397.105.000

6 PA Padang Panjang 127.000.000

7 PAMuara Labuh 325.000.000

8 PA Sijunjung 380.000.000

9 PA Koto Baru 310.000.000

10 PA Painan 155.342.000
11 PA Lubuk Sikaping 415.835.060
12 PA Talu 241.800.000
13 PA Maninjau 428.218.477
14 PA Tanjung Pati 16.000.000
15 PA Lubuk Basung 321.098.000

TOTAL 4.339.877.931

5. Kendaraan Dinas

Dalam tahun anggaran 2016 Pengadilan Tinggi Agama Padang dan
Peradilan yang berada dibawahnya tidak mendapatkan alokasi
belanja modal pengadaan kendaraan dinas.

Penghapusan BMN

dilakukan
83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan

Penghapusan aset berdasarkan PMK Nomor

126



P74 Padang-Laporan Tatunan =~ 2016

BMN dan PMK Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian
Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang
kepadaPengguna Barang. Untuk Tahun 2016, PTA Padang telah
melakukan penghapusan terhadap 158 unit BMN peralatan dan
mesin dengan nilai perolehan Rp. 661.797.108,-. 1 unit BMN
peralatan dan mesin dengan nilai perolehan Rp. 103,950.000,-
dalam proses menunggu SK Penghapusan dari Eselon 1, 3 unit
kendaraan bermotor yang terdiri dari 1 unit mobil, 1 unit sepeda
motor dan 1 unit scooter dengan total nilai perolehan Rp
148.102.500,- dalam proses selesai lelang untuk diajukan
permohonan SK penghapusannya ke Eselon 1 (Badan Urusan
Administrasi MARI) Penghapusan BMN pada satuan kerja dapat
dilihat dari tabel berikut:

NO SATKER JENIS BMN NILAI (Rp) SK
YANG
DIHAPUSKAN

1 Pengadilan Peralatan 149.645.250 73.V/BUA/S
Agama dan Mesin K/02/2016
Padang
Panjang

Hibah dan Tukar Menukar BMN

Dalam tahun anggaran 2016 PTA Padang mendapatkan hibah
Barang milik negara berupa Aset tetap lainnya (monografi) sebesar
Rp 37.339.630,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan
ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sedang Pengadilan Agama se
Sumatera Barat tidak mendapatkan hibah dalam tahun anggaran

2016.
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8. Alih Fungsi dan Pinjam Pakai

Alih  Fungsi Barang Milik Negara (BMN) merupakan tindakan
Pengamanan/Penyelamatan BMN, khususnya eks Bangunan Gedung
Kantor yang tidak dipergunakan lagi dan dialih fungsikan menjadi
mess/tempat tinggal untuk pejabat dan pegawai. Alih fungsi bertujuan
untuk menyelamatkan BMN khususnya eks gedung kantor agar tidak
ditelantarkansehingga menjadi BMN idle. Hal itu sesuai dengan PMK
Nomor 246/ PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan
BMN Pasal7 ayat 1 (e) yang berbunyi: Pengguna Barang memiliki
kewenangandan tanggung jawab melakukan Penguasaan dan
Pengendalian atas penggunaan BMN vyang berada dalam
pengawasannya. Peraturan lain yang berkaitan dengan alih fungsi adalah
PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penguasaan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN). Namun
pada tahun 2016, PTA Padang tidak ada melakukan kegiatan alih
fungsi Barang Milik Negara.

3.4 Pengelolaan Keuangan

+  Alokasi Anggaran

Untuk tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan

Agama mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.813.721.332,- (

sembilan puluh lima milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus dua

puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) yang dibagi atas 3 (tiga)

program yaitu:

1.

2.

3.

Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI

Peningkatan manajemen Peradilan Agama
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Sedangkan pada tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Padang dan
Pengadilan Agama mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.
115.563.058.000 (seratus lima belas milyar lima ratus enam puluh tiga juta
lima puluh delapan ribu rupiah). Hal ini menunjukkan adanya pengurangan
alokasi Alokasi anggaran untuk masing-masing program dapat dilihat sebagai
berikut:

Tabel 3.39
Alokasi Anggaran Per-Program
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat
NO PROGRAM PAGU 2016 PAGU 2016
(Rp) (Rp)

1 | Dukungan manajemen dan
tugas teknis lainnya 85.808.473.000 | 82.3.81.914.000
Mahkamah Agung RI

2 | Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 23.760.640.000 | 12.068.039.000
Mahkamah Agung RI
3 | Peningkatan manajemen
Peradilan Agama 931.640.000 1.622.134.000
TOTAL 110.500.753.000 | 96.072.087.000

Rincian anggaran dari masing-masing pagu per-program untuk tahun
2016 sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah
Agung terdiri atas belanja gaji sebesar Rp. 69.041.596.000,- (enam
puluh Sembilan milyar empat puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh
enam ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar gaji aparatur

sipil negara dan belanja barang sebesar Rp 13.340.318.000,- (tiga belas
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milyar tiga ratus emapt puluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)
yang dipergunakan untuk membiayai biaya operasional kantor.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
RI terdiri atas belanja modal sebesar Rp 12.068.039.000,- (dua belas
milyar enam puluh delapan juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang
dipergunakan untuk belanja sarana dan prasarana untuk peningkatan
pelayanan kepada para pencari keadilan.

3.  Program peningkatan manajemen Peradilan Agama terdiri atas belanja
barang sebesar Rp 1.622.134.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh
dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang dipergunakan untuk
peningkatas akses peradilan diantaranya pembebasan perkara, sidang
keliling dan pos layanan hukum untuk para pencari keadilan.

Secara rinci, alokasi anggaran belanja pegawai, belanja barang, belanja
modal dan aggaran Dirjen Badilag yang diterima oleh Pengadilan Tinggi

Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat untuk Tahun

Anggaran 2016 dapat dilihat sebagai berikut:
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Tabel 3.40
Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2016

PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

No Satker Gaji Barang Modal Jumlah Badilag Jumlah
1 | PTA Padang 13.490.273.000 2.109.502.000 435.020.000 | 16.034.795.000 89.250.000 | 16.124.045.000
2 | PAPadang 9.616.791.000 713.372.000 2.632.000.000 | 12.962.163.000 741.074.000 | 13.703.237.000
3 | PA Batusangkar 5.799.273.000 567.772.000 245.000.000 6.612.045.000 101.410.000 6.713.455.000
4 | PA Bukittinggi 4.281.747.000 734.231.000 107.500.000 5.123.478.000 105.920.000 5.229.398.000
5 | PA Pariaman 6.436.577.000 690.208.000 4.339.000.000 | 11.465.785.000 31.500.000 | 11.497.285.000
6 | PA Koto Baru 2.410.181.000 551.772.000 315.000.000 3.276.953.000 37.890.000 3.314.843.000
7 | PA Lubuk Basung 2.146.789.000 668.053.000 322.000.000 3.136.842.000 19.000.000 3.155.842.000
8 | PA Lubuk Sikaping 2.175.291.000 637.578.000 455.000.000 3.267.869.000 21.200.000 3.289.069.000
9 | PA Maninjau 2.181.758.000 582.525.000 430.000.000 3.194.283.000 40.290.000 3.234.573.000
10 | PA Muara Labuh 1.902.354.000 633.718.000 325.000.000 2.861.072.000 27.000.000 2.888.072.000
11 | PA Padang Panjang 2.529.431.000 668.550.000 132.000.000 3.329.981.000 21.200.000 3.351.181.000
12 | PA Painan 2.004.653.000 682.356.000 161.500.000 2.848.509.000 29.500.000 2.878.009.000
13 | PA Payakumbuh 2.819.345.000 570.772.000 645.000.000 4,035.117.000 74.500.000 4.109.617.000
14 | PA Sawahlunto 2.429.745.000 627.054.000 357.211.000 3.414.010.000 38.790.000 3.452.800.000
15 | PA Sijunjung 2.267.391.000 758.855.000 385.000.000 3.411.246.000 53.690.000 3.464.936.000
16 | PA Solok 2.089.190.000 750.410.000 397.308.000 3.236.908.000 100.040.000 3.336.948.000
17 | PATalu 2.160.674.000 616.508.000 254.500.000 3.031.682.000 46.190.000 3.077.872.000
18 | PA Tanjung Pati 2.300.133.000 777.082.000 135.000.000 3.212.215.000 43.690.000 3.255.905.000
Jumlah 69.041.596.000 | 13.340.318.000  12.073.039.000  94.454.953.000  1.622.134.000  96.077.087.000

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran PTA Padang dan PA se Sumatera Barat Tahun 2016
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+ Realisasi Anggaran Tahun 2016
¢ Belanja Pegawai

Alokasi anggaran belanja pegawai untuk tahun anggaran 2016
Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat
pemberoleh pagu sebesar Rp. 69.041.596.000,- (enam puluh Sembilan
milyar empat puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu
rupiah) yang dipergunakan untuk membayar gaji aparatur sipil negara
baik berupa gai pokok, uang makan dan tunjangan lainnya. Berikut
rincian realisasi belanja pegawai Pengadilan Tinggi Agama dan
Pengadilan Agama se Sumatera Barat.

Tabel 3.41

Realisasi belanja pegawai Tahun 2016
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

NO SATKER PAGU REALISASI SISA
1 | PTA Padang 13.490.273.000 | 13.336.698.163 153.574.837
2 | PA Padang 9.616.791.000 9.367.189.365 249.601.635
3  PA Batusangkar 5.799.273.000 6.690.460.080 -891.187.080
4 | PA Bukittinggi 4.281.747.000 5.435.449.554 | -1.153.702.554
5 | PAPariaman 6.436.577.000 6.572.303.595 -135.726.595
6 | PA Koto Baru 2.410.181.000 2.146.562.634 263.618.366
7 | PA Lubuk Basung 2.146.789.000 2.648.025.200 -501.236.200
8 | PA Lubuk Sikaping 2.175.291.000 1.984.751.563 190.539.437
9 | PA Maninjau 2.181.758.000 1.883.665.864 298.092.136
10 | PA Muara Labuh 1.902.354.000 1.939.677.363 -37.323.363
11 | PA Padang Panjang 2.529.431.000 2.380.190.444 149.240.556
12 | PA Painan 2.004.653.000 2.266.505.432 -261.852.432
13 | PA Payakumbuh 2.819.345.000 3.035.324.774 -215.979.774
14 | PA Sawahlunto 2.429.745.000 1.510.022.046 919.722.954
15 | PA Sijunjung 2.267.391.000 1.730.203.814 537.187.186
16 | PA Solok 2.089.180.000 2.381.191.283 -292.011.283
17 | PATalu 2.160.674.000 2.329.406.133 -168.732.133
18 | PA Tanjung Pati 2.300.133.000 2.231.363.000 68.770.000
TOTAL 69.041.586.000 | 69.868.990.307  -827.404.307

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2016
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Berikut merupakan rekapitulasi belanja pegawai Tahun Anggaran
2016 Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se
Sumatera Barat sebagai berikut :

Gambar 3.8
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016

PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

Realisasi Belanja Pegawai
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Belanja Barang

Belanja barang terdiri dari belanja barang operasional dan belanja
barang non operasional yang alan dilaksasanakan untuk kegiatan
kantor.

Berikut merupakan rekapitulasi belanja barang untuk DIPA Badan
Urusan Administrasi (01) Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Tinggi
Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat sebagai

berikut :
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Tabel 3.42

Realisasi Belanja Barang Tahun 2016
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

NO SATKER PAGU REALISASI SISA
1 | PTA Padang 2.109.502.000 2.065.716.941 43.785.059
2 | PAPadang 713.372.000 706.282.877 7.089.123
3 | PA Batusangkar 567.772.000 556.928.262 10.843.738
4 | PA Bukittinggi 734.231.000 697.737.247 36.493.753
5 | PA Pariaman 690.208.000 670.716.461 19.491.539
6 | PA Koto Baru 470.082.000 446.152.830 23.929.170
7 | PA Lubuk Basung 668.053.000 663.311.949 4.741.051
8 | PA Lubuk Sikaping 637.578.000 631.712.805 5.865.195
9 | PA Maninjau 582.525.000 569.944.527 12.580.473
10 | PA Muara Labuh 638.718.000 610.805.129 27.912.871
11 | PA Padang Panjang 668.550.000 629.049.670 39.500.330
12 | PA Painan 682.356.000 655.700.862 26.655.138
13 | PA Payakumbuh 570.772.000 596.025.203 | -25.253.203
14 | PA Sawahlunto 627.054.000 624.194.684 2.859.316
15 | PA Sijunjung 758.855.000 731.544.934 27.310.066
16 | PA Solok 750.410.000 683.538.583 66.871.417
17 | PATalu 616.508.000 614.638.150 1.869.850
18 | PA Tanjung Pati 772.082.000 765.849.958 6.232.042
TOTAL 13.258.628.000  12.919.851.072 | 338.776.928

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2016

Berikut

Administrasi DIPA (01) dapat dilihat pada grafik berikut:

persentase

realisasi

belanja

barang Badan Urusan




Gambar 3.9
Realisasi Belanja Barang Tahun 2016

PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

Realisasi Belanja Barang

M Realisasi

e Belanja Modal
Belanja modal merupakan alokasi belanja yang digunakan untuk
menambah nilai aset berupa pengadaan gedung bangunan, sarana dan
prasarana, peralatan dan mesin .
Berikut rekapitulasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Padang

dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2016:
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Tabel 3.43

Realisasi Belanja Modal Tahun 2016
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

SATKER

PTA Padang

PA Padang

PA Batusangkar

PA Bukittinggi

PA Pariaman

PA Koto Baru

PA Lubuk Basung

PA Lubuk Sikaping

PA Maninjau

PA Muara Labuh

PA Padang Panjang

PA Painan

PA Payakumbuh

PA Sawahlunto

PA Sijunjung

PA Solok

PA Talu

PA Tanjung Pati
TOTAL

PAGU
435.020.000
2.632.000.000
245.000.000
107.500.000
4.339.000.000
315.000.000
322.000.000
455.000.000
430.000.000
325.000.000
132.000.000
161.500.000
645.000.000
357.211.000
385.000.000
397.305.000
254.500.000
135.000.000

12.073.036.000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2016

REALISASI

432.531.560
2.630.325.096
243.745.700
107.477.320
4.334.485.026
311.936.292
321.098.000
420.780.060
429.166.237
307.789.958
130.425.560
160.292.000
644.416.570
356.561.512
378.709.000
396.393.000
252.924.000
134.983.983

11.994.040.874

SISA
2.488.440
1.674.904
1.254.300
22.680
4514974
3.063.708
902.000
34.219.940
833.763
17.210.042
1.574.440
1.208.000
583.430
649.488
6.291.000
912.000
1.576.000
16.017
78.995.126

Berikut merupakan persentasi belanja modal Tahun Anggaran 2016

Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera

Barat dapat dilihat pada grafik berikut:
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Gambar 3.10
Realisasi Belanja Modal Tahun 2016

PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat
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Belanja Barang DIPA Dirjen Badilag (04)
Belanja barang terdiri dari belanja barang operasional dan belanja
berang non operasional yang alan dilaksasanakan untuk kegiatan

kantor. Belanja Barang digunakan untuk kegiatan operasional dan

non operasional kegiatan Dirjen Badilag
Berikut merupakan rekapitulasi anggaran belanja barang untuk DIPA

Dirjen Badan Peradilan Agama (04) Tahun Anggaran 2016 PTA

Padang dan PA se Sumatera Barat sebagai berikut:
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Tabel 3.44
Realisasi Belanja Barang BADILAG Tahun 2016

PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

NO. SATKER PAGU REALISASI SISA
1 | PTA Padang 89.250.000 87.090.550 2.159.450
2 | PAPadang 76.700.000 74.174.000 2.526.000
3 | PA Batusangkar 101.410.000 97.852.400 3.557.600
4 | PA Bukittinggi 105.920.000 105.920.000 0
5 | PA Pariaman 31.500.000 31.500.000 0
6 | PAKoto Baru 37.890.000 37.850.000 40.000
7 | PA Lubuk Basung 19.000.000 19.000.000 0
8 | PA Lubuk Sikaping 21.200.000 20.850.000 350.000
9 | PA Maninjau 40.290.000 39.715.000 575.000
10 | PA Muara Labuh 27.000.000 27.000.000 0
11 | PA Padang Panjang 21.200.000 19.650.000 1.550.000
12 | PA Painan 29.500.000 29.500.000 0
13 | PA Payakumbuh 74.500.000 74.470.000 30.000
14 | PA Sawahlunto 38.790.000 38.625.000 165.000
15 | PA Sijunjung 53.690.000 50.084.000 3.606.000
16 | PA Solok 100.040.000 99.100.000 940.000
17 | PA Talu 46.190.000 45.479.000 711.000
18 | PA Tanjung Pati 43.690.000 43.656.000 34.000
TOTAL 931.640.000 920.154.700 11.497.300

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2016
Berikut merupakan persentasi belanja barang DIPA Dirjen Badilag
Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Tinggi Agama Padang dan
Pengadilan Agama se Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik

berikut:
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Gambar 3.11
Realisasi Belanja Barang BADILAG Tahun 2016

PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat
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+ Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2016

Mahkamah Agung mengelola 2 (dua) kelompok PNPB yaktu (1) PNBP
umum yaitu PNBP yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya dan (2) PNBP yang bersifat fungsional yaitu penerimaan yang
berasal dari hasil pungutan kementerian/lembaga atas jasa yang diberikan
sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi
pelayanan kepada masyarakat. Untuk Mahkamah Agung PNBP fungsional
berkaitan dengan fungsi peradilan.

Berikut ini realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk Tahun
Anggaran 2016 pada Pengadilan Tinggi Agama dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk DIPA Badan Urusan
Administrasi (01)
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk DIPA Badan Urusan
Administarsi (01) untuk tahun 2016 sebesar Rp 6.674.868.155 (enam

milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh
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delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah). Penerimaan tersebut
melebihi 26% dari estimasi pendapatan PNBP Tahun 2016 yang hanya
sebesar Rp 5.287.891.132,- (lima milyar dua ratus delapan puluh tujuh
juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua
rupiah).

Berikut tabel estimasi dan realisasi PNBP untuk DIPA Badan Urusan
Administrasi (01) Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2016 adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.45
Realisasi PNBP DIPA 01 Tahun 2016

PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

NO. SATKER ESTIMASI REALISASI %
1 | PTA Padang 0 73.279.000 0,0%
2 | PAPadang 28.600.000 28.572.827 99,9%
3 | PA Batusangkar 0 39.047.785 0,0%
4 | PA Bukittinggi 5.123.478.000 6.240.664.121 | 121,8%
5 | PA Pariaman 1.000.000 75.503.240 | 7550,3%
6 | PAKoto Baru 3.671.460 12.989.400 | 353,8%
7 | PALubuk Basung 20.300.000 20.251.356 99,8%
8 | PA Lubuk Sikaping 16.922.000 17.890.524 | 105,7%
9 | PA Maninjau 15.200.000 26.834.173 | 176,5%
10 | PA Muara Labuh 2.406.000 2.406.000 | 100,0%
11 PA Padang Panjang 5.328.672 7.448.929 | 139,8%
12 | PA Painan 0 27.213.690 0,0%
13 | PA Payakumbuh 9.990.000 17.679.030 | 177,0%
14 | PA Sawahlunto 6.666.000 5.554.650 83,3%
15  PASijunjung 12.394.000 14.054.712 | 113,4%
16 | PA Solok 18.160.000 19.240.000 | 105,9%
17 PATalu 9.600.000 9.691.388 101,0%
18 | PA Tanjung Pati 14.175.000 36.547.330 | 257,8%
TOTAL 5.287.891.132 6.674.868.155

Sumber: Laporan PNBP 2016

Persentase realisasi peneriman negara bukan pajak (PNBP) DIPA Badan
Urusan Administrasi (01) dengan membandingkan estimasi dapat juga dilhat

berdasarkan diagram dibawah ini:
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Gambar 3.12
Realisasi Penerimaan PNBP DIPA 01 Tahun 2016

PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat
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Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa Peneriman Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk DIPA Badan Urusan Administrasi tahun 2016 jauh

melebihi dri estimasi pendapatan.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk DIPA Badan

Peradilan Agama (04)
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk DIPA Badan Peradilan

Agama (04) untuk tahun 2016 sebesar Rp 589.842.860,- (lima ratus
delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan
ratus enam puluh rupiah). Penerimaan tersebut melebihi 13% dari
estimasi pendapatan PNBP Tahun 2016 yang hanya sebesar Rp
523.034.800,- (lima ratus dua puluh tiga juta tiga puluh empat ribu

delapan ratus rupiah).
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Berikut tabel estimasi dan realisasi PNBP untuk DIPA Badan Peradilan

Agama (04) Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai

berikut:
Tabel 3.46
Realisasi PNBP DIPA 04 Tahun 2016
PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat

NO. ESTIMASI ESTIMASI REALISASI %

1 | PTA Padang 200.000 245.000 122,5%
2 | PAPadang 90.900.000 96.152.300 105,8%

3 | PA Batusangkar 17.910.000 35.413.000 197,7%
4 | PA Bukittinggi 105.920.000 105.920.000 100,0%

5 | PA Pariaman 47.038.800 48.038.800 102,1%
6 | PAKoto Baru 25.800.000 28.700.600 111,2%

7 | PA Lubuk Basung 22.500.000 26.818.900 119,2%

8 | PA Lubuk Sikaping 16.307.000 15.835.300 97,1%

9 | PA Maninjau 13.960.000 12.120.600 86,8%
10 | PA Muara Labuh 17.255.000 17.141.700 99,3%
11 | PA Padang Panjang 19.272.000 20.304.460 105,4%
12 | PA Painan 0 21.583.900 0,0%
13 | PA Payakumbuh 35.703.000 39.802.500 111,5%
14 | PA Sawahlunto 15.453.000 14.031.500 90,8%
15 | PA Sijunjung 20.400.000 18.272.200 89,6%
16 | PA Solok 20.616.000 19.606.500 95,1%
17 | PA Talu 22.600.000 27.830.000 123,1%
18 | PA Tanjung Pati 31.200.000 42.025.600 134,7%

TOTAL 523.034.800 589.842.860

Persentase realisasi peneriman negara bukan pajak (PNBP) DIPA Badan
Peradilan Agama (04) dengan membandingkan estimasi dapat juga dilhat

berdasarkan diagram dibawah ini:
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Gambar 3.13
Realisasi Penerimaan PNBP DIPA 04 Tahun 2016

PTA Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat
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Pengelolaan Keuangan PTA Padang dan Pengadilan Agama yang
berada dilingkungannya

Pelaporan keuangan berbasis akrual

Implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah dimulai
sejak tahun 2015. Hal ini menjadi langkah penting bagi pemerintah
dalam menyediakan informasi yang lebih baik terutama dalam
menyajikan informasi terkait pengukuran kinerja pemerintah.

Kick off Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ini
menjadi tanda dimulainya penerapan akuntansi pemerintahan berbasis
akrual, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, serta PP Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa tahun 2015
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merupakan awal penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh
pemerintah.

Akuntansi berbasis akrual tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban
yang telah dibayarkan oleh pemerintah, namun seluruh beban yang
diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara lebih
wajar. Dengan demikian pengelolaan keuangan negara dapat dikelola
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan negara sesuai dengan amanat UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 7 Permenkeu RI Nomor 177/PMK.05/2015 tanggal
21 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penyusunan
Laporan Keuangan Berbasis Akrual secara penuh mulai Tahun
Anggaran 2015. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI yang
digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan meliputi LRA,
Neraca LO, LPE, dan CaLK.

Dalam rangka mendukung Kkeberhasilan penerapan akuntansi
berbasisakrual pada Mahkamah Agung RI, kegiatan yang telah
dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai berikut:

a. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan Sistim Akuntansi

Instansi Berbasis Akrual baik yang diadakan oleh Mahkamah
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Agung, maupun yang di adakan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Padang.
b. Mengadakan sosialisasi, rekonsiliasi dan konsolidasi SAIBA dengan
satker yang berada di bawah Korwil PTA Padang
c. Melaksanakan rekonsiliasi internal dan eksternal dengan KPPN
Padang
Penatausahaan PNBP
Melalui pengembangan aplikasi PNBP Mahkamah Agung RI Online pada
SIMARI, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan di bawahnya lebih sistematis dalam melakukan tugas dan
fungsinya mulai dari Penetapan Target PNBP, Penerimaan Uang PNBP,
Penyetoran Uang PNBP, Pembukuan PNBP, Pelaporan Realisasi PNBP,
sehingga seluruh Bendahara Penerimaan akan tertib, seragam, dan
lebih akuntabel dalam pengelolaanpenatausahaan PNBP. Sesuai dengan
Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 96/BUA/
HM.01.2/4/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Penggunaan Modul
Aplikasi PNBP Mahkamah Agung RI Online, Bendahara Penerimaan
pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya
diwajibkan untuk menggunakan aplikasi PNBP Mahkamah Agung RI
Online website https://simari.mahkamahagung.go.id
Prestasi Pengadilan Agama dalam pengelolaan keuangan
Sebagai bentuk ketaatan Pengadilan Agama Padang dalam mengelola

keuangan yang berada dalam penguasaannya secara tertib, sampai
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dengan tahun 2016 telah diperoleh penghargaan-penghargaan dari
instansi terkait, sebagai berikut:
Tabel 3.47

Prestasi Dalam Pengelolaan Keuangan Tahun 2016
Pengadilan Agama se Sumatera Barat

No SATKER Kategori Jenis Instansi Ket
Pemberi
Penghargaan
1. Pengadilan Agama | Satker Berprestasi KPPN
Padang Pelaksanaan Anggaran dan | Padang

Pelaporan

2 PA Solok Penyerapan tercepat DJPB Peringkat
Semester | Sumatera | III
Belanja Modal 0 s/d 20 Barat
Milyar

3 PA Painan Rekonsiliasi Paling Tepat KPPN Terbaik
Waktu dan Akurat pada Painan

Triwulan III Tahun 2015

4 PA Painan RealisasiPenyerapanAngg | KPPN Terbaik II
aranTriwulan III dengan Painan
PAGU Rp.2.000.000.000,-
s/d Rp.4.000.000,-
5 PA Lubuk Sikaping | Pengelola Keuangan KPPN Juara III
Terbaik Lubuk
Sikaping
6 PA Talu Laporan Keuangan tingkat | KPPN
UAKPA Lubuk
Sikaping
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3.5 Dukungan Teknologi Informasi

+ Kebijakan Umum Dalam Pengembangan Teknologi Informasi
Penyelenggaraan peradilan didasarkan pada asas sederhana, cepat dan
biaya ringan. 1 Asas tersebut, khususnya asas peradilan cepat,
merupakan asas universal yang dianut oleh seluruh peradilan di dunia.
Universalitas asas ini terlihat dari adagium justice delayed is justice
denied yang lahir sejak satu abad sebelum masehi dan senantiasa dirujuk
oleh tokoh-tokoh dunia. Adagium tersebut bermakna bahwa proses
peradilan yang lambat sama dengan tidak memberikan keadilan kepada
para pihak. Ia lahir secara induktif dari ekspektasi publik terhadap
penanganan perkara yang cepat sehingga segera memberikan keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan. Senada dengan asas yang disebutkan
dalam Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut,
Konsorsium Internasional untuk Pengadilan yang Unggul (International
Consortium for Court Excellence, ICCE) menyebutkan bahwa
penyelenggaraan peradilan harus dilakukan secara efektif dan
efisien. Inilah mungkin pemicu Kata yang diucapka Ketua Mahkamah
Agung di Makasar:

“SEBELUM AYAM JANTAN BERKOKOK TAHUN 2018 PENGADILAN
HARUS MENGIMPLEMENTASIKAN SIPP 3.2.0.”

Mahkamah Agung merupakan Lembaga publik dalam sistem peradilan
Indonesia. Mahkamah Agung telah lama berkomitmen untuk melakukan

perubahan dalam upaya memberikan pelayanan kepada publik.
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Optimalisasi teknologi informasi (TI) merupakan keharusan sebuah
lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan
layanan kepada publik / Masyarakat, hal ini merupakan komitmen
Mahkamah Agung yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung
Republik Indonesia 2010 - 2035. Terkait Sistem Informasi Penerusuran
Perkara (SIPP), Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH.,, MH
mengatakan bahwa semua Pengadilan harus segera
mengimplementasikan SIPP versi 3.2.0 ini di pengadilan masing masing.
Sehigga “sebelum ayam jantan berkokok tahun 2018, seluruh
pengadilan sudah menerapkan SIPP versi 3.2.0 ini”, hal ini
disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam acara peluncuran
Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan penyerahan Sertifikasi
Penjaminan Mutu kepada 4 (empat) lingkungan peradilan, bertempat di
Ball Room Hotel Clarion, Kamis,29/11/2016.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi
berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat.
Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor
kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik
dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan
efesien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media
yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk
mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya
murah. Sehingga dengan format SIPP versi 3.2.0, masyarakat dapat

mengontrol pelaksanaan proses pengadilan melalui Webside, dimana

n'
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terdapat fitur - fitur baru yaitu penambahan fungsi template, delegasi
online, dan integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara
(SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan.

Menyikapi intruksi Ketua mahkamah Agung tersebut atas perintah
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal ...melaksanakan
Sosialisasi pelaksanaan SIPP fersi 3.2 di hotel Daima dengan peserta
operator SIPP seluruh Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi
Agama Padang.

Pengembangan Teknologi Informasi di Lingkungan PTA. Padang
dan Badan Peradilan dibawahnya

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
144 /KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011
tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan. Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Badan Peradilan di
bawahnya secara parsial atas inisiatif kepentingan masing-masing Satker
mendayagunakan teknologi informasi (TI) sebagai sarana dalam
memberikan layanan informasi yang diperlukan internal organisasi

maupun para pencari keadilan.
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3.6 Regulasi Tahun 2016

Regulasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah
mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau
pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya:
pembatasan hukum yang diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi
pengaturan diri oleh suatu institusi peradilan seperti melalui norma atau
peraturan hukum berupa PERMA, PERSEKMA, yurisprudensi atau keputusan
yang sudah disepakati. Seseorang dapat mempertimbangkan regulasi dalam
tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti hukuman disiplin).

Pada hakikatnya Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan
perubahan dan pembaruan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintah yang menyangkut beberapa aspek. Dalam melaksanakan proses
bisnis tersebut pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama
se wilayah PTA Padangtelah mengeluarkan berbagai macam regulasi yang
bertujuan untuk mengelola perubahan-perubahan yang terjadi dalam
praktek pelayanan publik. Dokumen-dokumen tersebut telah dikelompokkan
pada masing-masing area 1 sampai area 8 yaitu :

1. Pengadilan Tinggi Agama Padang

1. Manajemen Perubahan

Selama tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah
mengeluarkan berbagai macam regulasi yang bertujuan untuk
mengelola perubahan-perubahan yang terjadi dalam praktek

pelayanan publik. Adapun regulasi-regulasi yang dikeluarkan untuk

n
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manajemen perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang selama

tahun 2016 adalah sbb:

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor:
W3-A/151/0T.01.2/1/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama
Padang.

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Nomor:W3-A/1470/KP.07.1/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016
tentang Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada
Pengadilan Tinggi Agama Padang.

c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Nomor:W3-A/1045/KP.04.6/V1/2016 tanggal 05Juni 2016
tentang Penunjukan Role Model pada Pengadilan Tinggi Agama
Padang.

. Perundang-undangan

Inventori peraturan undang-undang merupakan salah satu aktivitas

yang harus dilakukan sesuai dengan buku Pedoman Umum Reformasi

Birokrasi Mahkamah Agung sebagai bagian dari penyempurnaan

pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam pelaksanaan inventori

perundang-undangan, Mahkamah Agung telah melakukan kompilasi

Peraturan Perundang-Undangan dan Kajian Peraturan Perundang-

undangan. Pada tingkat Satker, Pengadilan menerima hasil inventori

tersebut kemudian menindaklanjutinya dengan kegiatan sebagai

berikut :
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a. Menelaah dan melaksanakan peraturan;

b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh Pengadilan di lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Padang;

c. Menindaklanjuti dengan surat keputusan tingkat Satker baik
dengan keputusan Ketua atau lainnya;

d. Mengarsipkan dalam perpustakaan untuk dipelajari.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
dan penguatan organisasi Pengadilan Tinggi Agama Padangadalah
sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor:
W3-A/1364/KP.04.6/VIII/2016 tanggal 07 Agustus 2016 tentang
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)
Pengadilan Tinggi Agama Padang;

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor :
W3-A/045/HM.01.2/1/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Hubungan Masyarakat
Pengadilan Tinggi Agama Padang;

c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor :
W3-A/1313/0T.01.2/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang
Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan;

d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor :

W3-A/495/HM.02/111/2016 tanggal 02 Maret 2016 tentang
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Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

e. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor :
W3-A/016/KP.04.6/1/2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang Tim
Teknologi Informasi dan Pengelola Website.

4. Penataan Tata Laksana

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
tata laksana Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Nomor : W3-A/119/0T.01.2/1/2016 tanggal 10 Januari 2016
tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP);

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Nomor : W3-A/168/KP.04.6/1/2016 tanggal 18 Januari 2016
tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi;

c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Nomor : W3-A/170/KP.04.6/1/2016 tanggal 18 Januari 2016
tentang Pembentukan Tim Pengelola Penanganan Pengaduan;

d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Nomor : W3-A/010/0T.01.2/1/2016 tanggal 04 Januari 2016
tentang Pembentukan Tim Reviu SOP Tahun 2016 Pengadilan

Tinggi Agama Padang.
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5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
sistem manajemen SDM Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah
sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Nomor : W3-A/1045/KP.04.6/V1/2016 tanggal 05 Juni 2016
tentang Penunjukan Role Model Pengadilan Tinggi Agama
Padang Tahun 2016;

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Nomor : W3-A/171/KP.04.6/1/2016 tanggal 18Januari 2016
tentang Panitia Penunjukan Role Model Reformasi Birokrasi
Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2016;

6. Penguatan Akuntabilitas

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penguatan akuntabilitas Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah
sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Nomor : W3-A/119/0T.01.2/1/2016 tanggal 10 Januari 2016
tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjlP);

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Nomor : W3-A/1046/0T.01.2/VI/2016 tanggal 06Juni 2016
tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rencana Strategis dan

Turunannya pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
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7. Penguatan Pengawasan

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penguatan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah
sebagai berikut:
a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Nomor : W3-A/1975/PS.01/XI/2016 tanggal 10 November
2016 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim
Pembina dan Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Padang;
b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Nomor : W3-A/1975/KP.07.1/VIII/2016 tanggal 31Agustus
2016 tentang Tim Asistensi Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Padang.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik Pengadilan Tinggi Agama
Padang adalah sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Nomor : W3-A/168/KP.04.6/1/2016 tanggal 18 Januari 2016
tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi;

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Nomor : W3-A/170/KP.04.6/1/2016 tanggal 18 Januari 2016

tentang Pembentukan Tim Pengelola Penanganan Pengaduan;
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c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Nomor : W3-A/016/KP.04.6/1/2016 tanggal 06 Januari 2016
tentang Tim Teknologi Informasi dan Pengelola Website.

2. Pengadilan Agama Padang
1. Manajemen Perubahan

Selama tahun 2016, Pengadilan Agama Padang Kelas IA telah

mengeluarkan berbagai macam keputusan yang bertujuan untuk

mengelola perubahan-perubahan yang terjadi dalam praktek
pelayanan publik pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Adapun
regulasi-regulasi yang dikeluarkan untuk manajemen perubahan

pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA selama tahun 2016

adalah sbb:

a. SKTim Akreditasi Penjaminan Mutu

b. SKPembentukan Tim Penyusunan Program Kerja

c. SK Pembentukan Pembagian Tugas dan Tanggungjawab Ketua

dan Waka
2. Penataan dan Penguatan Organisasi

Adapun keputusan yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk

penataan dan penguatan organisasi Pengadilan Agama Padang

Kelas [A adalah sebagai berikut:

untuk mewujudkan Performa/ Kinerja Peradilan Indonesia yang

Unggul/ Prima (Indonesia Court Performance Excellent/ ICPE),

Pengadilan Agama Padang Kelas IA melaksanakan Akreditasi

Penjaminan Mutu Peradilan Agama dengan membentuk Tim
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Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Padang
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang

Nomor W3-A1/2373/KP.07.1/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.

. Penataan Tata Laksana

Adapun keputusan yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penataan tata laksana Pengadilan Agama Padang Kelas IA adalah
sebagai berikut:

Membentuk tim pengelola layanan Pengaduan (Petugas Meja
Pengaduan) Pengadilan Agama Padang Kelas IA berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Nomor W3-
A1/121/HM.01.1/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 dimana anggota
tim sekaligus sebagai penanggungjawab penggunaan aplikasi
SIWAS MA-RI (Sistim Informasi Pengawasan) Bawas MA RI

. Penataan Sistem Manajemen SDM

Adapun keputusan yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penataan sistem manajemen SDM Pengadilan Agama Padang Kelas
IA adalah sebagai berikut:

dalam rangka Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja pegawai
Pengadilan Agama Padang sebagai anggota KORPRI yang menjadi
Abdi Negara dalam pelayanan masyarakat, ditetapkan pelaksanaan
Upacara KORPRI pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA setiap

tanggal 17 tiap bulannya.
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5. Penguatan Akuntabilitas
Adapun keputusan yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penguatan akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Kelas 1A adalah
sebagai berikut:
Membentuk tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah(LKjIP) Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang
bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan tugas sehari-hari
Pengadilan Agama Padang Tahun 2016 serta penyusunan laporan
kinerja.

6. Penguatan Pengawasan
Adapun keputusan yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penguatan pengawasan Pengadilan Agama Padang Kelas IA adalah
sebagai berikut:
Membentuk tim pengelola layanan Pengaduan (Petugas Meja
Pengaduan) Pengadilan Agama Padang Kelas IA berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Nomor W3-
A1/121/HM.01.1/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 dimana anggota
tim sekaligus sebagai penanggungjawab penggunaan aplikasi
SIWAS MA-RI (Sistim Informasi Pengawasan) Bawas MA R, dst.

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Adapun keputusan yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama Padang

Kelas IA adalah sebagai berikut:
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untuk mendukung kelancaran tugas pengadilan sebagai pelayan
publik dan tertib administrasi perkara, perlu adanya pembinaan
dan pengawasan serta evaluasi atas efektifitas pelaksanaan tugas
pengelolaan Teknologi Informasi secara umum dan optimalisasi
SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) secara khusus di
Pengadilan Agama Padang Kelas [A dengan menunjuk Hakim
pengawas bidang Teknologi Informasi (IT) Pengadilan Agama
Padang yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan
pembinaan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja
tim Pengelola Teknologi Informasi dan SIPP agar pelaksanaan
tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengadilan Agama Pariaman

Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B telah membentuk tim
reformasi birokrasi (RB) sesuai dengan amanat pasal 5 Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2015 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B
Nomor: W3-A2/1369.a/0T.01.2/1X/2016 tanggal 19 September 2016,
dengan uraian kelompok dan kegiatan reformasi birokrasi sebagai

berikut:
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1. Manajemen Perubahan

Secara umum manajemen perubahan, antara lain mencakup

aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1) Mendefinisikan dan menanamkan nilai-nilai baru, sikap,
norma dan perilaku dalam sebuah organisasi yang
mendukung cara-cara baru melakukan pekerjaan dan
mengatasi resistensi terhadap perubahan.

Untuk mendukung hal itu telah dilakukan antara lain :

(a) Merubah paradigma bahwa sesungguhnya aparat
pengadilan adalah pelayan bagi masyarakat, bukan
sebaliknya. Karena sesungguhnya ASN digaji oleh
masyarakat sehingga wajib mengutamakan
pelayanan.

(b) Disiplin dalam melaksanakan tugas dengan
menerapkan sanksi pemotongan tunjangan kinerja
bagi PNS yang melanggar ketentuan jam kerja.

(c) Penerapan presensi online.

2) Membangun konsensus diantara pemangku kepentingan
pada perubahan spesifik yang dirancang untuk lebih
memenuhi kebutuhan mereka.

Untuk mendukung hal itu telah dilakukan hal sebagai
berikut :

(a) Melakukan survey dengan kuisioner;

(b) Membuat SOP (standart operational procedure).
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3) Mengelola proses perubahan besar dalam menerapkan
teknologi informasi, proses bisnis, struktur organisasi dan
tugas pekerjaan untuk mengurangi resiko dan biaya
perubahan, serta mengoptimalkan manfaatnya.

Untuk mendukung hal itu telah dilakukan hal sebagai
berikut :

(a) Membangun website;

(b) Menggunakan beberapa aplikasi dalam mendukung
percepatan pelayanan seperti optimalisasi SIPP
dalam penanganan perkara.

4) Mengidentifikasi dan membahas resiko-resiko mereka
yang terlibat dalam melaksanaan perubahan, memperkuat
kemampuan individu dan organisasi untuk menangani
perubahan dengan baik.

Untuk mendukung hal itu telah diadakan rapat, diskusi,

bedah berkas, DDTK di pengadilan tingkat pertama dan

pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di tingkat banding.
2. Perundang-undangan

Inventori peraturan undang-undang merupakan salah satu

aktivitas yang harus dilakukan sesuai dengan buku Pedoman

Umum Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung sebagai bagian

dari penyempurnaan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam

pelaksanaan inventori perundang-undangan, Mahkamah

Agung telah melakukan kompilasi Peraturan Perundang-
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Undangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan. Pada
tingkat Satker, Pengadilan Agama hanya menerima hasil
inventori tersebut kemudian menindaklanjutinya dengan
kegiatan sebagai berikut :
e. Menelaah dan melaksanakan peraturan;
f. Melakukan sosialisasi kepada pegawai dan pemangku
kepentingan;
g. Menindaklanjuti dengan surat keputusan tingkat Satker
baik dengan keputusan Ketua atau lainnya;
h. Mengarsipkan dalam perpustakaan untuk dipelajari.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Salah satu arahan strategis yang dirumuskan berdasarkan hasil
ODA adalah perlunya merumuskan kembali (redefinisi) visi
dan misi. Visi dan misi yang baru ini menjadi tujuan pencapaian
Mahkamah Agung di masa depan sebagai respon
mengantisipasi perkembangan kebutuhan para pemangku
kepentingan. Visi dan misi Mahkamah Agung yang baru adalah
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”,
sedangkan Misinya adalah :
. Menjaga kemandirian badan peradilan;
. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan;
. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

n
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Sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung tersebut,
Pengadilan Agama Pariaman Kelas [.B telah merumuskan visi dan misi
sebagai berikut :

Visi “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
YANG AGUNG”
sedangkan Misinya adalah :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan
Agama Pariaman;

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat perncari
keadilan;

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Penguatan organisasi telah terwujud seiring dengan
diberlakukannya peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan
Peradilan. Dalam penataan organisasi Pengadilan Agama Pariaman
Kelas I.B juga telah melakukan analisa beban kerja untuk masing-
masing pegawai.

4. Penataan Tata Laksana
Dalam melakukan penatalaksanaan Pengadilan Agama Pariaman
Kelas [B telah dilakukan dengan cara penyusunan dan
pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 296
SOP yaitu 278 SOP teknis dan 18 SOP non-teknis yang terdiri dari :

a. SOP Perkara Permohonan (Voluntair) sebanyak 13 SOP
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. SOP Perkara Cerai Talak (para pihak satu wilayah) sebanyak 33
SOP

SOP Perkara Cerai Talak (Salah satu pihak tinggal diluar
wilayah hukum) sebanyak 34 SOP

. SOP Perkara Cerai Gugat (Pihak Tergugat tidak diketahui
tempat tinggalnya/ghaib) sebanyak 25 SOP

SOP Perkara Cerai Gugat (Salah satu pihak tinggal di luar
negeri) sebanyak 25 SOP

SOP Perkara Gugatan Lainnya, diantaranya Waris, Harta
Bersama, Wakaf, dll (para pihak satu wilayah) sebanyak 25 SOP
SOP Perkara Gugatan Lainnya, diantaranya Waris, Harta
Bersama, Wakaf, dll (Salah satu pihak tinggal diluar wilayah
hukum) sebanyak 26 SOP :

. SOP Perkara Verzet sebanyak 24 SOP

SOP Perkara Darden Verzet sebanyak 24 SOP

SOP Administrasi Perkara Banding pada Tk Pertama sebanyak
12 SOP

SOP Administrasi Perkara Kasasi pada Tk Pertama sebanyak 10
SOP

SOP Administrasi Perkara Peninjauan Kembali (PK) pada Tk
Pertama sebanyak 11 SOP

. SOP Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang sebanyak 7 SOP

. SOP Eksekusi Riil sebanyak 6 SOP

SOP Konsignasi sebanyak 3 SOP
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5.

p. SOP Keskretariatan sebanyak 60 SOP

Penataan Sistem Manajemen SDM
Penataan sistem manajemen SDM telah dilakukan dengan
memberlakukan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Menyusun

formulir Catatan Harian Pegawai.

Penguatan Akuntabilitas
Nilai-nilai organisasi Mahkamah Agung telah dirumuskan dan
diharapkan akan membentuk budaya organisasi dan menjadi
pedoman perilaku warga badan peradilan. Nilai-nilai yang
dimaksud adalah:
a. Kemandirian kekuasaan kehakiman
b. Integritas dan kejujuran
c. Akuntabilitas
d. Responsibilitas
e. Keterbukaan
f. Ketidakberpihakan
g. Perlakuan yang sama di hadapan hukum
Penguatan akuntabilitas dilakukan dalam hal penyelesaian
perkara yang tepat waktu, pengelolaan keuangan negara

termasuk PNBP, evaluasi pekerjaan dan manjemen informasi.
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~

. Penguatan Pengawasan
Penguatan pengawasan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas

I.B dilakukan dengan:

<]

. Menegakan disiplin kinerja dengan memberlakukan presensi

online

o

. Melayani Pengaduan masyarakat

(@]

. Pengawasan reguler minimal 2 kali 1 tahun
d. Pengawasan melekat oleh atasan langsung, dan

e. Penegakan kode etik

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilakukan hal-
hal sebagai berikut:
a. Penggunaan aplikasi SIPP;
b. Pendaftaran perkara online;
c. SMS gateway;
d. Panjar online;
e. Pelayanan meja informasi;
f. Upgrade website;
g. Penambahan majelis hakim;
h. Renovasi dan perluasan kantor selama 2 tahun dan akan

dilanjutkan pada tahun 2018.
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4. Pengadilan Agama Batusangkar

Dalammelaksanakan tugastugas Peradilan baik yang berhubungan
dengantugas pokok maupun yang berkaitan dengan tugas penunjang,
Pengadilan Agama Batusangkar telah ikut berperan aktif menerapkan
program reformasi birokrasi sebagai bagian dari program nasional untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baikdengan berupaya melaku reformasi pada delapan

area, yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi
dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja
individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program
ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk
melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan
budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi.

2. Penataan peraturan perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat
meningkatkanefektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan
yang dikeluarkanoleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.
Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih
peraturan pada tingkat satuan kerja serta efektifitas dalam pengelolaan

peraturan perundang-undangan.
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3. Penataan dan penguatan organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk
mengatasimasalah yang paling sering muncul dari satuan kerja. Tujuan
utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efesiensi organisasi
kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai
dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi

menjadi tepatfungsi dan tepat ukuran.

4. Penataan ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas
sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien dan terukur
pada masing-masing instansi. Target program penataan Kketatalaksanaan
adalah meningkatnyapenggunakan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan dan manajemen pemerintah, adannya efesiensi proses

manajemen dan meningkatnya kinerja aparatur.

5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Sudah menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi.
Program ini diharapkan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia yang
profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi
aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat
dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi
jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem

penilaian kinerja.
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6. Penguatan pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada Pengadilan
Agama Batusangkar. Target dari Program ini adalah meningkatnya
kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara danmenurunnya tingkat
penyalahgunaan wewenang dari masing-

masingkementerian/lembaga/pemerintah daerah.

7. Penguatan akuntabilitas kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitaskinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin
dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan
yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan
penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem

manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi

pemerintah.

Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instasi
pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan
yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan

Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta

' 128



P74 Padang-Laporan Tatanan = 2016

peningkatan partisipasimasyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan

publik melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

Untuk mewujudkan perubahan-perubahan pada delapan area
sebagaimanatersebut diatas, di Pengadilan Agama Batusangkar telah

berupaya maksimal mengambillangkah-langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Membuat rancangan dan matrik program kerja Pengadilan Agama
Batusangkar tahun 2016 dan garis panduan dalamrangka mencapai
target yang telah ditentukan sesuai dengan Anggaran yang ada
didalam DIPA.

2. Membenahi sistem manajemen penanganan perkara baik yang
berhubungan dengan Personil petugas ataupun yang berhubungan
dengan Instrumennya dalam rangka percepatan dan Efisiensi
permasalahan dan penyelesaian perkara.

3. Menegakkan Disiplin Pegawai yang baku atau yang telah ada sesuai
dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku selama ini. Hal ini
diharapkan lahirnya suatu kesadaran dalam setiap pribadi Pegawai
itu sendiri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah
dipercayakan kepada masing-masingnya. Disiplin ini meliputi disiplin
waktu, disiplin berpakaian, disiplin ilmu (penambahan wawasan) atau
hal-hal lain yang menunjang dari tugas-tugas di Kantor. Dengan
lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
No.071/KMA/SK./V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang ketentuan

penegakan Disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan
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Khusus Kinerja Pegawai.peningkatan Disiplin Pegawai lebih
dioptimalkan.

Membuat rincian Job Description mulai dari Pimpinan sampai tenaga
Honorer melalui penerbitan Surat Keputusan dari Pimpinan
Pengadilan atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk seluruh
Pegawai. Hal ini diharapkan bahwa seluruh Pegawai memiliki
pedoman dan mengetahui apa yang menjadi tugas pokoknya dalam
melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

. Menanamkan rasa kebersamaan dan keharmonisan antara Pegawai
melalui sarana olah raga,Senam dan gotong royong atau sarana lain
seperti Sholat berjamaah dan kuliah tujuh menit (kultum). Dengan
program ini diharapkan setiap Pegawai dapat bekerja sama dan saling
melengkapi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan pada
mereka.

. Memotivasi para Pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan
ketrampilan serta wawasan, dibidang teknis atau pengetahuan
lainnya. Hal ini dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan
melalui acara diskusi atau pertemuan-pertemuan yang telah
diprogramkan. Disamping itu dengan memberikan dorongan agar
dapat melanjutkan kuliah Program Strata 1 (S1) atau Strata 2 (S2).

. Melaksanakan Program unggulan Sertifikasi Akreditasi Pejaminan
Mutu Pengadilan untuk Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima
kepada pencari keadilan khusunya dan masyarakat pada umumnya

dan Instansi - insatasi Pemerintah terkait
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8. Melaksanakan rekreasi bersama dengan mengikutsertakan keluarga
untuk menghilangkan kejenuhan dalam bekerja dan meningkatkan
silahturahmi dengan keluarga besar Pengadilan Agama Batusangkar

5. Pengadilan Agama BuKkittinggi

Pengertian Regulasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah
mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau
pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya:
pembatasan hukum yang diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi
pengaturan diri oleh suatu institusi peradilan seperti melalui norma atau
peraturan hukum berupa PERMA, PERSEKMA, yurisprudensi atau
keputusan yang sudah disepakati. Seseorang dapat mempertimbangkan
regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti

hukuman disiplin).

Pada hakikatnya Reformasi Birokrasi adalah wupaya untuk
melakukan perubahan dan pembaruan yang mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut beberapa aspek.
Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B telah mengeluarkan berbagai
macam regulasi yang bertujuan untuk mengelola perubahan-perubahan
yang terjadi dalam praktek pelayanan publik pada Pengadilan Agama
Bukittinggi Kelas 1B. Dokumen-dokumen tersebut telah dikelompokkan

pada masing-masing area 1 sampai area 8 yaitu :
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1. Manajemen Perubahan

a.

SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang Tim Pengelola Meja

Informasi

. SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang Susunan Majelis Hakim dan

Jadwal Hari Persidangan.

SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang Penunjukan Kasir
Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B .

SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang Penunjukan Koordinator
dan Petugas Penanganan . Delegasi Bantuan
Panggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas

1B.

. SK Ketua tentang Tim Pengelola dan Rencana Kegiatan Biaya Proses

(RKBP)

SK Tim Pelaksananaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu

Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:

1) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 03 Tahun 2010 Standar
Informasi Publik

4) SE MARI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu

5) SK Ketua MARI Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2010 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan

6) Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Agama
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7) Cetak Biru Pembaharuan MA Tahun 2010-2035
8) Keputusan Dirjen Badilag MARI No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011
tentang Program/Prioritas Unggulan Dirjen Badilag
2. Perundang-undangan
Adapun regulasi yang dikeluarkan sebagai juknis dari peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi selama tahun 2016 adalah
sebagai berikut
a. SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang SOP, yang terdiri dari :
1) SOP Proses Penerimaan dan Penyelesaian Perkara
2) SOP PP, Meja |, Meja ], dan Meja III
3) SOP Sekretaris, Subbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana, Subbag. Umum dan Keuangan, dan Subbag. Perencanaan,
TI dan Pelaporan
4) SOP Hakim dan Juru sita
b. SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang Penunjukan Meja
Pengaduan, meliputi :
1) Bagan Mekanisme Pengaduan
2) Register Pengaduan
3) Laporan Petugas Meja Pengaduan Kepada Ketua
4) Dokumen Pengaduan yang ditindak lanjuti
c. Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari :
1) SK Ketua MARI Nomor: 076/KMA/SK/1/2009 tentang Penanganan

Pengaduan
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2) SK Ketua MARI No.216/KMA/SK/XII/2011 tentang Penanganan

Pengaduan lewat SMS.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Data Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B .

a.

b.

Data Nama Pejabat Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B .

Profil Pejabat Tahun 2016 Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B .
Data Riwayat Jabatan Tahun 2016 Pengadilan Agama Bukittinggi
Kelas 1B.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B yang

dilengkapi nama Pejabat/Pegawai dan disertai dengan foto-fotonya.

. Statistik Pegawai Tahun 2016 Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B

Data Kenaikan Pangkat Tahun 2016 Pengadilan Agama Bukittinggi
Kelas 1B.
Data Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2016 Pengadilan Agama Bukittinggi

Kelas 1B.

. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2016 Pengadilan Agama

Bukittinggi Kelas 1B .

Data Bezetting Tahun 2016 Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B .
Rekapitulasi Cuti Pegawai PA Bukittinggi Kelas 1B Tahun 2016
Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B.

SK Ketua tentang Penunjukan Tim Pengawas Disiplin Pegawai dan

Petugas Absensi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B Tahun 2016.
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l. SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang Job Descriptions yang
disertai Uraian Tugas masing-masing Pegawai.

m.SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang Pembentukan Tim
Penyusun Reviu Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Agama
Bukittinggi Kelas 1B .

n. SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang Reviu Penetapan Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B .

0. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 bagi Pejabat Pengadilan Agama
Bukittinggi Kelas 1B

p. SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang Penunjukan Juru
Bicara/Hubungan Masyarakat.

g- Bagan tentang Prosedur Berperkara di PA Bukittinggi Kelas 1B

r. SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang Penunjukan Petugas
Perpustakaan

4. Penataan Tata Laksana
SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang Penunjukan Tim Teknologi

Informasi.

a. SK Ketua tentang Penujukan Tim Pengawas Displin Pegawai dan
Petugas Absensi.

b. SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang Penunjukan Petugas SIADPA
dan SIPP

c. SK Ketua tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama PA
Bukittinggi Kelas 1B.

d. SK Ketua tentang Penunjukan Tim Penyusun LKjIP 2016
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SK Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2016
SK Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengelola Keuangan Tahun 2016

SK Bendahara Pengeluaran.

. SK Pengelola SIMAK BMN

SK Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
SK Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang

dan Jasa.

. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM)

a.

SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang Pengangkatan Pegawai

Honorer

. SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang Badan Pertimbangan

Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B.

SK tentang Penghuni Rumah Dinas.

. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan.

. SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang Penanggung Jawab

Absensi/Daftar Hadir.
Daftar Penerima Satya Lencana, 30, 20, dan 10 tahun

Profil Kepegawaian yang ditampilkan di website PA Bukittinggi Kelas

1B

. Program Penguatan Pengawasan

Dokumen-dokumen yang disediakan.

a.

b.

SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang Penunjukan Penerima dan
Penyetor PNBP

Laporan Tahunan PA Bukittinggi Kelas 1B Tahun 2016
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g.

Laporan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2016

Dokumen Bukti Hasil Evaluasi / Monitoring terhadap Laporan
Keuangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran

Dokumen RKA-KL dan DIPA

SK Penunjukan Pejabat Pengadaan

SK tentang Pemegang Mobil dan Kendaraan Bermotor

7. Program Penataan Akuntabilitas Kinerja

a. SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang Penunjukkan Koordinator
Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang.

b. SK Ketua PA. Bukittinggi Kelas 1B tentang Panjar Biaya Perkara.

c. Dokumen Laporan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Tahun
2016

d. Dokumen Tindak lanjut Hasil Pengawasan

e. Jadwal Waktu Pelayanan

f.Penyajian Informasi di Website PA Bukittinggi Kelas 1B

g. Transparansi Putusan di website

h. Penyajian Informasi melalui pamflet, Pengumuman dan Brosur

i. Tersedianya Meja Informasi

j. Tersedianya Register Informasi

k. Dokumen adanya Permohonan Informasi

l. Informasi Penting yang disajikan meliputi :
1) Prosedur Berperkara
2) Prosedur Pengaduan

3) Prosedur untuk memperoleh informasi

n
137



P74 Padang-Laporan Tatanan = 2016

4) Tata Cara berperkara secara Prodeo
5) Transparansi Biaya Panggilan
6) Komponen Panjar Biaya Perkara pada PA Bukittinggi Kelas 1B,
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
7) Tersedianya Kotak Saran
8) Jenis-jenis Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
9) Daftar Hakim Mediator
10) Hak-hak Pencari Keadilan
11) Jadwal Sidang
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Tersedianya Pelayanan Publik dan Meja Informasi yang berbasis
Elektronik seperti :

1) Perangkat Komputer
2) Televisi Media Center
3) Touch Screen
4) Antrian Sidang.
5) Informasi Perkara via Website

b. SK Ketua PA Bukittinggi Kelas 1B tentang Penunjukan Tempat Sidang

di luar gedung Pengadilan tahun 2016
c. Dokumen Penyelesaian Perkara Prodeo

d. Tersedianya ruangan laktasi.
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6. Pengadilan Agama Solok

9. Manajemen Perubahan

Selama tahun 2016, Pengadilan Agama Solok telah mengeluarkan
berbagai macam regulasi yang bertujuan untuk mengelola perubahan-
perubahan yang terjadi dalam praktek pelayanan publik pada
Pengadilan Agama Solok Adapun regulasi-regulasi yang dikeluarkan
untuk manajemen perubahan pada Pengadilan Agama Solok selama
tahun 2016 adalah sbb:
a. SKPembentukan Reformasi Birokrasi
10. Perundang-undangan

Adapun regulasi yang dikeluarkan sebagai juknis untuk dari peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi selama tahun 2016 tidak ada
(nihil).

11. Penataan dan Penguatan Organisasi

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
dan penguatan organisasi Pengadilan Agama Solok adalah sebagai
berikut:

b. Tim Promosi dan Mutasi

c. SKPenunjukan Petugas Pembina Apel Pagi

d. SKPengangkatan Tenaga Honorer

e. SKTenaga Satpam

f. SK Tenaga Supir

g. SKTenaga Pramubakti

h. SK Tenaga Sukarela
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i. SKPenanggung Jawab Kendaraan Roda Empat (4)

j. SKPenanggung Jawab Kendaraan Roda Dua (2)

k. SKPenanggung Jawab Laptop

l. SKPenetapan Penanggung Jawab Gotong Royong

m. SK Pemakaian Papan Pengumuman Resmi

n. SKPenunjukan Tim Penilai Role Model/ Panutan

o. SKPenunjukan Petugas Persidangan

p. SKPenunjukan TIM Penyusunan Revieu Renstra 2015-2019

g- SKPenetapan Pejabat/Pegawai Serta Honorer sebagai Tokoh
Role Model/Panutan

r. SKTenaga Sukarela

12. Penataan Tata Laksana

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
tata laksana Pengadilan Agama Solok adalah sebagai berikut:
a. SKPenunjukan Petugas Kasir
b. SK Penunjukan Mediator
c. SKPenyusunan Majelis Hakim
d. SKPendelegasian Tugas dan Wewenang Ketua Kepada Wakil
Ketua
e. SKPenunjukan Petugas Pengelolaan Portal Tabayun
f. SKPenunjukan Petugas Anonimasi Putusan Perkara
g. SKPenunjukan Meja LILIII, Pengisian Buku Induk Keuangan
Perkara dan Buku Register

h. SK Bendahara Pengeluaran
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i. SKDIPA

j.  SKPenunjuan Bendahara Penerima

k. SKPengeloaan Biaya Proses/ dan Pengelolaannya

l. SKPanjar Biaya Perkara

m. SK Daftar Urut Senioritas Hakim dan Panitera/ Panitera
Pengganti

n. SKPenunjukan Notulen dan Petugas Dokumentasi Rapat

o. Pennjukan Pembuat komitmen dan Bendahara Biaya Proses/
Atk Penyelesaian Perkara

p.- SK Susunan Majelis Hakim dan Panitera Sidang pada Sidang
Keliling

g. SKPenunjukan Admin/Operator Sistem Informasi
Kepegawaian

r. SKSusunan Majelis Ekonomi Syariah

13. Penataan Sistem Manajemen SDM

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
sistem manajemen SDM Pengadilan Agama Solok adalah sebagai
berikut:

a. SK Susunan Pengurus PTWP

b. SKTata Tertib Kedinasan

14. Penguatan Akuntabilitas

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk

penguatan akuntabilitas Pengadilan Agama Soloktidak ada (nihil).
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15. Penguatan Pengawasan

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk

penguatan pengawasan Pengadilan Agama Solok adalah sebagai

berikut:

a. SKPenunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Absensi

b. SK Penunjukan Tim Pengawas Terhadap Pelaksanaan
Keputusan KMA RI tentang Ketentuan Pemberian Tunjangan
Khusus Kinerja Pegawai

c. SKPenunjukan Hakim Pengawas Bidang

d. SK Penunjukan Tim Pemeriksa terhadap Pelaksanaan Perma
No. 07 Tahun 2016

e. SKPedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan PA Solok

f. SK  Penunjukan Pelaksanaan Penanganan Benturan
Kepentingan

g. SKPembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat

16. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk

peningkatan kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama Solok

adalah sebagai berikut:

a.

b.

C.

d.

SK Tim Meja Pengaduan dan Pengaduan Online
SK Penunjukan Juru Bicara

SK Pembentukan TIM Pengelola Meja Informasi
SK Penjunjukan Petugas Meja Resepsionis

SK Pembentukan Tim JDIH
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7. Pengadilan Agama Padang Panjang

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Padang Panjang telah
melaksanakan berbagai kebijakan dan regulasi untuk kelancaran tupoksi.
Regulasi tersebut merupakan aplikasi dari 8 area reformasi birokrasi yang

telah dicetuskan oleh Mahkamah Agung RI. 8 area tersebut adalah :

17. Manajemen Perubahan

Selama tahun 2016, Pengadilan Agama Padang Panjang telah
mengeluarkan berbagai macam regulasi yang bertujuan untuk
mengelola perubahan-perubahan yang terjadi dalam praktek
pelayanan publik pada Pengadilan Agama Padang Panjang Adapun
regulasi-regulasi yang dikeluarkan untuk manajemen perubahan pada
Pengadilan Agama Panjang selama tahun 2016 adalah sbb:

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/041/0T.01.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Padang
Panjang.

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/039/0T.01.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang TIM Penilai Role Model Pada Pengadilan Agama
Padang Panjang.

c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/040/0T.01.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016

tentang Role Model Pada Pengadilan Agama Padang Panjang.
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d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/881/0T.01.3/X/2016 tanggal 02 Oktober
2016 tentang Pembentukan TIM Akreditasi Penjaminan Mutu.

18. Perundang-undangan

Pengadilan Agama Padang Panjang selama tahun 2016 telah
melakukan sosialisasi baik di internal satker maupun ke masyarakat,
seperti sosialisasi perma no 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu
sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah
Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, buku nikah dan
akta kelahiran. Adapun regulasi yang dikeluarkan sebagai juknis
untuk dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi selama
tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/003/HK.05/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Padang
Panjang, merupakan harmonisasi tentang penetapan SK Radius
di Pengadilan Agama Padang Panjang yang di buat setiap
tahunnya.

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/150/HK.05/1/2016 tanggal 19 Januari 2016
tentang Susunan Panitia Sidang isbat Nikah Terpadu

Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2016.
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19. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penguatan organisasi berdasarkan PerMA nomor 7 tahun 2015
tentang struktur kesekretariatan dan kepaniteraan bagi badan
peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka struktur kesekretariatan
dan kepaniteraan di Pengadilan Agama Padang Panjang telah
terbentuk, namun masih terdapat posisi yang kosong di Pengadilan
Agama Padang Panjang yaitu Jabatan Sekretaris terhitung mulai
tanggal 01 Juni 2016 dikarenakan Sekretaris yang lama sudah
memasuki usia pensiun.

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
dan penguatan organisasi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah
sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/030/KP.04.6/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Pembentukan Badan pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2016.

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/036/KP.04.6/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Ketua Kepada
Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang.

20. Penataan Tata Laksana

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
tata laksana Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai

berikut:
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a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/043/KP.04.6/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang TIM Penyusunan Review Rencana Strategis 2015 -
2019 Pengadilan Agama Padang Panjang.

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/006/0T.01.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Penunjukan Petugas TIM Aplikasi SIPP Pengadilan
Agama Padang Panjang Tahun 2016.

c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/013/0T.01.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Penunjukan Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan
Agama Padang Panjang.

21. Penataan Sistem Manajemen SDM

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
sistem manajemen SDM Pengadilan Agama Padang Panjang adalah
sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/040/0T.01.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Role Model Pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/029/0T.01.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Penunjukan Petugas Pengelola Teknologi Informasi

(TI) Pengadilan Agama Padang Panjang.
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22. Penguatan Akuntabilitas

Cetak Biru Peradilan 2010 - 2035, reformasi birokrasi menjadi fokus
dari upaya-upaya pembaruan peradilan. Dalam hal ini Pengadilan
Agama Padang Panjang turut serta menyukseskan penguatan
akuntabiltas dalam mendorong reformasi birokrasi yang telah
dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI. Penguatan akuntabilitas
Pengadilan Agama Padang Panjang salah satunya adalah
penandatanganan pernyataan perjanjian kinerja pejabat teknis
maupun non teknis.

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penguatan akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang adalah
sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/006/0T.01.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Penunjukan Petugas TIM Aplikasi SIPP Pengadilan
Agama Padang Panjang Tahun 2016.

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/029/0T.01.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Penunjukan Petugas Pengelola Teknologi Informasi
(TI) Pengadilan Agama Padang Panjang.

c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/031/0T.01.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2016.
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d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/1190/0T.01.1/1/2016 tanggal 22 Desember
2016 tentang Tim Penyusun Laporan Tahunan 2016
Pengadilan Agama Padang Panjang.
e. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/1193/0T.01.1/1/2016 tanggal 22 Desember
2016 tentang TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2016.
23. Penguatan Pengawasan
Pengawasan Internal di lingkungan Pengadilan Agama Padang
Panjang Kelas Il semuanya berjalan efektif dan efisien sesuai dengan
program kerja yang direncanakan di Tahun 2016 berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Internal di lingkungan lembaga Peradilan.
Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan

peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu :

e Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang
bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan
oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif
dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana

kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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e Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan
oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk
melaksanakan tugas tersebut dalam satuan Kkerja tersendiri
yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga
peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penguatan pengawasan Pengadilan Agama Padang Panjang adalah
sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/001/0T.01.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Penanganan Meja Pengaduan di Pengadilan Agama
Padang Panjang.

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/025/0T.01.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan
Agama Padang Panjang.

24. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil
setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau
pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara

pelayanan publik.
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Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama Padang
Panjang adalah sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/013/0T.01.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Penunjukan Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan
Agama Padang Panjang.

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/001/0T.01.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Penanganan Meja Pengaduan di Pengadilan Agama
Padang Panjang.

c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/010/0T.01.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Penunjukan Petugas Meja [, Meja II dn Meja III.

d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor: W3-A8/038/0T.01.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Penunjukan Tim Pengelola Website Pengadilan Agama
Padang Panjang.

8. Pengadilan Agama Muara Labuh

9. Manajemen Perubahan

Selama tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Labuh telah
mengeluarkan berbagai macam regulasi yang bertujuan untuk
mengelola perubahan-perubahan yang terjadi dalam praktek

pelayanan publik pada Pengadilan Agama Muara Labuh. Adapun
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regulasi-regulasi yang dikeluarkan untuk manajemen perubahan pada
Pengadilan Agama Muara Labuh selama tahun 2016 adalah sbb:
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh :

a. No. W3-A9/31/HM.02.3/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Pembentukan Tim Implementasi SIPP pada Pengadilan
Agama Muara Labuh.

b. No. W3-A9/15/Kp.04.5/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Pembentukan Majelis Hakim, Panitera dan Panitera
Pengganti Pengadilan Agama Muara Labuh, yang telah diubah
dengan Keputusan No. W3-A9/747/Kp.04.5/1X/2016 tanggal
27 September 2016 karena pergantian Wakil Ketua Pengadilan
Agama Muara Labuh.

c. No. W3-A9/24/Kp.07.6/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Penunjukan Petugas Meja I, Meja II, Meja IIl dan
Pengisian Buku Induk Keuangan Perkara pada Pengadilan
Agama Muara Labuh.

d. No. W3-A9/14/Kp.07.6/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Penunjukan Petugas Kasir Biaya Perkara pada
Pengadilan Agama Muara Labuh.

10. Perundang-undangan

Adapun regulasi yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi selama tahun 2016 adalah
sebagai berikut :

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh :

n
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a. No. W3-A9/90/Kp.01.3/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Penunjukan Tim Penyusunan Program Kerja pada
Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016.

b. No. W3-A9/39/Kp.04.6/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Pembentukan Tim Teknologi Informasi Pengadilan
Agama Muara Labuh.

c. No. W3-A9/82/Hk.05/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Muara
Labuh.

11. Penataan dan Penguatan Organisasi

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
dan penguatan organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh adalah
sebagai berikut :

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh :

a. No. W3-A9/01/Kp.00.3/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Uraian Tugas (Job Description) Pejabat/Pegawai
Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016.

b. No. W3-A9/18/Kp.02.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Baperjakat pada Pengadilan Agama Muara Labuh yang
telah diubah dengan Keputusan No. W3-
A9/743/Kp.02.1/1X/2016 tanggal 27 September 2016 karena

pergantian Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh.
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c. Struktur Organisasi yang telah diubah pada tanggal 27
September 2016 karena pergantian Wakil Ketua Pengadilan
Agama Muara Labuh.

12. Penataan Tata Laksana

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
tata laksana Pengadilan Agama Muara Labuh adalah sebagai berikut:
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh :

a. No. W3-A9/84/Kp.02/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Tim Pengawas Penegakan Disiplin Pegawai Pengadilan Agama
Muara Labuh Tahun 2016 yang telah diubah dengan Keputusan
No. W3-A9/740/Kp.02/1X/2016 tanggal 27 September 2016
karena pergantian Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara
Labuh.

b. No. W3-A9/237/Kp.02.1/111/2016 tanggal 01 Maret 2016
tentang Penunjukan Pengawas Absensi Hakim dan Pegawai
Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Muara Labuh yang telah
diubah dengan Keputusan No. W3-A9/739/Kp.02.1/ 1X/2016
tanggal 27 September 2016 karena pergantian Wakil Ketua
Pengadilan Agama Muara Labuh.

c. No. W3-A9/28/Kp.02.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Penunjukan Petugas Daftar Hadir dan Daftar Pulang
Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Muara

Labuh.
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13. Penataan Sistem Manajemen SDM

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
sistem manajemen SDM Pengadilan Agama Muara Labuh adalah
sebagai berikut:

a. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh No. W3-
A9/655/0T.01.3/1X/ 2016 tanggal 04 September 2016 tentang
Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan
Agama Muara Labuh Tahun 2016 yang telah diubah dengan
Keputusan No. W3-A9/668/0T.01.3/1X/2016 tanggal 28
September 2016.

b. SOP Izin Belajar

14. Penguatan Akuntabilitas

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penguatan akuntabilitas Pengadilan Agama Muara Labuh adalah
sebagai berikut:

a. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh No. W3-
A9/39/Kp.04.6/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Pembentukan Tim Teknologi Informasi Pengadilan Agama
Muara Labubh.

b. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh No. W3-
A9/13/Kp.04.5/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Penunjukan Tim Penyusun LKjIP Tahun 2016 Pengadilan

Agama Muara Labubh.
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c. Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Muara Labuh No. W3-
A9/86/KU.01/ 1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama
Muara Labuh Tahun Anggaran 2016.

d. Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Muara Labuh No. W3-
A9/87/KU.01/ 1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Penunjukan Tim Pengelola DIPA Pengadilan Agama Muara
Labuh Tahun Anggaran 2016.

15. Penguatan Pengawasan
Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penguatan pengawasan Pengadilan Agama Muara Labuh adalah
sebagai berikut:
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh :

a. No. W3-A9/31/HM.02.3/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Pembentukan Tim Implementasi SIPP pada Pengadilan
Agama Muara Labuh.

b. No. W3-A9/12/Kp.04.5/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Penunjukan Hakim Pengawas Absensi pada Pengadilan
Agama Muara Labuh yang telah diubah dengan Keputusan No.
W3-A9/746/Kp.04.5/ 1X/2016 tanggal 27 September 2016
karena pergantian Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara

Labuh.
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16. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama Muara
Labuh adalah sebagai berikut:

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labubh :

a. No. W3-A9/282/KU.04.2/111/2016 tanggal 16 Maret 2016
tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Muara
Labuh Tahun 2016.

b. No. W3-A9/40/KU.04.2/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Radis dan Biaya Panggilan pada Pengadilan Agama
Muara.

c. No. W3-A9/34/Kp.07.6/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi ( PPID ) pada Pengadilan Agama Muara Labubh.

d. No. W3-A9/35/HM.01.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016
tentang Penunjukan Pejabat Tugas Hubungan Masyarakat pada
Pengadilan Agama Muara Labubh.

e. No.W3-A9/748/HM.01.1/1X/2016 tanggal 27 September 2016
tentang Penunjukan Tim Pengelola Meja Pengaduan
Pengadilan Agama Muara Labubh.

f. No. W3-A9/275/Kp.04.5/111/2016 tanggal 10 Maret 2016
tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum ( JDIH ) di Pengadilan Agama Muara

Labuh.
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17.Pengadilan Agama Sijunjung

18.

19.

Manajemen Perubahan

Selama tahun 2016, Pengadilan Agama Sijunjung telah mengeluarkan
berbagai macam regulasi yang bertujuan untuk mengelola perubahan-
perubahan yang terjadi dalam praktek pelayanan publik pada
Pengadilan Agama Sijunjung Adapun regulasi-regulasi yang
dikeluarkan untuk manajemen perubahan pada Pengadilan Agama
Sijunjung selama tahun 2016 adalah sbb:

Tersusunnya strategi manajemen perubahan, yaitu renstra 2015-
2019, kode etik perilaku pegawai, sasaran kinerja pegawai.

Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Meliputi :

Laporan pelaksanaan tugas yang dilakukan pada setiap rapat

dinas bulanan secara periodik

Perundang-undangan

Adapun regulasi yang dikeluarkan sebagai juknis untuk dari peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi selama tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

a. Penataan Perpustakaan dengan mengelompokkan sesuai
dengan disiplin ilmunya dan memilah-milah antara Peraturan
Perundang-undangan dengan buku lainnya.

b. Menghimpun peraturan perundang-undangan dari
Undang-undang sampai dengan sema dan disosialisasikan

kepada semua pegawai untuk dilaksanakan.

n
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20. Penataan dan Penguatan Organisasi

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
dan penguatan organisasi Pengadilan Agama Sijunjung adalah sebagai
berikut:

a. Pembuatan Surat Keputusan, Job Description yang
diberikan kepada pegawai sesuai dengan beban kerja dan
jabatan masing-masing.

b. Melengkapi dokumen Sikep (Sistem Informasi

Kepegawaian) Mahkamah Agung RI.

21.Penataan Tata Laksana

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
tata laksana Pengadilan Agama Sijunjung adalah sebagai berikut:
a. Membuat daftar sumber daya manusia dibidang IT kepada
Pegawai dengan SK IT dan Hakim pengawas bidang IT
b. Selalu sinkronisasi SIPP di Mahkamah Agung RI
C. Selalu mengupdate kegiatan yang dilaksanakan melalui
website Pengadilan Agama Sijunjung.
d. Membuat SOP dan pedoman kerja untuk melaksanakan

tugas dan fungsi

22.Penataan Sistem Manajemen SDM
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Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
sistem manajemen SDM Pengadilan Agama Sijunjung adalah sebagai
berikut:
a. Mengusulkan kepangkatan dalam jabatan dan kenaikan
pangkat pegawai yang memenubhi syarat.
b. Mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai

baik fungsional maupun structural

g

Mengikutsertakan diklat bagi pegawai baik fungsional

maupun struktural

d. Mengadakan pengukuran sasaran kinerja pegawai
e. Membuat Penilaian kerja Pegawai
f. Melaksanakan DTTK dalam rangka memaksimalkan

kinerja pegawai

23. Penguatan Akuntabilitas

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penguatan akuntabilitas Pengadilan Agama Sijunjung adalah sebagai
berikut:

a. Membuat laporan akuntabilitas kinerja dan laporan

kinerja lainnya

b. Membuat pedoman dan SOP (Standar Operating
Procedure)
C. Membuat pedoman SOP berkaitan dengan penetapan dan

pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama)
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24. Penguatan Pengawasan

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penguatan pengawasan Pengadilan Agama Sijunjung adalah sebagai
berikut:

a. Membuat Surat Keputusan Hakim Pengawas bidang dan

kewajiban melaporkan hasil pengawasannya.

b. Pengawasan terhadap laporan perkara.
C. Pengawasan terhadap laporan realisasi anggaran.
d. Melaksanakan Sidak terhadap pegawai secara berkala.

25. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama Sijunjung
adalah sebagai berikut:

a. Membuat penunjukkan Surat Keputusan Humas
Pengadilan Agama Sijunjung.

b. Membuat Surat Keputusan Pengaduan.

C. Memberikan keterangan atau nasehat kepada instansi lain,
terkait dengan surat-surat yang diajukan oleh Kementerian
Agama / Kantor Urusan Agama

d. Membuat layanan yang memberikan kemudahan kepada
masyarakat berbasis IT.

e. Menerima prakerin, KKL dan magang bagi perguruan

tinggi maupun Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
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26.Pengadilan Agama Koto Baru

25. Manajemen Perubahan

Selama tahun 2016, Pengadilan Agama Koto Baru telah mengeluarkan
berbagai macam regulasi yang bertujuan untuk mengelola perubahan-
perubahan yang terjadi dalam praktek pelayanan publik pada
Pengadilan Agama Koto Baru Adapun regulasi-regulasi yang
dikeluarkan untuk manajemen perubahan pada Pengadilan Agama
Koto Baru selama tahun 2016 adalah sbb:

h. SK Ketua PA Koto Baru tentang Tim Pengelola Meja Informasi

i. SK Ketua PA Koto Baru tentang Susunan Majelis Hakim dan Jadwal
Hari Persidangan.

j- SK Ketua PA Koto Baru tentang Penunjukan Kasir Pengadilan Agama
Koto Baru.

k. SK Ketua PA Koto Baru tentang Penunjukan Koordinator dan Petugas
Penanganan. Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan pada
Pengadilan Agama Koto Baru.

. SK Ketua tentang Tim Pengelola dan Rencana Kegiatan Biaya Proses
(RKBP)

m. Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:

1) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 03 Tahun 2010 Standar

Informasi Publik
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26.

4) SE MARI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu

5) SK Ketua MARI Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2010 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan

6) Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama

7) Cetak Biru Pembaharuan MA Tahun 2010-2035

8) Keputusan Dirjen Badilag MARI No. 0017 /Dj.A/SK/VII/2011
tentang Program/Prioritas Unggulan Dirjen Badilag

Perundang-undangan

Adapun regulasi yang dikeluarkan sebagai juknis untuk dari peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi selama tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

SK Ketua PA Koto Baru tentang SOP, yang terdiri dari :

5) SOP Proses Penerimaan dan Penyelesaian Perkara

6) SOP PP, Meja I, Meja II, dan Meja Il

7) SOP Sekretaris, Subbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana, Subbag. Umum dan Keuangan, dan Subbag. Perencanaan,
TI dan Pelaporan

8) SOP Hakim dan Juru sita

. SK Ketua PA Koto Baru tentang Penunjukan Meja Pengaduan, meliputi

5) Bagan Mekanisme Pengaduan
6) Register Pengaduan

7) Laporan Petugas Meja Pengaduan Kepada Ketua

n
' 162



P74 Padang-Laporan Tatanan = 2016

8) Dokumen Pengaduan yang ditindak lanjuti
f. Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari :
3) SKKetua MARI Nomor: 076/KMA/SK/1/2009 tentang

Penanganan Pengaduan

27.Penataan dan Penguatan Organisasi

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
dan penguatan organisasi Pengadilan Agama Koto Baru adalah sebagai
berikut:

Data Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Koto Baru.

a. Data Nama Pejabat Pengadilan Agama Koto Baru.

b. Profil Pejabat Tahun 2016 Pengadilan Agama Koto Baru.

c. Data Riwayat Jabatan Tahun 2016 Pengadilan Agama Koto Baru.

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Koto Baru yang dilengkapi
nama Pejabat/Pegawai dan disertai dengan foto-fotonya.

e. Statistik Pegawai Tahun 2016 Pengadilan Agama Koto Baru.

f. Data Kenaikan Pangkat Tahun 2016 Pengadilan Agama Koto Baru.

g. Data Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2016 Pengadilan Agama Koto Baru.

h. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2016 Pengadilan Agama Koto
Baru.

i. Data Bezetting Tahun 2016 Pengadilan Agama Koto Baru.

j. Rekapitulasi Cuti Pegawai PA Koto Baru Tahun 2016 Pengadilan

Agama Koto Baru.
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28.

SK Ketua tentang Penunjukan Tim Pengawas Disiplin Pegawai dan
Petugas Absensi Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2016.
SK Ketua PA Koto Baru tentang Job Descriptions yang disertai Uraian

Tugas masing-masing Pegawai.

.SK Ketua PA Koto Baru tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu

Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Agama Koto Baru.

SK Ketua PA Koto Baru tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Agama Koto Baru.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 bagi Pejabat Pengadilan Agama Koto

Baru

. SK Ketua PA Koto Baru tentang Penunjukan Juru Bicara/Hubungan

Masyarakat.

. Bagan tentang Prosedur Berperkara di PA Koto Baru

SK Ketua PA Koto Baru tentang Penunjukan Petugas Perpustakaan

Penataan Tata Laksana

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan

tata laksana Pengadilan Agama Koto Baru adalah sebagai berikut:

SK Ketua PA Koto Baru tentang Penunjukan Tim Teknologi Informasi.

k.

1.

m.

n.

0.

SK Ketua tentang Penujukan Tim Pengawas Displin Pegawai dan
Petugas Absensi.

SK Ketua PA Koto Baru tentang Penunjukan Petugas SIADPA dan SIPP
SK Ketua tentang Penunjukan Tim Penyusun LKjIP 2016

SK Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2016

SK Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengelola Keuangan Tahun 2016
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29.

30.

. SK Bendahara Pengeluaran.

. SK Pengelola SIMAK BMN

SK Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
SK Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang

dan Jasa.

Penataan Sistem Manajemen SDM

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
sistem manajemen SDM Pengadilan Agama Koto Baru adalah sebagai

berikut:

. SK Ketua PA Koto Baru tentang Pengangkatan Pegawai Honorer

SK Ketua PA Koto Baru tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan Pengadilan Agama Koto Baru.

Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan.

SK Ketua PA Koto Baru tentang Penanggung Jawab Absensi/Daftar
Hadir.

Daftar Penerima Satya Lencana, 30, 20, dan 10 tahun

.Profil Kepegawaian yang ditampilkan di website PA Koto Baru

Penguatan Akuntabilitas

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penguatan akuntabilitas Pengadilan Agama Koto Baru adalah sebagai

berikut:
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h. SK Ketua PA Koto Baru tentang Penunjukan Penerima dan Penyetor
PNBP
i. Laporan Tahunan PA Koto Baru Tahun 2016
j. Laporan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2016
k. Dokumen Bukti Hasil Evaluasi / Monitoring terhadap Laporan
Keuangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
l. Dokumen RKA-KL dan DIPA
m. SK Penunjukan Pejabat Pengadaan
SK tentang Pemegang Mobil dan Kendaraan Bermotor
31. Penguatan Pengawasan
Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penguatan pengawasan Pengadilan Agama Koto Baru adalah sebagai
berikut:
m.SK Ketua PA Koto Baru tentang Penunjukkan Koordinator Pengawas
dan Hakim Pengawas Bidang.
n. SK Ketua PA. Koto Baru tentang Panjar Biaya Perkara.
0. Dokumen Laporan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Tahun
2016
p. Dokumen Tindak lanjut Hasil Pengawasan
g- Jadwal Waktu Pelayanan
r.Penyajian Informasi di Website PA Koto Baru
s.Transparansi Putusan di website
t.Penyajian Informasi melalui pamflet, Pengumuman dan Brosur

u. Tersedianya Meja Informasi
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v. Tersedianya Register Informasi
w. Dokumen adanya Permohonan Informasi
x. Informasi Penting yang disajikan meliputi :
12) Prosedur Berperkara
13) Prosedur Pengaduan
14) Prosedur untuk memperoleh informasi
15) Tata Cara berperkara secara Prodeo
16) Transparansi Biaya Panggilan
17) Komponen Panjar Biaya Perkara pada PA Koto Baru, Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali.
18) Tersedianya Kotak Saran
19) Jenis-jenis Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
20) Daftar Hakim Mediator
21) Hak-hak Pencari Keadilan
1.11 Jadwal Sidang

32. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama Koto Baru
adalah sebagai berikut:
e. Tersedianya Pelayanan Publik dan Meja Informasi yang berbasis
Elektronik seperti :
6) Perangkat Komputer
7) Televisi

8) Touch Screen
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9) Antrian Sidang.
f. SK Ketua PA Koto Baru tentang Penunjukan Tempat Sidang di luar
gedung Pengadilan tahun 2016
g. Dokumen Penyelesaian Perkara Prodeo

h. Tersedianya ruangan laktasi

27.Pengadilan Agama Painan

33. Manajemen Perubahan

Selama tahun 2016, Pengadilan Agama Painan telah mengeluarkan
berbagai macam regulasi yang bertujuan untuk mengelola perubahan-
perubahan yang terjadi dalam praktek pelayanan publik pada
Pengadilan Agama Painan Adapun regulasi-regulasi yang dikeluarkan
untuk manajemen perubahan pada Pengadilan Agama Painan selama
tahun 2016 adalah sbb:
a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/1064/0T.00/1X/2016 tanggal 06 September 2016 tentang
Tim Sertifikasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Painan
tahun 2016
b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/185a/0T.00/1/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Tim
Reformasi Birokrasi.
c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-

A12/815/0T.01.2/X1/2016 tanggal 06 November 2016
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tentang Pembentukan Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Agama Painan

d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/816/0T.01.2/X1/2016 tanggal 06 November 2016
tentang Pembentukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pengadilan Agama Painan

34. Perundang-undangan

Selama tahun 2016 Pengadilan Agama Painan tidak mengeluarkan
Surat Keputusan yang relevan dengan Peraturan-perundangan

35. Penataan dan Penguatan Organisasi

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
dan penguatan organisasi Pengadilan Agama Painan adalah sebagai
berikut:

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/039/HK.00.5/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Penunjukkan Kasir pada Pengadilan Agama Painan

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/061/0T.00/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Penunjukkan Operator SIKEP/SIMPEG

c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/070/KU.01/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Penunjukkan Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pengadilan Agama Painan
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d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/053/KP.04.6/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Penunjukkan Petugas Pengelola Perpustakaan Pengadilan
Agama Painan

36.Penataan Tata Laksana

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
tata laksana Pengadilan Agama Painan adalah sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/060/0T.00/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Penunjukkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(BAPERJAKAT) Pengadilan Agama Painan

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/057/KP.00.3/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Penunjukkan Petugas Meja I, II dan III Pengadilan Agama
Painan.

c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/052/HK.00/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Penunjukkan Petugas Pengisian Buku Register Induk Perkara
pada Pengadilan Agama Painan.

d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/051/KU.00/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Penunjukkan Petugas Pengisian Buku Induk Keuangan Perkara

pada Pengadilan Agama Painan
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e. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/085a/HK.05/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Biaya Proses Penyelesaian Perkara TK Pertama pada
Pengadilan Agama Painan

f. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/049/0T.00/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Penunjukkan Petugas Pengelola Perkara Tabayun Pengadilan
Agama Painan

g. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/050/HK.00/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Petugas Penyelesaian Administrasi Berkas Perkara Pengadilan
Agama Painan

h. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/214/HK.05/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Penunjukkan Hakim Mediator

37. Penataan Sistem Manajemen SDM

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
sistem manajemen SDM Pengadilan Agama Painan adalah sebagai
berikut:
a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/060/0T.00/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Penunjukkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

(BAPERJAKAT) Pengadilan Agama Painan
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b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/045/KP.01.2/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
TIM Absensi Elektronik/Manual pada Pengadilan Agama
Painan

c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/010/KP.00.2/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Tim
Penilai Role Model pada Pengadilan Agama Painan

38. Penguatan Akuntabilitas

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penguatan akuntabilitas Pengadilan Agama Painan adalah sebagai
berikut:

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/064/0T.00/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Pembentukan Tim Pengelola SIPP (Sistem Informasi Penelusuran
Perkara)

39. Penguatan Pengawasan

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk

penguatan pengawasan Pengadilan Agama Painan adalah sebagai

berikut:

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/189/KP.04.6/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Painan

40. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
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Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama Painan
adalah sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/041/HM.01.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Tim
Pengelola Meja Pengaduan Pada Pengadilan Agama Painan

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/55/HM.02.3/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang
Susunan Pengurus Redaksi Website Pengadilan Agama Painan

c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/058/HM.00/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang

Penunjukkan HUMAS

28.Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

29.Manajemen Perubahan
Selama tahun 2016, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah
mengeluarkan berbagai macam regulasi yang bertujuan untuk
mengelola perubahan-perubahan yang terjadi dalam praktek
pelayanan publik pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Adapun
regulasi-regulasi yang dikeluarkan untuk manajemen perubahan pada
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping selama tahun 2016 adalah sbb:

a. Surat Keputusan Role @ Model, Nomor : W3-

A13/11/Kp.02.1/1/2016, tanggal 03 Januari 2016.
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b.

Surat Keputusan Pengelola Meja Informasi, Nomor : W3-

A13/83/Kp.02.1/1/2016, tanggal 03 Januari 2016.

30.Perundang-undangan

Adapun regulasi yang dikeluarkan sebagai juknis untuk dari peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi selama tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

d.

Surat Keputusan Panjar Biaya Perkara, Nomor : W3-
A13/75/Kp.02.1/1/2016, tanggal 03 Januari 2016.

Surat Keputusan Pengelola Biaya Proses : W3-
A13/71/Kp.02.1/1/2016, tanggal 03 Januari 2016.

Surat Keputusan Perkara Tabayun : W3-
A13/71/Kp.02.1/1/2016, tanggal 03 Januari 2016.

Surat Keputusan Hakim Ekonomi Syari'ah : W3-
A13/88/Kp.02.1/1/2016, tanggal 03 Januari 2016.

Surat Keputusan Susunan Majlis Hakim, Panitera Pengganti,
Jurusita / Jurusita Pengganti : W3-A13/72/Kp.02.1/1/2016,
tanggal 03 Januari 2016.

Surat Keputusan Pengelola Register : W3-
A13/84/Kp.02.1/1/2016, tanggal 03 Januari 2016.

Surat Keputusan Meja I, Meja II dan Meja III : W3-
A13/78/Kp.02.1/1/2016, tanggal 03 Januari 2016.

Surat Keputusan Hakim Mediator : W3-

A13/73/Kp.02.1/1/2016, tanggal 03 Januari 2016.

n
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31.Penataan dan Penguatan Organisasi

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
dan penguatan organisasi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping adalah
sebagai berikut:
a. Surat Keputusan TIM Baperjakat : W3-A13/7/Kp.02.1/1/2016,
tanggal 03 Januari 2016.
b. Surat Keputusan TIM Baperjakat : W3-A13/7/Kp.02.1/1/2016,

tanggal 03 Januari 2016.

32.Penataan Tata Laksana
Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
tata laksana Pengadilan Agama Lubuk Sikaping adalah sebagai
berikut:
a. Surat Keputusan Tim LKJIP : W3-A13/19/Kp.02.1/1/2016,
tanggal 03 Januari 2016.
b. Surat Keputusan PPID : W3-A13/87/Kp.02.1/1/2016, tanggal

03 Januari 2016.

33.Penataan Sistem Manajemen SDM

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
sistem manajemen SDM Pengadilan Agama Lubuk Sikaping adalah

sebagai berikut:
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a. Surat Keputusan Operator SIKEP : W3-
A13/90/Kp.02.1/1/2016, tanggal 03 Januari 2016.

b. Surat Keputusan Operator SAIBA: W3-A13/8/Kp.02.1/1/2016,
tanggal 03 Januari 2016.

c. Surat Keputusan Pakaian Dinas : W3-A13/91/Kp.02.1/1/2016,

tanggal 03 Januari 2016.

34.Penguatan Akuntabilitas

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penguatan akuntabilitas Pengadilan Agama Lubuk Sikaping adalah
sebagai berikut:
a. Surat Keputusan Pengelola DIPA : W3-A13/4/Kp.02.1/1/2016,
tanggal 03 Januari 2016.
b. Surat Keputusan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan :
W3-A13/3/Kp.02.1/1/2016, tanggal 03 Januari 2016.
c. Surat Keputusan Penunjukan PPK, SPP dan SPM : W3-
A13/2/Kp.02.1/1/2016, tanggal 03 Januari 2016.
d. Surat Keputusan PPABP : W3-A13/10/Kp.02.1/1/2016, tanggal

03 Januari 2016.

35.Penguatan Pengawasan
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Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penguatan pengawasan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping adalah
sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Tim Pengawas Bidang : W3-

A13/17/Kp.02.1/1/2016, tanggal 03 Januari 2016.

36.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama Lubuk
Sikaping adalah sebagai berikut:
a. Surat Keputusan Pengelola Meja Pengaduan, Nomor : W3-
A13/82/Kp.02.1/1/2016, tanggal 03 Januari 2016.
b. Surat Keputusan Humas, Nomor : W3-

A13/69/Kp.02.1/1/2016, tanggal 03 Januari 2016.

37.Pengadilan Agama Talu

1. Manajemen Perubahan

Selama tahun 2016, Pengadilan Agama Talu telah mengeluarkan
berbagai macam regulasi yang bertujuan untuk mengelola perubahan-
perubahan yang terjadi dalam praktek pelayanan publik pada
Pengadilan Agama Talu Adapun regulasi-regulasi yang dikeluarkan
untuk manajemen perubahan pada Pengadilan Agama Talu selama

tahun 2016 adalah sbb:
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Demi kelancaran tugas di Pengadilan Agama Talu untuk tahun

2016, Ketua Pengadilan Agama Talu telah menerbitkan regulasi-

regulasi sebagai berikut:

1.

10.

SK Nomor W3-A14/01/0T.01.1/1/2016 tanggal 03Januari
2016 tentang Job Description Pegawai

SK Nomor W3-A14/03/KU.01/2016/ tentang penujukan
KPA,PPK DIPA 005.001 tanggal 03 Januari 2016

SK Nomor W3-A14/04/KU.01/2016/ tentang penujukan
KPA,PPK DIPA 005.004 tanggal 03 Januari 2016

SK Nomor W3-A14/05/KU.01/2016/ tentang penujukan
Bendahara Pengeluaran tanggal 03 Januari 2016

SK Nomor W3-A14/06/KU.01/2016/ tentang penujukan
Bendahara Penerimaan tanggal 03 Januari 2016

SK  Nomor W3-A14/07/KU.01/2016/ tentang izin
pemakaian kendaraan dinas tanggal 03 Januari 2016

SK Nomor W3-A14/08/Kp.01.2/1/2016 tanggal 03 Januari
2016 tentang SK Honorer an.Asri

SK Nomor W3-A14/09/Kp.01.2/1/2016 tanggal 03 Januari
2016 tentang SK Honorer an.M.Afdal Jamal

SK Nomor W3-A14/10/Kp.01.2/1/2016 tanggal 03 Januari
2016 tentang SK Honorer an.Afif Erianto

SK Nomor W3-A14/11/Kp.01.2/1/2016 tanggal 03 Januari

2016 tentang SK Honorer an.Isnaini
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

SK Nomor W3-A14/12/Kp.01.2/1/2016 tanggal 03 Januari
2016 tentang SK Honorer an.Hengki Permana

SK Nomor W3-A14/11/Kp.01.2/1/2016 tanggal 03 Januari
2016 tentang SK Honorer an.Alwan Wisa

SK Nomor W3-A1417/PL.03/2016 tentang penunjukan
pejabat penerima hasil pekerjaan tanggal 03 Januari 2016

SK Nomor W3-A14/191/HK.03.4/1/2016 tanggal 04 Januari
2016 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang

SK Nomor W3-A14/52/KP.01.2/1V/2016 tanggal 04 Januari
2016 tentang Tim Pengawas Disiplin pada PA Talu

SK Nomor W3-A14/984a/HM.01.1/111/2016 tanggal 02
Oktober 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

SK Nomor W3-A14/58/KP.07.6/1/2016 tanggal 04Januari
2016 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
SK Nomor W3-A14/55/HM.01.1/111/2016 tanggal 04 Januari
2016 tentang Petugas Protokoler

SK Nomor W3-A14/56/HM.01.1/111/2016 tanggal 04 Januari
2016 tentang Ajudan

SK Nomor W3-A14/56/Kp.01.2/111/2016 tanggal 04 Januari
2016 tentang petugas absen

SK Nomor W3-A14/39/KP.04.6/1/2016 tanggal 04Januari
2016 tentang Penunjukan Pengisian Buku Register Perkara

Permohonan
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

SK Nomor W3-A14/029/HK.04.6/1/2016 tanggal 04]Januari
2016 tentang Hakim Mediator.

SK Nomor W3-A14/031/KP.07.6/1/2016 tanggal 04Januari
2016 tentang Penunjukan Petugas Pengisi Register Perkara
Gugatan

SK Nomor W3-A14/40/HK.05/1/2016 tanggal 04 Januari
2016 tentang Penunjukan Jurusita Pengganti Sebagai
Pengelola Perkara Tabayun.

SK Nomor W3-A14/41/HK.03.4/1/2016 tanggal 04 Januari
2016 tentang Penunjukan Pengisian Buku Keuangan
Perkara.

SK Nomor W3-A14/37/KP.04.6/1/2016 tanggal 04 Januari
2016 tentang Penunjukan Kasir.

SK Nomor W3-A14/60/KP.04.2/1/2016 tanggal 04 Januari
2016 tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses Perkara.
SK Nomor W3-A14/35/KU.00/1/2016 tanggal 04Januari
2016 tentang Biaya Perkara.

SK Nomor W3-A14/38/KU.04.2/1/2016 tanggal 04Januari
2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan
Bendahara Biaya Proses Perkara.

SK Nomor W3-A14/42/Kp.07.6/1/2016 tanggal 04Januari
2016 tentang Penunjukan Petugas Meja I, Meja Il dan Meja

[1L.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

SK Nomor W3-A14/988a/HM.01.1/11/2016 tanggal 02
Oktober 2016 tentang Penunjukan Pengelola Meja
Pengaduan.

SK Nomor W3-A14/51/Kp.04.6/1/2016 tanggal 04 Januari
2016 tentang Penunjukan Tim Teknologi Informasi.

SK Nomor W3-A14/47/Kp.04.6/1/2016 tanggal 04 Januari
2016 tentang Penunjukan Pengelola Persuratan.

SK Nomor W3-A14/65/Kp.04.6/1/2016 tanggal 04 Januari
2016 tentang Penunjukan Admin SIKEP.

SK Nomor W3-A14/65/Kp.04.6/1/2016 tanggal 04 Januari
2016 tentang Penunjukan Humas.

SK Nomor W3-A14/71/Kp.04.6/1/2016 tanggal 04 Januari
2016 tentang Penunjukan Petugas Arsip Kesekretariatan.

SK Nomor W3-A14/72/Kp.04.6/1/2016 tanggal 04 Januari
2016 tentang Penunjukan Petugas Arsip Keperkaraan.

SK Nomor W3-A14/73/Kp.04.6/1/2016 tanggal 04 Januari
2016 tentang Penunjukan Operator SIMAK dan Persediaan
SK Nomor W3-A14/64/Kp.04.6/1/2016 tanggal 04 Januari

2016 tentang Penunjukan Role Model

2. Perundang-undangan

Adapun regulasi yang dikeluarkan sebagai juknis dari peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi selama tahun 2016 adalah

sebagai berikut:
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a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2016 tentang tarif
PNBP.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2016 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

c. Surat Edaran Sekma No 21B/SEK/KU.04.2/01 /2016

d. PMK nomor 10 tahun 2016 tentang tatacara Revisi

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
dan penguatan organisasi Pengadilan Agama Talu adalah sebagai
berikut:
a. W3-A14/53/0T/01.2/1/2016 tanggal 10 Januari 2016
b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Talu tentang TIM
Akredetasi Penjamin Mutu PA Talu

4. Penataan Tata Laksana

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
tata laksana Pengadilan Agama Talu adalah sebagai berikut:

a. W3-A14/43/0T.01.2/1/2016 tanggal 3 Januari 2016

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk penataan
sistem manajemen SDM Pengadilan Agama Talu adalah sebagai
berikut:

a. W3-A14/48/0T.01.2/1/2016 tanggal 3 Januari 201
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. Penguatan Akuntabilitas

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penguatan akuntabilitas Pengadilan Agama Talu adalah sebagai
berikut:

a. W3-A14/44/0T.01.2/1/2016 tanggal 3 Januari 2016

. Penguatan Pengawasan

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
penguatan pengawasan Pengadilan Agama Talu adalah sebagai
berikut:

a. W3-A14/49/0T.01.2/1/2016 tanggal 3 Januari 2016

. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2016 untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama Talu adalah
sebagai berikut:

a. W3-A14/46/0T.01.2/1/2016 tanggal 3 Januari 2016

38.Pengadilan Agama Maninjau

1. Manajemen Perubahan
- Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai dalam
melakukan reformasi birokrasi

- Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja

OY
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- Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
resistensi terhadap perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Menurunnya tumpang tindih dan diskriminisasi perundang-
undangan
- Meningkatnya efektifitas perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
- Menurunnya tumpang tindih tupoksi internal
- Meningkatnya kapasitas dalam melaksanakan tupoksi
4. Penataan Tata Laksana
- Meningkatnya penggunaan teknologi Informasi dalam proses
penyelenggaraan managemen Peradilan Agama. Alhamdulillah
pada akhir tahun 2016 SIPP Pengadilan Agama Maninjau telah
melaksanakan update ke versi 3.2
- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses managemen
Peradilan Agama
- Meningkatnya Kinerja
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
- Meningkatnya profesionalisme SDM
- Meningkatnya efektivitas managemen SDM
- Dikeluarkannya SK Role Model, SK Job Desk
6. Penguatan Akuntabilitas
- Meningkatkan Kinerja

- Meningkatkan Akuntabilitas
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- Adanya Pengawasan melekat
7. Penguatan Pengawasan
- Meningkatkan kepatutan terhadap pengelolaan uang negara
(DIPA)
- Meningkatkan efektifitas terhadap pengelolaan uang negara
- Telah dibentuknya Hawasbid di Pengadilan Agama Maninjau
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Pelayanan kepada masyarakat / pencari keadilan lebih cepat,
murabh, biaya ringan, lebih aman dan lebih mudah
- Meningkatnya indeks kualitas pelayanan publik
- Pengadilan Agama Maninjau Telah menerima Sertifikat APM,
sebagai bentuk komitmen bersama dalam melaksanakan

Pelayanan Publik.

39.Pengadilan Agama Tanjung Pati
Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Tanjung Pati telah merumuskan
peraturan dan kebijakan demi pelaksanaan reformasi birokrasi pada
Area yang meliputi :
1. Manajemen Perubahan
a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor :
W3-A16/1091/KP.02.1/1X/2016 tanggal 25 September 2016
perihal Penerapan Role Model pada Pengadian Agama Tanjung
Pati;

2. Penataan dan Penguatan Organisasi

OY
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Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/1052.a/Kp.07.6/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016
perihal Penunjukan Majelis Hakim di Pengadian Agama Tanjung
Pati;

. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/39/ KP.00.3/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 perihal
penetapan petugas Meja I, Meja II dan Meja III di Pengadian
Agama Tanjung Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/33/Kp.07.6/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 perihal
penunjukan Petugas Pengisian Buku Register Permohonan
Perkara pada Pengadian Agama Tanjung Pati;

. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/33.a/Kp.07.6/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 perihal
penunjukan Petugas Pengisian Buku Register Gugatan perkara
pada Pengadian Agama Tanjung Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/1019/HK.00/1X/2016 tanggal 04 September 2016
perihal Penunjukan Tim Mediasi pada Pengadian Agama Tanjung
Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/40/KU.00.1/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 perihal
penetapan Bendahara Penerima pada Pengadian Agama Tanjung

Pati;
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Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/1020/KP.01.2/1X/2016 tanggal 04 September 2016
perihal Penerapan Disiplin Pegawai Pengadilan Agama Tanjung
Pati;

. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/1111.b/Ku.00.1/1X/2016 tanggal 28 September 2016
perihal Penunjukan Kasir pada Pengadilan Agama Tanjung Pati;
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/41/KU.00.1/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal
Penunjukan PPABP di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/37/KP.04.6/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal
Penunjukan Petugas Absensi di Pengadilan Agama Tanjung Pati;
Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/1016.b/KP.00.2/1/2016 tanggal 4 September 2016
perihal Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Ketua dan Wakil
Ketua di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/85.a/KP.04.1/1/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal
Petugas Perpustakaan di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/83.a/KU.04.1/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal

Petugas Arsip di Pengadilan Agama Tanjung Pati;
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. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/22.a/KP.04.1/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal Tim
Keprotokolan di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

. Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/73.a/KU.01/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal Tim
Penyusunan Laporan Keuangan di Pengadilan Agama Tanjung
Pati;

. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/1281/KU.01/X11/2016 tanggal 27 Desember 2016
perihal Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan DIPA di
Pengadilan Agama Tanjung Pati;

. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
365/PA/SK/X11/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal
Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna
Barang di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/1281.a/KU.01/X1I/2016 tanggal 27 Desember 2016
perihal Penunjukan Bendahara Pengeluaran di Pengadilan Agama
Tanjung Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/40/KU.00.1/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal
Penunjukan Bendahara Penerima di Pengadilan Agama Tanjung

Pati;
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t.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/1025.b/KS.00/1X/2016 tanggal 4 September 2016
perihal Izin Pemakaian (SIP) Penangungjawab Alat Pengolah
Data/Laptop di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/42/KP.04.6/1/2016 tanggal 4 September 2016 perihal
PPID di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/1025.a/KS.00/1X/2016 tanggal 4 September 2016
perihal Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas di Pengadilan
Agama Tanjung Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/1290/0T.01.2/X11/2016 tanggal 30 Desember 2016
perihal Penunjukan Tim Penyusun LkjIP di Pengadilan Agama
Tanjung Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/63/KP.04.6/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal
M.Pascal (Honorer) di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/179.a/KP.04.6/1/2016 tanggal 31 Januari 2016 perihal
Gema Fabio (Honorer) di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/62/KP.04.6/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal Hardi

Guswanto (Honorer) di Pengadilan Agama Tanjung Pati;
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aa. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/61/KP.04.6/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal Hafiz
Wahyu,S.Kom (Honorer) di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

bb. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/60/KP.04.6/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal Delfia
Putri,SHI (Honorer) di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

cc. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/59/KP.04.6/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal Aulia
Rahmi,SE (Honorer) di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

dd. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/58/KP.04.6/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal
Ivanni Kurniawan Pratama,SE (Honorer) di Pengadilan Agama
Tanjung Pati;

ee. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/57/KP.04.6/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal Ardi
(Honorer) di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

ff. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/56/KP.04.6/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal Laila
Susanti,SH (Honorer) di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

3. Penataan Tata Laksana

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :

W3-A16/299/HK.05/111/2016 tanggal 01 Maret 2016 perihal

Penetapan Radius di Pengadian Agama Tanjung Pati;
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b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/1020.a/HK.05/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal
SOP Pengaduan di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

c. Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/294.a/KU.01/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal
Pengelolaan Biaya ATK perkara di Pengadilan Agama Tanjung
Pati;

4. Penataan Sistem Manajemen SDM

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/1017/Kp.07.6/1X/2016 tanggal 04 September 2016
perihal Penunjukan Tim BAPERJAKAT di Pengadian Agama
Tanjung Pati;

5. Penguatan Pengawasan

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/1020.a/PS.01/1X/2016 tanggal 04 September 2016
perihal penetapan Hakim Pengawas Bidang di Pengadian Agama
Tanjung Pati;

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/106/KP.00.2/1X/2016 tanggal 4 September 2016 perihal
Tata Tertib dan Kedisiplinan Tenaga Honorer di Pengadilan
Agama Tanjung Pati;

c. Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :

W3-A16/105/KP.00.2/1X/2016 tanggal 4 September 2016 perihal
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Penerimaan dan Pengaturan Honorer di Pengadilan Agama

Tanjung Pati;

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/1092.a/PS.00/1X/2016 tanggal 04 September 2016
perihal Meja Pengaduan pada Pengadian Agama Tanjung Pati;
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/1025.c/HM.02.3/1X/2016 tanggal 4 September 2016
perihal Tim Pengelola Website pada Pengadian Agama Tanjung
Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/30/KP.00.2/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 perihal
Penunjukan Tim IT di Pengadian Agama Tanjung Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati
nomor:W3-A16/1092.b/KP.04.6/1X/2016 tanggal 4 September
2016 perihal Pembentukan Pengelolaan Meja Informasi di
Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor:
W3-A16/36/HK.00/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 perihal
Penunjukan Operator Tabayyun di Pengadilan Agama Tanjung
Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/1092.b/KP.04.6/1X/2016 tanggal 4 September 2016

perihal Penunjukan PPID di Pengadilan Agama Tanjung Pati;
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Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/52.a/HK.05/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal
Pelayanan Informasi di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

. Surat Keputusan ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/40/HK.05/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal Jenis
Layanan Informasi di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/1107.a/HK.05/1X/2016 tanggal 28 September 2016
perihal Penunjukan Sidang Luar Gedung di Pengadilan Agama
Tanjung Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor:
W3-A16/69.b/HK.05/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal
Pelaksanaan Sidang di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor :
W3-A16/25/KP.04.6/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal

Penunjukan HUMAS di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

40.Pengadilan Agama Lubuk Basung

Pengertian Regulasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah

mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau

pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya:

pembatasan hukum yang diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi

pengaturan diri oleh suatu institusi peradilan seperti melalui norma atau

peraturan hukum berupa SEMA RI, yurisprudensi atau keputusan yang
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sudah disepakati. Seseorang dapat mempertimbangkan regulasi dalam
tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti hukuman

disiplin).

Pada hakikatnya Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk
melakukan perubahan dan pembaruan yang mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut beberapa aspek.
Pengadilan Agama Lubuk Basung telah mengeluarkan berbagai macam
regulasi yang bertujuan untuk mengelola perubahan-perubahan yang
terjadi dalam praktek pelayanan publik pada Pengadilan Agama Lubuk
Basung. Dokumen-dokumen tersebut telah dikelompokkan pada masing-

masing area 1 sampai area 8 yaitu :

9. Manajemen Perubahan

n. SK Ketua PA Lubuk Basung tentang Tim Pengelola Meja Informasi

0. SK Ketua PA Lubuk Basung tentang Susunan Majelis Hakim dan Jadwal
Hari Persidangan.

p. SK Ketua PA Lubuk Basung tentang Penunjukan Kasir Pengadilan
Agama Lubuk Basung.

g- SKKetua PA Lubuk Basung tentang Penunjukan Koordinator dan
Petugas Penanganan . Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan
pada Pengadilan Agama Lubuk Basung.

r. SK Ketua tentang Tim Pengelola dan Rencana Kegiatan Biaya Proses
(RKBP)

s. Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:
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1) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 03 Tahun 2010 Standar
Informasi Publik

4) SE MARI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu

5) SK Ketua MARI Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2010 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan

6) Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama

7) Cetak Biru Pembaharuan MA Tahun 2010-2035

8) Keputusan Dirjen Badilag MARI No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011

tentang Program/Prioritas Unggulan Dirjen Badilag

10.Perundang-undangan
Adapun regulasi yang dikeluarkan sebagai juknis dari peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi selama tahun 2016 adalah

sebagai berikut

g. SK Ketua PA Lubuk Basung tentang SOP, yang terdiri dari :
9) SOP Proses Penerimaan dan Penyelesaian Perkara

10)SOP PP, Meja I, Meja II, dan Meja Il
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11)SOP Sekretaris, Subbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana, Subbag. Umum dan Keuangan, dan Subbag. Perencanaan,
TI dan Pelaporan
12)SOP Hakim dan Juru sita
h. SK Ketua PA Lubuk Basung tentang Penunjukan Meja Pengaduan,
meliputi :
9) Bagan Mekanisme Pengaduan
10) Register Pengaduan
11) Laporan Petugas Meja Pengaduan Kepada Ketua
12) Dokumen Pengaduan yang ditindak lanjuti
i. Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari :
4) SK Ketua MARI Nomor: 076 /KMA/SK/1/2009 tentang
Penanganan Pengaduan
5) SK Ketua MARI No.216/KMA/SK/XII/2011 tentang Penanganan
Pengaduan lewat SMS.
11.Penataan dan Penguatan Organisasi
a. Data Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Lubuk Basung
b. Data Nama Pejabat Pengadilan Agama Lubuk Basung.
c. Profil Pejabat Tahun 2016 Pengadilan Agama Lubuk Basung.
d. Data Riwayat Jabatan Tahun 2016 Pengadilan Agama Lubuk Basung.
e. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuk Basung yang dilengkapi
nama Pejabat/Pegawai dan disertai dengan foto-fotonya.
f. Statistik Pegawai Tahun 2016 Pengadilan Agama Lubuk Basung.

g. Data Kenaikan Pangkat Tahun 2016 Pengadilan Agama Lubuk Basung.

n
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h. Data Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2016 Pengadilan Agama Lubuk
Basung.

i. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2016 Pengadilan Agama Lubuk
Basung.

j. Data Bezetting Tahun 2016 Pengadilan Agama Lubuk Basung.

k. Rekapitulasi Cuti Pegawai PA Lubuk Basung Tahun 2016 Pengadilan
Agama Lubuk Basung.

. SK Ketua tentang Penunjukan Tim Pengawas Disiplin Pegawai dan
Petugas Absensi Pengadilan Agama Lubuk Basung Tahun 2016.

m.SK Ketua PA Lubuk Basung tentang Job Descriptions yang disertai
Uraian Tugas masing-masing pegawai.

n. SK Ketua PA Lubuk Basung tentang Pembentukan Tim Penyusun
Reviu Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Agama Lubuk Basung.

0. SK Ketua PA Lubuk Basung tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Agama Lubuk Basung.

p. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 bagi Pejabat Pengadilan Agama Lubuk
Basung

g- SK  Ketua PA Lubuk Basung tentang Penunjukan Juru
Bicara/Hubungan Masyarakat.

r. Bagan tentang Prosedur Berperkara di PA Lubuk Basung

s. SK Ketua PA Lubuk Basung tentang Penunjukan Petugas Perpustakaan

12.Penataan Tata Laksana
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t. SKKetua PA Lubuk Basung tentang Penunjukan Tim Teknologi
Informasi

u. SK Ketua tentang Penujukan Tim Pengawas Displin Pegawai dan
Petugas Absensi.

v. SK Ketua PA Lubuk Basung tentang Penunjukan Petugas SIADPA dan
SIPP

w. SK Ketua tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama PA Lubuk
Basung.

x. SK Ketua tentang Penunjukan Tim Penyusun LKjIP 2016

y. SK Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2016

z. SK Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengelola Keuangan Tahun 2016

aa.SK Bendahara Pengeluaran.

bb. SK Pengelola SIMAK BMN

cc. SK Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

dd. SK Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan

Barang dan Jasa.

13.Penataan Sumber Daya Manusia (SDM)
n. SK Ketua PA Lubuk Basung tentang Pengangkatan Pegawai Honorer
0. SK Ketua PA Lubuk Basung tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan Pengadilan Agama Lubuk Basung.
p. SK tentang Penghuni Rumah Dinas.

g.- Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan.
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r. SKKetua PA Lubuk Basung tentang Penanggung Jawab Absensi/Daftar
Hadir.
s. Daftar Penerima Satya Lencana, 30, 20, dan 10 tahun

t. Profil Kepegawaian yang ditampilkan di website PA Lubuk Basung

14.Program Penguatan Pengawasan

Dokumen-dokumen yang disediakan.

n. SK Ketua PA Lubuk Basung tentang Penunjukan Penerima dan
Penyetor PNBP

o. Laporan Tahunan PA Lubuk Basung Tahun 2016

p. Laporan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2016

g- Dokumen Bukti Hasil Evaluasi / Monitoring terhadap Laporan
Keuangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran

r. Dokumen RKA-KL dan DIPA

s. SK Penunjukan Pejabat Pengadaan

t. SKtentang Pemegang Mobil dan Kendaraan Bermotor

15.Program Penataan Akuntabilitas Kinerja
y. SK Ketua PA Lubuk Basung tentang Penunjukkan Koordinator
Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang.

z. SK Ketua PA. Lubuk Basung tentang Panjar Biaya Perkara.

aa. Dokumen Laporan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang
Tahun 2016
bb. Dokumen Tindak lanjut Hasil Pengawasan
(s
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cc.Jadwal Waktu Pelayanan
dd. Penyajian Informasi di Website PA Lubuk Basung
ee. Transparansi Putusan di website
ff. Penyajian Informasi melalui pamflet, Pengumuman dan Brosur
gg. Tersedianya Meja Informasi
hh. Tersedianya Register Informasi
ii. Dokumen adanya Permohonan Informasi
jj- Informasi Penting yang disajikan meliputi :
22) Prosedur Berperkara
23) Prosedur Pengaduan
24) Prosedur untuk memperoleh informasi
25) Tata Cara berperkara secara Prodeo
26) Transparansi Biaya Panggilan
27) Komponen Panjar Biaya Perkara pada PA Lubuk Basung,
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
28) Tersedianya Kotak Saran
29) Jenis-jenis Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
30) Daftar Hakim Mediator
31) Hak-hak Pencari Keadilan

32) Jadwal Sidang

16.Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
i. Tersedianya Pelayanan Publik dan Meja Informasi yang berbasis

Elektronik seperti :
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10)Perangkat Komputer
11)Televisi
12)Touch Screen
13)Antrian Sidang.
j. SK Ketua PA Lubuk Basung tentang Penunjukan Tempat Sidang di luar
gedung Pengadilan tahun 2016
k. Dokumen Penyelesaian Perkara Prodeo

. Tersedianya ruangan laktasi.

a. Pengadilan Agama Solok

1) meningkatnya Pola pikir (mind-set)

2) SDM aparatur semakin profesional

3) pendekatan holistic terhadap penilaian dan analisis yang
menyeluruh terhadap penyebab kemacetan dan penundaan
perkara

4) Penyusunan Program kerja

5) Program kerja

6) Indikator Kinerja Utama (IKU)

7) sistem manajemen perkara

8) pengembangan dan menerapkan teknologi Informasi

9) sistem manajemen kinerja peradilan

10)pelaksanaan Mediasi
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11)sistem manajemen pengadilan
12)perpustakaan elektronik

. Pengadilan Agama Sawahlunto

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mencapai tujuan
reformasi birokrasi dengan menciptakan birokrasi pemerintah
yang profesional, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN dan

dapat melayani publik

Pengadilan Agama Batusangkar

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035

. Pengadilan Agama Padang

Persekma nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kelola Kegiatan
Pertemuan/ Rapat Diluar Kantor Dalam Rangka Peningkatan
Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

. Pengadilan Agama Padang Panjang

Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi
Pengadilan Agama Koto Baru

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan
konsistensi dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta
budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih

baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari

' 202



P74 Padang-Laporan Tatanan = 2016

seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi
birokrasi.

g. Pengadilan Agama Muara Labuh
Manejemen Perubahan bertujuan untuk secara systematis dan
konsistensi dari system dan mekanisme kerja organisasi, pola
piker serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya
menjadi baik. Target dari program adalah terciptanya komitmen
dari seluruh Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh. Untuk
melaksanakan Reformasi Birokrasi, terjadi pola pikir dan budaya
kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan
Reformasi Birokrasi.

h. Pengadilan Agama Painan

1) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/033/PL.06/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
penunjukan tim reformasi birokrasi pada Pengadian Agama
Painan;

2) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/030.A/KP.04.6/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
penerapan role model pada Pengadian Agama Painan;

i. Pengadilan Agama Bukittinggi
1) meningkatnya Pola pikir (mind-set)

2) SDM aparatur semakin profesional
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3) pendekatan holistic terhadap penilaian dan analisis yang
menyeluruh terhadap penyebab kemacetan dan penundaan
perkara

4) Penyusunan Program kerja

5) Program kerja

6) Indikator Kinerja Utama (IKU)

7) sistem manajemen perkara

8) pengembangan dan menerapkan teknologi Informasi

9) sistem manajemen kinerja peradilan

10)pelaksanaan Mediasi

11)sistem manajemen pengadilan

12)perpustakaan elektronik

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Menerbitkan SK.berupa Surat Perintah dengan Nomor

:W3.A13.187/Kp.07.6/11/2015, tanggal 20 Februari 2015 yang

ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuk

Sikaping dan SK. Nomor : W3-A13./535/Kp.07.6/VIII/2015,

tanggal 18 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

. Pengadilan Agama Maninjau

1) Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai dalam
melakukan reformasi birokrasi

2) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja
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3) Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
resistensi terhadap perubahan

l. Pengadilan Agama Tanjung Pati

Hasil yang diharapkan yaitu Birokrasi dengan integritas dan

kinerja yang tinggi

m. Pengadilan Agama Lubuk Basung

1) Sumber daya manusia memadai sebagai petugas informasi

2) Tersedianya computer yang terhubung dengan aplikasi siadpa
Plus

3) Adanya Telpon

4) Tersedianya menja dan kursi yang cuku

5) Tersedianya alat tulis

6) Tersedianya buku register permohonan informasi

7) Tersedianya buku register keberatan

8) Tersedianya instrument informasi

9) Tersedianya informasi yang dibutuhkan yang diumumkan
baiksecara berkala maupun setiap saat

10)Pemberian pelayanan informasi yang cepat tepay dan akuran

11)Adanya penyajian informasi secara oniline dan SMS Gateway

41. Perundang-undangan

a. Pengadilan Tinggi Agama Padang

b. Pengadilan Agama Pariaman

n
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1) Menelaah dan melaksanakan peraturan;

2) Melakukan sosialisasi kepada pegawai dan pemangku
kepentingan;

3) Menindaklanjuti dengan surat keputusan tingkat Satker baik
dengan keputusan Ketua atau lainnya;

4) Mengarsipkan dalam perpustakaan untuk dipelajari.

Pengadilan Agama Solok

1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

2)

3)

4)

5)

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

n
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d. Pengadilan Agama Sawahlunto

Penataan Perundang-Undangan merupakan regulasi yang tertib

tidak tumpang tindih dan kondusif, dalam penataan Perundang-

Undangan dimungkinkan tidak hanya satu kegiatan yaitu penataan

berbagai peraturan Perundang-Undangan saja tetapi kegiatan

tambahan apabila instansi siap untuk menyusun lebih dari satu

kegiatan dalam penataan perundang-undangan

e. Pengadilan Agama Batusangkar

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Himpunan Peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan
kehakiman dan Mahkamah Agung Serta Badan peradilan di
Indonesia (2009)

Himpunan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung
Informasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu
(2009)

Himpunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tahun
2003-2006

Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2007
nomor 35 tahun 2007

Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2007
nomor 36 tahun 2008

Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2009

nomor 37tahun 2007
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8) CD Himpunan Peraturan Perundang-undanganan Dan Hukum
Lainya Mahkamah Agung-RI 1945

9) CD Himpunan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum
Lainya Serta Kebijakan Mahkamah Agung RI (1945-2008)

10)Peraturan atau keputusan Ketua Pengadilan Agama
Batusangkar serta kebijakan lainnya.

Pengadilan Agama Padang

1) Perma nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang
Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah
Syar’iyah dalam Rangka Penertiban Akta Perkawinan, Buku
Nikah dan Akta Kelahiran

2) Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana

. Pengadilan Agama Padang Panjang

1) Himpunan Peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan
kehakiman dan Mahkamah Agung Serta Badan peradilan di
Indonesia (2009)

2) Himpunan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung

3) Informasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu
(2009)

4) Himpunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tahun
2003-2006

5) Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2007

nomor 35 tahun 2007
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6) Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2007
nomor 36 tahun 2008

7) Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2009
nomor 37tahun 2007

8) Peraturan atau keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang
Panjang serta kebijakan lainnya.

. Pengadilan Agama Koto Baru

Satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat
meningkatkan efektifitas dalam pengeloalaan perundang-
undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Efektifitas
tersebut diantaranya menurunkan tumpang tindih peraturan dari

seluruh tingkatan

Pengadilan Agama Muara Labuh

1) Perpers No 80 tahun 2011 tentang Grand Desigin
Reformasi Birokrasi 2010-2025.

2) Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road map
Reformasi Birokrasi 2010-2014.

3) Permen PAN RB Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman
Pengajukan Dukomen Usulan Reformasi Birokrasi
Kemeterian / Lembaga.

4) Permen PAN RB Nomor 8 tahun 2011 tentang Pedoman
penilai dokumen usulan dan Road Map Pelaksana

Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga.
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5) Permen PAN RB Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Road Map Pelaksana Reformasi Birokrasi
Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah.

6) Permen PAN RB Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Manejem Perubahan

7) Permen PAN RB Nomor 11 tahun 2011 tentang Kriteria
dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi

8) Permen PAN RB Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman
Penataan Tatalaksana ( Busines Process)

9) Permen PAN RB Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Quick Wins.

10) Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program manajemen Pengetahuan
( Knowledge Management).

11) Permen PAN RB Nomor 15 tahun 2011 tentang
Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian / Lembaga.

Pengadilan Agama Painan

1) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/028/0T/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
penunjukan tim minutasi berkas perkara dan memutus
perkara kurang dari enam bulan pada Pengadian Agama

Painan;
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2)

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/035/0T/1/2015 tanggal 02 januari 2015 perihal

Penggandaan dokumen standar biaya informasi;

k. Pengadilan Agama Bukittinggi

L

1

2)

3)

4)

5)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
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Mensosialisasikan Undang Undang Nomor : 01 tahun 1974 kepada
Masyarakat melalui penyuluhan hukum yang bekerja sama dengan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman

m. Pengadilan Agama Maninjau

1) Menurunnya tumpang tindih dan diskriminisasi perundang-
undangan
2) Meningkatnya efektifitas perundang-undangan

n. Pengadilan Agama Tanjung Pati

Hasil yang diharapkan yaitu Regulasi yang lebih tertib tidak
tumpang tindih dan kondusif.

o. Pengadilan Agama Lubuk Basung

Satker Pengadilan Lubuk Basung dalam tahun 2015 selalu
mengupdate perundang-undangan yang keluar dan langsung
melaksanakan apa yang diperintah dalam undang-undang tersebut
yang dengan syarat undang-undang tersebut sesuai dengan tugas
dan fungsi Pengadilan Lubuk Basung. Maka untuk lebih praktisnya
maka setiap undang-undang atau peraturan yang keluar

dibukukan dalam satu buku atau dibundel.

472. Penataan dan Penguatan Organisasi

a. Pengadilan Agama Pariaman

1) Menjaga kemandirian badan peradilan;

n
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2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada
pencari keadilan;

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

b. Pengadilan Agama Solok

Terlaksananya restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit
kerja dengan tersedianya pembagian tugas dan fungsi unit kerja
pada Pengadilan Agama Solok yang tepat fungsi dan tepat ukuran
(right sizing) dalam menangani fungsi organisasi, tatalaksana,
pelayanan publik, kepegawaian yang mampu mendukung
tercapainya tujuan dan sasaran dan terhindarkannya duplikasi
jabatan, tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan

reformasi birokrasi

c. Pengadilan Agama Sawahlunto

Penataan dan Penguatan Organisasi dilaksanakan dengan
kegitan restrukturisasi/penataan tugas yang memiliki sasaran
(dan indikator) sehingga menciptakan organisasi yang tepat fungsi
dan tepat ukuran, dan bila beberapa unit yang tidak tepat fungsi
sehingga perlu dilakukan penghapusan/pengecilan ukuran

struktur organisasi dalam satu instansi

d. Pengadilan Agama Batusangkar
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PerMA nomor 7 tahun 2015 tentang struktur kesekretariatan dan

kepaniteraan bagi badan peradilan dibawah Mahkamah Agung

. Pengadilan Agama Padang

Perma nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Pengadilan Agama Padang Panjang

PerMA nomor 7 tahun 2015 tentang struktur kesekretariatan dan

kepaniteraan bagi badan peradilan dibawah Mahkamah Agung

. Pengadilan Agama Koto Baru

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan mengatasi
masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama
pemerintah daerah. Tujuan utama dari progaram ini adalah
meningkatkan efisiensi organisasi kementrian/lembaga/

pemerintah daerah secara proporsional

. Pengadilan Agama Muara Labuh

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk
mengatasi masalah yang paling sering muncul di Pengadilan
Agama Muara Labuh terutama dari dalam. Tujuan utama dari
program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi

Pengadilan Agama Muara Labuh

n
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i.

Pengadilan Agama Painan

1

2)

3)

4)

5)

6)

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/010/HK.05/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
penunjukan majelis hakim di Pengadian Agama Painan;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/014/ KP.00.3/I/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
penetapan petugas Meja I, Meja II dan Meja III di Pengadian
Agama Painan;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/101/HK.00/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
penunjukan petugas pengisian buku register perkara pada
Pengadian Agama Painan;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/026/KP.04.6/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
penunjukan tim mediasi pada Pengadian Agama Painan;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/032/0T.00/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
penunjukan tim penyusunan usulan kegiatan tahun 2016 pada
Pengadian Agama Painan;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/041/KU.00.1/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
penunjukan petugas pengisian buku induk keuangan perkara

pada Pengadian Agama Painan;
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7) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/134/KP.04.6/1/2015 tanggal 21 januari 2015 perihal
penetapan Bendahara Penerima pada Pengadian Agama
Painan;

8) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/186.A/KP.01.2/11/2015 tanggal 4 februari 2015 perihal
Penerapan Disiplin Pegawai Pengadilan Agama Painan;

9) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/385/HK.00.5/IV/2015 tanggal 2 april 2015 perihal
Penunjukan Kasir pada Pengadilan Agama Painan;

10)Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/520/PL/V/2015 tanggal 20 mei 2015 perihal penunjukan
tim sensus BMN pada Pengadilan Agama Painan;

11)Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/657/HK.00.5/VII/2015 tanggal 1 juli 2015 perihal
Penunjukan Kasir pada Pengadilan Agama Painan;

12)Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/658/KU.00.1/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
penunjukan petugas pengisian buku induk keuangan perkara
pada Pengadian Agama Painan;

13)Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/782/HK.05/VIII/2015 tanggal 7 agustus 2015 perihal

penunjukan majelis hakim di Pengadian Agama Painan;
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14)Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/782.A/HK.05/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 perihal
penunjukan majelis hakim ekonomi syariah di Pengadian
Agama Painan;

Pengadilan Agama Bukittinggi

Tersedianya pembagian tugas dan fungsi unit kerja pada
Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB yang tepat fungsi dan tepat
ukuran (right sizing) dalam menangani fungsi organisasi, tata
laksana, pelayanan publik, kepegawaian yang mampu mendukung
tercapainya tujuan dan sasaran dan terhindarkannya duplikasi
jabatan, tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan

reformasi birokrasi

. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Melakukan Penguatan Organisasi dengan pengisian Jabatan yang
Kosong bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan kecuali

Pengisian Jabatan Ketua yang sampai sa’at ini masih kosong

Pengadilan Agama Maninjau

1) Menurunnya tumpang tindih tupoksi internal
2) Meningkatnya kapasitas dalam melaksanakan tupoksi

. Pengadilan Agama Tanjung Pati

Hasil yang diharapkan yaitu Organisasi yang tepat fungsi dan tepat

ukuran.
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n. Pengadilan Agama Lubuk Basung

Untuk lebih baiknya penataan dan penguatan organisasi, maka
satker Pengadilan Agama Lubuk Basung selalu mengadakan
pertemuan secara berkala sehingga dengan adanya pertemuan
berkala teersebut pegawai atau pimpinan saling mengisi
kekurangan dan meminta masukan-masukan sehingga tahu

dengan tupoksi masing-masing.

43. Penataan Tata Laksana

a. Pengadilan Agama Pariaman

1) SOP Perkara Permohonan (Voluntair), Jumlah 13 SOP

2) SOP Perkara Cerai Talak (para pihak satu wilayah), Jumlah 33
SOP

3) SOP Perkara Cerai Talak (Salah satu pihak tinggal diluar
wilayah hukum), Jumlah 34 SOP

4) SOP Perkara Cerai Gugat (Pihak Tergugat tidak diketahui
tempat tinggalnya /ghaib), Jumlah 25 SOP

5) SOP Perkara Cerai Gugat (Salah satu pihak tinggal di luar
negeri), Jumlah 25 SOP

6) SOP Perkara Gugatan Lainnya, diantaranya Waris, Harta

Bersama, Wakaf, dll (para pihak satu wilayah), Jumlah 25 SOP
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7) SOP Perkara Gugatan Lainnya, diantaranya Waris, Harta
Bersama, Wakaf, dll (Salah satu pihak tinggal diluar wilayah
hukum), Jumlah 26 SOP :

8) SOP Perkara Verzet, Jumlah 24 SOP

9) SOP Perkara Darden Verzet, Jumlah 24 SOP

10)SOP Administrasi Perkara Banding pada Tk Pertama, Jumlah 12
SOP

11)SOP Administrasi Perkara Kasasi pada Tk Pertama, Jumlah 10
SOP

12)SOP Administrasi Perkara Peninjauan Kembali (PK) pada Tk
Pertama, Jumlah 11 SOP

13)SOP Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang, Jumlah 7 SOP

14)SOP Eksekusi Riil, Jumlah 6 SOP

15)SOP Konsignasi, Jumlah 3 SOP

. Pengadilan Agama Solok

1) SOP tentang penerimaan perkara tingkat pertama.

2) SOP tentang penerimaan perkara banding.

3) SOP tentang penerimaan perkara kasasi.

4) SOP tentang penerimaan perkara peninjauan kembali.

5) SOP tentang eksekusi riil, pengosongan, dan pembongkaran.

6) SOP tentang eksekusi pembayaran sejumlah uang.

7) SOP tentang sita yang tidak digabungkan dalam suatu gugatan.

8) SOP tentang sita yang digabungkan dalam suatu gugatan.

9) SOP tentang sita buntut.
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10)SOP tentang pendaftaran perkara tingkat pertama dengan
pembayaran cuma-cuma (prodeo).

11)SOP tentang pendaftaran permohonan banding dengan
pembayaran cuma-cuma (prodeo).

12)SOP tentang pendaftaran permohonan kasasi dengan
pembayaran cuma-cuma (prodeo).

13)SOP tentang prosedur mediasi perkara tingkat pertama.

14)SOP tentang prosedur mediasi perkara banding.

15)SOP tentang penyampaian salinan putusan/penetapan.

16)SOP tentang penyampaian akta cerai.

17)SOP tentang proses pemberkasan perkara dan minutasi.

18)SOP tentang laporan perkara bulanan.

19)SOP tentang laporan perkara empat bulanan.

20)SOP tentang laporan perkara enam bulanan.

21)SOP tentang penanganan pengaduan masyarakat.

22)SOP tentang konsinyasi.

23)SOP tentang ikrar talak.

24)SOP tentang pengembalian sisa panjar.

25)SOP tentang Pendaftaran surat kuasa khusus.

26)SOP tentang legalisir salinan putusan dan akta cerai.

27)SOP tentang POSBAKUM.

28)SOP tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID).

29)SOP tentang sidang itsbat nikah.

OY
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c. Pengadilan Agama Sawahlunto

Penataan Tata Laksana dilaksanakan untuk mendokumentasikan
Standar Baku penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah, adapun Standar Baku pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi yaitu pelaksanaan tugas secara tepat, cepat, efisien dan
sesuai dengan prinsip good governance
d. Pengadilan Agama Batusangkar
1) Kepaniteraan: prosedur penyelesaian perkara tingkat pertama
yang telah disusun.
2) Kesekretariatan: telah dibuat SOP yang mencakup umum,
keuangan dan kepegawaian
e. Pengadilan Agama Padang
1) Perma nomor 5 tahun 2015 tentang Beracara untuk
Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna
Mendapatkan Keputusan dan/ atau Tindakan Badan atau
Pejabat Pemerintah
2) Persekma nomor 6 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Hibah Langsung Dari Dlaam Negeri Dilingkungan Mahkamah
Agung Republik Indonesia

f. Pengadilan Agama Padang Panjang

1) Kepaniteraan: prosedur penyelesaian perkara tingkat pertama

yang telah disusun .
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2) Kesekretariatan: telah dibuat SOP yang mencakup umum,

keuangan dan kepegawaian.

. Pengadilan Agama Koto Baru

Program ini bertujuan untuk mengatasi efiesiensi dan efektifitas
sistem proses dan prosedur kerja yang jelas efektif dan efisien dan
terukur pada masing-masing sistem. Target program penataan
ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi
informasi dalam penyelenggaraan pemerintah.
. Pengadilan Agama Muara Labuh
Progaram ini bertujuan untuk meningkatan efesiensi dan
efektifitas system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif
efesien dan terukur pada masing-masing kegiatan. Target program
penataan kelatalaksanaan adalah meningkatnya penggunakan
teknologi informasi dalam penyelengaraan Administrasi dan
manjemen Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pengadilan Agama Painan

1) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/009/KU.04.2/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
penetapan radius di Pengadian Agama Painan;

2) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/016/HK.05/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
penunjukan pembuat surat gugatan / permohonan di
Pengadian Agama Painan;

Pengadilan Agama Bukittinggi

n
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1) SOP tentang penerimaan perkara tingkat pertama.

2) SOP tentang penerimaan perkara banding.

3) SOP tentang penerimaan perkara kasasi.

4) SOP tentang penerimaan perkara peninjauan kembali.

5) SOP tentang eksekusi riil, pengosongan, dan pembongkaran.

6) SOP tentang eksekusi pembayaran sejumlah uang.

7) SOP tentang sita yang tidak digabungkan dalam suatu gugatan.

8) SOP tentang sita yang digabungkan dalam suatu gugatan.

9) SOP tentang sita buntut.

10)SOP tentang pendaftaran perkara tingkat pertama dengan
pembayaran cuma-cuma (prodeo).

11)SOP tentang pendaftaran permohonan banding dengan
pembayaran cuma-cuma (prodeo).

12)SOP tentang pendaftaran permohonan Kkasasi dengan
pembayaran cuma-cuma (prodeo).

13)SOP tentang prosedur mediasi perkara tingkat pertama.

14)SOP tentang prosedur mediasi perkara banding.

15)SOP tentang penyampaian salinan putusan/penetapan.

16)SOP tentang penyampaian akta cerai.

17)SOP tentang proses pemberkasan perkara dan minutasi.

18)SOP tentang laporan perkara bulanan.

19)SOP tentang laporan perkara empat bulanan.

20)SOP tentang laporan perkara enam bulanan.

21)SOP tentang penanganan pengaduan masyarakat.

n
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22)SOP tentang konsinyasi.

23)SOP tentang ikrar talak.

24)SOP tentang pengembalian sisa panjar.

25)SOP tentang Pendaftaran surat kuasa khusus.

26)SOP tentang legalisir salinan putusan dan akta cerai.

27)SOP tentang POSBAKUM.

28)SOP tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID).

29)SOP tentang sidang itsbat nikah.

k. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Penataan Tata Laksana dengan menyusun Rencana Strategis untuk
tahun 2016 dengan SK. Pengangkatan Tim Penyusun Rencana
Strategis Nomor : W3.A13/44/KU.05.10/1/2015, tanggal 02
Januari 2015.yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan

Agama Lubuk Sikaping

l. Pengadilan Agama Maninjau

1) Meningkatnya penggunaan teknologi Informasi dalam proses
penyelenggaraan managemen Peradilan Agama

2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses managemen
Peradilan Agama

3) Meningkatnya Kinerja

m. Pengadilan Agama Tanjung Pati
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Hasil yang diharapkan yaitu Sistem, proses dan prosedur kerja
yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good

governance.

n. Pengadilan Agama Lubuk Basung

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Lubuk
Basung, seluruh Pengawai Pengadilan Agama Lubuk Basung
ditempatkan sesuai dengan potensi dan wawasan serta keahlian
masing-masing yang didukung oleh Standar Operasional Prosedur

untuk menjalankan Tupoksi

44, Penataan Sistem Manajemen SDM

a. Pengadilan Agama Pariaman

Penataan sistem manajemen SDM telah dilakukan dengan
memberlakukan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Menyusun

formulir Catatan Harian Pegawai.

b. Pengadilan Agama Solok

Penataan Pejabat/pegawai baru maupun yang sedang berkarir
yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh
jabatan telah tersidianya uraian jabatan, Uraian Tugas dan
Tanggung Jawab ( Job Discription )dan meningkatnya pemahaman

dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas,
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tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

Pengadilan Agama Sawahlunto

Program Penataan Sistem Manajemen SDM diharapkan dapat
menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi dengan
dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis
kompetensi dan transparan yang dapat dilaksanakan dengan
kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi

jabatan dan sistem penilaian kinerja

. Pengadilan Agama Batusangkar

1) Membangun/memperkuat database Kepegawaian
2) Membangun Sistem Penilaian Kinerja

3) Memperkuat Pola Karir

. Pengadilan Agama Padang

Sema nomor 2 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Ketentuan Pasal
10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor

37/KMA/SK/111/2015

Pengadilan Agama Padang Panjang

1) Membangun/memperkuat database Kepegawaian
2) Membangun Sistem Penilaian Kinerja

3) Memperkuat Pola Karir
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g. Pengadilan Agama Koto Baru

Ini adalah salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi .

yang diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan

berkompetensi dengan rekrutmen dan promosi aparatu yang
berbasis kompetensi transparan.
h. Pengadilan Agama Muara Labuh

Manajemen SDM salah satu program prioritas dalam reformasi

birokrasi, Program ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang

profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan
promasi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan.

Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan system

rekrutmen, analisa jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar

kompetensi, assesmen individu dan system penilaian kinerja.
i. Pengadilan Agama Painan

1) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/099/0T.00/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal Uraian
Tugas dan Tanggung Jawab;

2) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/018/0T.00/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
Penunjukan Tim BAPERJAKAT di Pengadian Agama Painan;

3) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-

A12/021/KP.01.2/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
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L

penanggungjawab daftar hadir dan pulang di Pengadian Agama
Painan;

4) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/027/0T/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal Tim
Absensi Elektronik / Manual di Pengadian Agama Painan;

5) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/017/0T.00/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
penunjukan operator SIMPEG di Pengadian Agama Painan;

Pengadilan Agama Bukittinggi

Tersedianya uraian jabatan, Uraian Tugas dan Tanggung Jawab (

Job Discription )
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

melaksanakan Penataan Aset dengan menunjuk Penjaga Kantor
Baru dengan mengeluarkan SK. Momor : W3-
A13/82/Kp.01.1/1/2015, tanggal 13 Januari 2015 dan Penunjukan
Pemakaian Kendaran Dinas Nomor: W3-A13/47/KS.00/1/2015,
tanggal 02 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping serta Penunjukan Pemakaian
Laptop dengan SK Nomor : W3-A13/48/Kp.01/1/2015, tanggal 02
Januari 2015 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan

Agama Lubuk Sikaping

Pengadilan Agama Maninjau
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1) Meningkatnya profesionalisme SDM

2) Meningkatnya efektivitas managemen SDM

3) Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Maninjau telah
menggunakan mesin Finger Spot. Oleh karena itu, Ketua
Pengadilan Agama Maninjau mengeluarkan Surat Edaran No. 1
tahun 2014 tentang Disiplin Kerja dan SOP;

m. Pengadilan Agama Tanjung Pati

Hasil yang diharapkan yaitu SDM aparatur yang berintegritas,
netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan

sejahtera.

n. Pengadilan Agama Lubuk Basung

1) Mengusulkan ke Mahkamah Agung melalui PTA Padang
mengisi jabatan yang kosong

2) Melaksanakan apel setiap hari Senin dengan Pembina Ketua,
Wakil dan para hakim secara bergantian.

3) Membentuk TIM Seleksi untuk mendapatkan tenaga honor
yang berkualitas.

4) Mengutus pegawai atau hakim untuk mengikuti acara bimtek
baik itu yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung ataupun

instansi lainnya.

45. Penguatan Akuntabilitas
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. Pengadilan Agama Pariaman

1) Kemandirian kekuasaan kehakiman

2) Integritas dan kejujuran

3) Akuntabilitas

4) Responsibilitas

5) Keterbukaan

6) Ketidakberpihakan

7) Perlakuan yang sama di hadapan hukum

. Pengadilan Agama Solok
Mengembangkan sistem prosedur peradilan
Pengadilan Agama Sawahlunto

Penguatan Akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
dan akuntabilitas dari instansi pemerintah dengan target akhir
yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas
pemerintah, sedangkan kegiatan yang dapat dilakukan untuk
mencapai target tersebut adalah dengan melakukan penguatan

akuntabilitas Indikator Kinerja Utama (IKU)

. Pengadilan Agama Batusangkar

Penandatanganan perjanjian kerja pejabat teknis maupun non

teknis

. Pengadilan Agama Padang
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Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor

177 /KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung nomor 128 /KMA/SK/VIII/2014 tentang
Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya

Pengadilan Agama Padang Panjang

penandatanganan perjanjian kerja pejabat teknis maupun non

teknis

. Pengadilan Agama Koto Baru

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah degnan target akhir
yang dicapai adalah untuk meningkatakan kinerja dan
akuntabilitas pemerintah denga kegiatan pengembangan sistem

menejemen kerja penyusunan indikator keinterja utama (IKU).

. Pengadilan Agama Muara Labuh

Program ini bertujuan untuk meningkatan untuk meningkatan
kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari Pengadilan Agama Muara
Labuh dengan target akhir yang ingin dicapai adalah
meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Pengadilan Agama Muara
Labuh. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target

tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi
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pemerintah, pengembangan system manajemen kinerja dan

penyusunan indikator kenerja utama (IKU)

Pengadilan Agama Painan

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/104/HM.02/11/2015 tanggal 3 februari 2015 perihal susunan

tim redaksi website www.pa-painan.go.id;

Pengadilan Agama Bukittinggi

1) Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan standarisasi
proses penyelenggaraan pemerintahan

2) Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi

3) Terjadinya peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja
Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi

4) Terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya
kinerja organisasi yang terukur

5) Berjalannya sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif

6) Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU)

. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Penguatan akuntabilitas dengan SK Nomor :
W3.A13/35/Ku.00/1/2015., SK Penunjukan Kasir Nomor : W3-
A13/29/Kp.01.1/1/2015, tanggal 02 Januari 2015 serta SK Panjar
Biaya Perkara Nomor : W3.A13/27/KU.01/1/2015, tanggal 02

Januari 2015

' 232



P74 Padang-Laporan Tatanan = 2016

l. Pengadilan Agama Maninjau

1) Meningkatkan Kinerja
2) Meningkatkan Akuntabilitas

m. Pengadilan Agama Tanjung Pati

Hasil yang diharapkan yaitu Meningkatnya kapasitas dan
kapabilitas kinerja birokrasi.
n. Pengadilan Agama Lubuk Basung

1) Meningkatkan kualitas software dan hardware keterbukaan
informasi perkara dan keuangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

2) Menampilkan tranfaransi akuntabilitas data-data bagian
keuangan.

3) Penatausahaan Barang Milik Negara Pengadilan Agama Lubuk
Basung mendapatkan Peringkat Pertama se wilayah

4) KPKNL Bukittinggi.

5) Penata administrasi simpeg, e-dokumen, sikep, Siharka dan E-

PUPNS secara online

46. Penguatan Pengawasan

a. Pengadilan Tinggi Agama Padang
b. Pengadilan Agama Pariaman
1) Menegakan disiplin kinerja dengan memberlakukan presensi

online
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2) Melayani Pengaduan masyarakat

3) Pengawasan reguler minimal 2 kali 1 tahun

4) Pengawasan melekat oleh atasan langsung, dan
5) Penegakan kode etik

Pengadilan Agama Solok

Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan standarisasi
proses penyelenggaraan pemerintahan Pengembangan sistem
manajemen Kkinerja organisasi Terjadinya peningkatan kualitas
laporan akuntabilitas kinerja Pengembangan sistem manajemen
kinerja organisasi Terbangunnya sistem yang mampu mendorong
tercapainya kinerja organisasi yang terukur Berjalannya sistem
akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif Penyusunan Indikator
Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Agama Solok Tersusunnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Agama Solok

. Pengadilan Agama Sawahlunto

Dengan adanya program Penguatan Pengawasan memungkinkan
terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas
dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target
program ini adalah meningkanya kepatuhan terhadap pengelolaan
keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan

wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah

. Pengadilan Agama Batusangkar

1) Pengawasan melekat
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2) Pengawasan fungsional

Pengadilan Agama Padang

Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 022/KMA/SK/I1/2015
tentang Pendelegasian Penilaian Prestasi Kerja dan Wewenang
Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja di Lingkungan

Mahkamah Agung

. Pengadilan Agama Padang Panjang

1) Pengawasan melekat

2) Pengawasan fungsional

. Pengadilan Agama Sijunjung

Pengadilan Agama Koto Baru

Dengan adanya program ini kemungkinan terciptanya
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari
praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Targe dari
program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap
pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat
penyalahgunaan wewenang.

Pengadilan Agama Muara Labuh

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari
praktek KKN pada Pengadilan Agama Muara Labuh. Target dari

program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap
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pengelolahan keuangan Negara dan menurunnya tingkat

penyalahgunakan wewanang .

k. Pengadilan Agama Painan

1)

2)

3)

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/015/KP.04.6/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
penetapan Hakim Pengawas Bidang di Pengadian Agama Painan;
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/020/KP.04.6/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
penunjukan pengawas disipin Kkerja dalam pelaksanaan
pemberian tunjangan khusus di Pengadian Agama Painan;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/43A/KP.04.6/1V/2015 tanggal 9 April 2015 perihal

penetapan Hakim Pengawas Bidang di Pengadian Agama Painan;

1. Pengadilan Agama Bukittinggi

Mengembangkan sistem prosedur peradilan

m. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Penguatan Pengawasan dengan menerbitkan SK. Pengawas

Disiplin Nomor : W3-A13/40/Kp.02.1/1/2015 dan SK Tim

Baperjakat Nomor : W3-A13/43/Kp.07.6/1/2015, tanggal 02

Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan

Agama Lubuk Sikaping
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n. Pengadilan Agama Maninjau

1) Meningkatkan kepatutan terhadap pengelolaan uang negara
(DIPA)

2) Meningkatkan efektifitas terhadapa pengelolaan uang negara

3) Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan uang
negara

4) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pejabat
pengadilan agama

o. Pengadilan Agama Tanjung Pati

Hasil yang diharapkan yaitu Meningkatnya penyelenggaraan

pemerintahan yang bebas KKN.

p- Pengadilan Agama Lubuk Basung
1) Mengintensifkan hakim pengawas bidang dan mengadakan
pertemuan antar hakim pengawas bidang
2) Lebih meningkatkan koordinasi dari kordinator hakim

pengawas bidang.

47. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Pengadilan Agama Pariaman
1) Penggunaan aplikasi SIADPA Plus dalam melayani perkara agar
lebih cepat;

2) Pelayanan meja informasi;
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3) Pembangunan ruangan “one stop service” untuk Meja 1, 2 dan 3;
4) Pembangunan website;

5) Pengadaan meja dan kursi sidang yang layak;

6) Pembangunan ruang tunggu sidang yang memadai beserta

kursi tunggu, koran dan tv media.

b. Pengadilan Agama Solok

Penerapan standar pelayanan pada unit kerja Pengadilan Agama
Solok Terimplementasinya penggunaan standar pelayanan dalam
pelayanan publik Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih
cepat, lebih aman, lebih baik dan lebih terjangkau keterbukaan
informasi publik., ‘informasi panjar biaya perkara’, ‘transparansi
pengembalian sisa panjar’, dan ‘information desk’ Website, sistem
administrasi perkara, sistem administrasi kepegawaian, sistem

pelaporan perkara

c. Pengadilan Agama Sawahlunto

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan salah satu
indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah yang bertujuan
meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing
instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan

masyarakat

d. Pengadilan Agama Batusangkar
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1) Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari
keadilan dan masyarakat.

2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga
peradilan karena

3) Pelayanan Administrasi Persidangan

4) Pelayanan Pengaduan

5) Pelayanan Permohonan Informasi

6) Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau yang
berkaitan dengan Putusan pengadilan.

e. Pengadilan Agama Padang

Perma nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam

Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

f. Pengadilan Agama Padang Panjang

1) Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi para pencari
keadilan,

2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga
peradilan,

3) Pelayanan Administrasi Persidangan,

4) Pelayanan Pengaduan,

5) Pelayanan Permohonan Informasi,

6) Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau yang
berkaitan dengan Putusan pengadilan.

g. Pengadilan Agama Koto Baru

n
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Pelayanan publik menjadi salah sartu indikator dalam reformasi
birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan
publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan
menetapkan standar pelayanan serta peningkatan partisispasi
masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
. Pengadilan Agama Muara Labuh
Pelayanan Publik salah satu indakator dalam Reformasi birokrasi
pada Pengadilan Agama Muara Labuh, program peningkatan
kuliatas pelayan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik di Pengadilan Agama Muara Labuh sesuai
dengan kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan.
Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan
menetapkan standar pelayanan, penerapan Standar Pelayan
Minimal ( SPM ) serta peningkatan partifasi masyarakat. Dalam
peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Surver
kepuasan masyarakat.
Pengadilan Agama Painan
1) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/011/ HM.00/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
penetapan humas di Pengadian Agama Painan;
2) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/012/Hk.05/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal meja

pengaduan pada Pengadian Agama Painan;

n
' 240
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J-

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/013/HM.00/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
penanggung jawab SIADPA pada Pengadian Agama Painan;
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/039/HM.01.1/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
pembentukan tim pengelola meja pengaduan pada Pengadian
Agama Painan;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/044/KP.00.3/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
pembentukan tim pengelola meja informasi pada Pengadian
Agama Painan;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/019/KP.04.6/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
Penunjukan Tim It di Pengadian Agama Painan;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/023.A/HK.00/1/2015 tanggal 2 januari 2015 perihal
penunjukan tim anonimisasi putusan di Pengadian Agama
Painan;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan nomor : W3-
A12/184.A/KP.04.6/11/2015 tanggal 3 februari 2015 perihal

Penunjukan Protokoler pada Pengadilan Agama Painan;

Pengadilan Agama Bukittinggi

1) Penerapan standar pelayanan

' 241
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2) Terimplementasinya penggunaan standar pelayanan dalam
pelayanan publik

3) Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih
aman, lebih baik dan lebih terjangkau keterbukaan informasi
publik.,, ‘informasi panjar biaya perkara’, ‘transparansi
pengembalian sisa panjar’, dan ‘information desk’ Website,
sistem administrasi perkara, sistem administrasi kepegawaian,
sistem pelaporan perkara

k. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

melakukaan Kualitas Pelayanan Publik dengan SK Penunjukan

Hakim Pengawas Bidang dengan SK. Nomor

W3.A13/30/Kp.01.2/1/2015, tanggal 02 Januari 2015, yang

ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuk

Sikaping

1. Pengadilan Agama Maninjau

1) Pelayanan kepada masyarakat / pencari keadilan lebih cepat,
murah, biaya ringan, lebih aman dan lebih mudah
2) Meningkatnya indeks kualitas pelayanan publik
3) Meningkatnya pelayanan yang akan memperoleh ISO
m. Pengadilan Agama Tanjung Pati
Hasil yang diharapkan yaitu Pelayanan prima sesuai kebutuhan
dan harapan masyarakat.

n. Pengadilan Agama Lubuk Basung

' 242
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1

2)
3)
4)

5)

Melaksanakan sidang di luar gedung Pengadilan atau sidang
keliling di wilayah yang jauh dari Pengadilan Agama Lubuk
Basung, diantaranya :

Kecamatan Palembayan dan Tanjung Mutiara

Menyediakan ruang tunggu untuk pihak-pihak berperkara
Menyediakan kuisioner tentang kepuasan pelayanan

Tersedianya informasi melalui Touch Screen

' 243
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BAB IV

Pengawasan

4.1 Internal

Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal depan Mahkamah
Agung RI telah melakukan pengawasan atas jalannya peradilan terhadap
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera
Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti serta pegawai lainnya pada Peradilan
Agama se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang, sesuai maksud
pasal 53 ayat 1 s/d 5 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Jo KMA Nomor
KMA/080/SK/VII/2006.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan internal Pengadilan Tinggi
Agama Padang telah melaksanakan pengawasan dan pembinaan
berdasarkan:

1. Pembinaan  berdasarkan  perintah  Surat Dirjen  Badilag nomor
2694/DjA/0T.01.3/11/2016 tanggal 28 November 2016 perihal penertiban
Administrasi perkara dan Peningkatan Kebersihan Gedung Pengadilan dengan

tim sebagai berikut;

No Pengadilan Anggota Tim Tanggal
Agama Pelaksanaan
1 | PA Batusangkar Drs. H. Syamsir Suleman 01-02-2016

Zulfa ulin Nuha, S.Kom
ling Triawarman

2 | PA Payakumbuh Drs. H. Marwan A.M., M.H.L. 06-02-2016
Aidil Akbar, SE.
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10

11

12

PA Koto Baru

PA Bukittinggi

PA Lubuk Basung

PA Talu

PA Solok

PA Sawahlunto

PA Maninjau

PA Padang
Panjang

PA Tanjung Pati

PA Padang

Aye Hadiya

Drs. H. Zulkifli Arief, S.H.,
M.Ag.

Listya Rahma, A,Md

Edi Putra

Drs. H. Damsyi, M.H.
Rifka Hidayad, SH.

Edi Putra

Dra. Hj. Husni Syam

Listya Rahma, A.Md
Delindra

Drs. H. Jasrizal M.S., M.H.I.
Fadli Amin, S.SI

Aye Hadya

Drs. H. Zainir Surzain, S.H.,
M.Ag.

Haryuni Azmi, A.Md.

Aye Hadya

Drs. H. Paskinar Said
Wenny Oktavia, SHI.

ling Triawarman

Drs. H. Burdan Burniat, S.H.,
M.H.

Rifka Hidayat, SH

Doni Windra

Drs. Muallimin Ahmad, S.H.,
M.H.I.

Efri Sukma.

Novrianto.

Drs. H. Risman S.D.S., M.H.I.

Aidil Akbar, SE
Asril.

Drs. H. Zulkifli Arief, S.H.,
M.Ag

Drs. H. Burdan Burniat, S.H.,
M.H.

14-02-2018

08-02-2016

08-02-2018

9sd 10 Feb
2016

08-02-2016

30-01-2016

02-02-2016

07-02-2016

08-02-2016

09 Februari
2016
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13

14

15

16

17

PA Lubuk
Sikaping

PA Painan

PA Muara Labuh

PA Pariaman

PA Sijunjung

Wenny Oktavia, S.H.I..
Helmiga.

Drs. Hamdani S., SH., M.H.I.
Fadli Amin, S.SI

Doan Falltrik

Drs. Ashfar Munir, S.H., M.H.1.
Wenni Oktavia, SHI.
Doni Windra

Drs. H. Thamrin Habib, S.H.,
M.H.I.

Drajad Prakosa, A.Md

Doan Falltrik

Drs. H. Firdaus HM., S.H., M.H.

Haryuni Azmi, A.Md
Asril.

Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H.
Andria Miko, S.H.
Novrianto

16-05-2016

2 sd 3 Feb 2016

07-02-2016

09-10-Feb-2016

30-01-2016

01-02-2016

2. Reguler yaitu dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan

Keputusan

KetuaPengadilan

Tinggi

AgamaPadang Nomor

A/063/PS.01/1/2016 tanggal 03 Januari 2016 Masing-masing tim (Tim A -

[) terdiri dari 2 (dua) orang Hakim Tinggi dan didampingi oleh 1 (satu)

orang Pejabat Kepaniteraan dan 1 (satu) orang Pejabat/Staf dari bagian

Kesekretariatan serta satu orang tenaga yang dilaksanakan pada:

No

Pengadilan
Agama

Anggota Tim

Tanggal
Pelaksanaan

W3-
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PA Batusangkar | Drs. H. Syamsir Suleman 26-04-2016
Muhammad Rafki, S.H. s.d.
Aidil Akbar, S.E. 27-04-2016
PA Payakumbuh | Drs. H. Marwan A.M., M.H.I. sda
Drs. Samwil, S.H.
Hj. Evayulita, S.Ag.
PA Koto Baru Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag. sda
Wenny Oktavia, S.H.I.
Ratna Sari Dewi, S.E.
PA Bukittinggi Drs. H. Damsyi, M.H. 02-05-2016
Drs. Samwil, S.H. s.d.
Oga Pertissa, S.E., M.M. 03-05-2016
PA Lubuk Dra. Hj. Husni Syam sda
Basung Wenny Oktavia, S.H.I.
Hj. Nurmiswati
PA Talu Drs. H. Jasrizal M.S., M.H.I. sda
Drs. Daryamurni
Mukhlis, S.H.
PA Solok Drs. H. Zainir Surzain, S.H., 04-05-2016
M.Ag. s.d.
Haryuni Azmi, A.Md. 05-05-2016
Sonya Zarivelina, S.E.
PA Sawahlunto | Drs. H. Paskinar Said sda

Listya Rahma, A.Md.
Drajat Prakosa, A.Md.
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9 | PA Maninjau Drs. H. Burdan Burniat, S.H., 08-05-2016
M.H. s.d.
Rahmita, S.Ag. 09-05-2016
Asril
10 | PA Padang Drs. Muallimin Ahmad, S.H., sda
Panjang M.H.I.
Nora Oktavia, S.H.
Nurasiyah Handayani Rangkuti,
S.H.
11 | PA Tanjung Drs. H. Risman S.D.S., M.H.I. sda
Pati Muhammad Rafki, S.H.
Andria Miko, S.H.
12 | PA Padang Drs. H. Burdan Burniat, S.H., 15-05-2016
M.H. s.d.
Muhammad Rafki, S.H. 16-05-2016
Mukhlis, S.H.
13 | PA Lubuk Drs. Hamdani S., SH., M.H.I. sda
Sikaping Drs. Wildon Djoni
Listya Rahma, A.Md.
14 | PA Painan Drs. Ashfar Munir, S.H., M.H.I. sda
Hj. Desmaliar Kambaruddin,
S.Ag.
Fadhliamin, S.SI.
15 PA Muara Drs. H. Thamrin Habib, S.H., 17-05-2016
Labuh M.H.I. s.d.
Enjer Sades, S.H. 18-05-2016
Efri Sukma
16 | PA Pariaman Drs. H. Firdaus HM., S.H., M.H. sda

Drs. Wildon Djoni
Rifka Hidayat, S.H.
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17 | PA Sijunjung Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H. sda
Nora Oktavia, S.H.
Zulfa Ulin Nuha, S.Kom.

Surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-
A/1975/PS.01/X1/2016 tanggal19 November 2016tentang Penunjukan Tim
Pengawas Bidang (Wasbid), Tim Pembina dan Pengawas Daerah (Binwasda)
di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang (terlampir). Pembinaan dan
pengawasan dilaksanakan satu kali pada tanggal 02 sd 30 Mei 2016
sedangkan pembinaan dan pengawasan dari dipa 04 dengan mengacu
kepada Surat Edaran Dirjen Badilag nomor 3 tahun 2016 tanggal 20
November sd 14 Desember 2016017 yang mengacu kepada Standar SAPM
yang meliputi bidang :

a. Manajemen peradilan dan kinerja pelayanan publik;
b. Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, Operasional SIPP,

Meja Informasi dan Publikasi Putusan;

C. Administrasi umum

d. Akreditasi Penjaminan Mutu

3. Pengawasan internal oleh Pengadilan Tinggi Agama dilakukan dengan dua
sistem pengawasan, yaitu pengawasan dan pembinaan langsung ke obrik

telah dilaksanakan satu kali, yaitu pada tanggal 02 sd 30 Mei 2016
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4. Pengawasan berbasis IT
Sedangkan Pengawasan dan Pembinaan dalam berbasis IT telah dilakukan
melalui Website Pengadilan Tinggi Agama Padang. Evaluasi dan
monitoring dilakukan oleh Pimpinan , Hakim Tinggi dan admin yang
ditunjukuntuk jalan bisnis proses peradilan melalui website.
Alhamdulillah semua (17) pengadilan agama di Sumatera Barat sudah
tersambung (terkoneksi). Dengan keluarnya Surat Sekma nomor
1035/SE/0T.01.1/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Efisiensi
Anggaran Internal Mahkamah Agung RI pada point 2 ( dua ) dinyatakan
bahwa menggunakan teknologi informasi ( vidio call/ converence surat
elektronik aplikasi berbasis internet/jalur komunikasiteknologiinformasi
lainnya )untuk kegiatan yang bersifatmonitoringdan evaluasi. Dengan
adanya surat Sekma ini memperkokoh sisitim monitoring dan evaluasi

yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang selama ini.

4.2 Evaluasi

Pengawasan sebagai sub-sistem dari sistem manajemen telah
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan di suport DIPA tahun
anggaran 2016. Pengawasan internal yang dilakukan Pengadilan Tinggi
Agama Padang meliputi pengawasan dan pembinaan baik untuk internal
Pengadilan Tinggi Agama Padang maupun Pengadilan Agama se wilayah
ukum Pengadilan Tinggi Agama Padang dan pengawasan di bidang Tupoksi
serta pengawasan melekat. Pengawasan dan pembinaan ke Pengadilan

Agama se wilayah hukum Sumatera Barat dilaksanakan dua kali sesuai
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kemampuan anggaran yang tersedia (seperti Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Padang terlampir).

Sedangkan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang baik di
Pengadilan Tinggi Agama Padang atau Pengadilan Agama Se Sumatera Barat
juga berjalan secara periodik, karena tidak terikat dan tidak memerlukan
anggaran. Khusus pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan
langsungnya juga terlaksana secara rutin dan hasilnya cukup baik, karena
terkait dengan disiplin pegawai yang diatur oleh Peraturan Pemerintah
nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan
untuk hakim diatur oleh Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung
dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pada tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Padang juga melakukan
pengawasan secara online dengan menggunakan teknologi IT. Sehingga
setiap hari baik pimpinan maupun Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama
Padang dapat segera mengetahui perkembangan dan jalannya peradilan
tingkat pertama, apakah itu menyangkut perkara, biaya perkara, jadwal
sidang, putusan dan administrasi perkara lainnya.Monitoring yang dilakukan
adalah

1. SIPP yang di monitor setiap minggu
2. Komdanas perbulan
3. Direktori putusan per perkara putus

4., Simari
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Begitu juga di bidang administrasi umum Pengadilan Agama tidak
lepas dari pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Monitoring
dilakukan pada

1. Aplikasi komdanas
2. Monev

3. E.terasi

4. E.persediaan

5. Sisutan

Semua Pengawasan yang dilakukan baik reguler dan berbasis IT
semuanya dilaporkan kepada pimpinan untuk dijadikan bahan perbaikan
kalau di temui kekeliruan dan kesalah dan mempertahankan yang bernilai
baik dengan memberikan reward kepada satker yang berprestasi.

Sesuai Maklumat Mahkamah Agung RI nomor
1/Maklumat/KMSA/1X/2016 tanggal 11 September 2016 tentang
Pengawasan dan Pembinaan, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di Bawahnya Pada point 4 ( empat ) dinyatakan “ Mahkamah Agung
akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan
Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan
langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan
pembinaan oleh Pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan

berkesinambungan.

Selain itu Mahkamah Agung juga tidak akan memberikan bantua

hukum kepada Hakim maupun aparata Mahkamah Agung dan badan
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peradilannya di bawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan
diproses di pengadilan”. Berdasarkan Maklumat KMA tersebut Pimpinan
Pengadilan Tinggi Agama Padang baik dalam forum rakor berkala maupun
pembinaan secara khusus selalu menekankan maklumat tersebut baik dalam
bahasa formal maupun nilai nilai agama.

Dari uraian tersebut di atas, secara umum pengawasan internal telah
dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya, walaupun mungkin masih
belum sempurna. Untuk itu Pengadilan Tinggi Agama Padang telah
memberikan penghargaan (reward) kepada Pengadilan Agama atau pegawai
yang berprestasi dan memberikan sanksi (punishment) kepada Pengadilan

Agama atau pegawai yang melanggar.






[ anae |

DA Dt ] e s 2.L
PENANG
NO KINERJA UTAMA INI?I{\]KE[;I]‘XR PENJELASAN GUNG S[]J)IXEER
JAWAB
1. | Terwujudnya Proses | a. Persentase sisa Panitera Laporan
Peradilan yang Pasti, perkara yang Jumlah Siza Perkara yang diselesatkan 1009 Bulanan
Transparan dan diselesaikan Jumlah Siza Perkara yang Harue dizelezaikan dan
Akuntabel Laporan
Catatan: Tahunan
Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
b. Persentase Panitera Laporan
perkara yang Jumlah Perkara yang digelesaikan tahun herjal)gn Bulanan
diselesaikan Jumlah Perkara yang ada dan
tepat waktu Laporan
Catatan : Tahunan
e Perbandingan jumlah perkara yang
diselesaikan dengan perkara yang harus
diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara
yang masuk)
e Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara
yang diterima tahun berjalan ditambah
sisa perkara tahun sebelumnya
e Penyelesaian perkara tepat waktu
perkara yang diselesaikan tahun berjalan
c. Persentase Panitera Laporan
Trn.l—Tn
penurunan sisa X7 Bulanan
perkara dan
Laporan
Tahunan

Tn = Sisa perkara tahun berjalan
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Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus
pada tahun berjalan

sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16
Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

. Persentase Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Panitera Laporan
perkara yang Jumlah Puruzan Perkara )_(_ _ Bulanan
Tidak dan
Mengajukan Laporan
Upaya Hukum: [ Catatan: Tahunan
e Kasasi e Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
e PK e Secara hukum semakin sedikit yang

mengajukan upaya hukum, maka semakin
puas atas putusan pengadilan

. Index responden Panitera Laporan
Pengadialan Index Kepuasan Pencari Keadilan Semesteran
Tingkat Pertama dan Laporan
yang puas Catatan: Tahunan
terhadap PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004
layanan tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman
Pengadilan Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat
Tinggi Agama Unit Pelayanan Instansi Pemerintah




2. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

P74 Padang-Laporan Tatiunae = 2016 |

a. Persentase Panitera Laporan
Salinan Putusan Jumlah salinan putusan yang dikirim ke A 100Bulanan
Yang Dikirim ke Pengadilan pengaju dan
Pengadilan Laporan

) Jumlah putusan Tahunan
Pengaju Tepat
Waktu

b. Persentase Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah | Panitera Laporan

putusan yang yang di upload dalam website Bulanan
. x 100%

menarik dan

perhatian Jumlah putusan perkara Laporan

masyarakat ( Tahunan

ekonomi syariah
) yang dapat
diakses secara
online dalam
waktu 1 hari
sejak diputus

Sumber: Laporan Revieu Indikator Kinerja Utama (IKU) PTA Padang
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Sehingga dengan adanya tujuan sasaran strategis tersebut menjadi arahan
bagi Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang dilaksanakan
sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam
pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah
penyelesaian perkara prodeo yang masuk dari pengadilan tingkat pertama.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
a. Produktifitas memutus perkara.
b. Clereance rate.
c. Penyelesaian perkara tepat waktu.
d. Sisa perkara.
e. Perkarayang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
f. Penyelesaian perkara ekonomi syariah.
g. Percepatan penyelesaian perkara melalui pemakaian Sistim Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat banding.

h. Integrasi informasi perkara secara elektronik dengan menggunakan
aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat banding.
i. Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efesien

(penguatan regulasi).

j.  Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
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q.

I.

Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

Pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan
maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan.

Peningkatan hakim yang mengikuti DDTK spesialisasi keahlian.
Peningkatan pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi
SDM.

Promosi dan mutasi SDM atas usulan PTA Padang berdasarkan peraturan
yang berlaku.

Peningkatan produktifitas kinerja SDM.

Hasil monev dan hasil reviu yang dijadikan untuk feedback dan analisa.

. Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Mahkamah Agung

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a.

b.

Sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima.

Tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima.
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BAB YV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun Kesimpulan pada laporan tahunan 2016 untuk Pengadilan

Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut:

1. Bisnis proses Pengadilan Tinggi agama Padang dan Agama dan
Pengadilan Agama se-Sumatera Barat telah berjalan telah berjalan
sesuai aturan yang berlaku baik tugas pokok maupun tugas
berjalan sesuai target

2. Peningkatan keterampilan/kemampuan sumber daya manusia
dalam pelaksanaan tugas sudah hampir memadai, terutama di
bidang kesekretariatan, sedangkan di bidang teknis dirasakan
masih belum memadai, lebih-lebih bimbingan teknis untuk hakim
khusus mengenai ekonomi Syariah yang dipanggil dan lulus seleksi
diklat belum memadai.;

3. Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang
yang telah ter akreditasi batu 3 ( tiga ) sementara 14 ( empat belas
) Pengadilan Agama belum terakreditasi.

4. Masih terdapat 4 ( empat ) kantor Pengadilan Agama se wilayah

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang belum prototype.
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5.2 Saran

Untuk mengejar kebutuhan masyarakat pencari keadilan terhadap
pelayanan pengadilan di bidang ekonomi Syariah, agar Pengadilan
Tinggi Agama diberi wewenang menyelenggarakan Bimbingan Teknis
ekonomi Syariah yang besertifikasi dengan ketersdiaan anggaran;

Perlu percepatan Akreditasi Penjaminan Mutu seruluh Pengadilan
Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama se sumatera Barat.

Untuik menciptakan pelayanan yang prima perlu kantor Pengadilan
Agama yang protype. Maka diharapkan Mahkamah Agung
memprioritaskan 4 ( empat ) peradilan agama yang belum protype

tersebut agar pencari keadilan nyaman dan puas.



